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Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 45 TAHUN 2008
TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Sekretanat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daergh, maka rincian tugas, fungsi, dan tata
kena Sekretariai Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah perlu diatur lebih lanjut oleh Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, rincian tugas. fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perdu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati

. Undang-Undang MNomor 8 Tehun 1874 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1674 MNomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1898 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawsgian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
189989 MNomor 30, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor 3880),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 fentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Momor 32 Tahun 2004 (Lembaran Wegara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor
38, Tambahan Lembaran MNegara MNomor 4483 jo. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 59, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Kauangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Menetapkan .

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Neger Sipill (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3176);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9% Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai MNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 186, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namor 4017);

. Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinasi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Momor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737),

. Peraturan Pemerintah Nomeor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4741);

. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Momor 5 Tahun 2005

tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Dasrah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomaor 36 Seri D.22);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemarintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2 Seri D. 1),

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008

tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
{Lembaran Dserah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3
Seri D.2), dan

11 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Momor 4 Seri D.3).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KER.JA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

2. Pemenntahan daerah adalah penyalenggaraan urusan pemenntahan daerah
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana dimsaksud
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
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11.

12.

(1

(2)

(3)

(4]

Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah,

Bupati adalah Bupati Cirebon.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vyang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pamerintahan
daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembaniu bupati dalam penyeslenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan
perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan
kelurahan

Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon
Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah,

Sekretariat DPRD adalah Sekretanat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cirgbon.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang uniuk
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka
mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan
Sekretanat DPRD.

BAB I
SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

Sekraetariat Daarah dipimpin cleh seorang Sekretaris Daerah merupakan unsur
staf pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membartu Bupati dalam menyusun
kebijakan dan mengoordinasikan satuan kerja perangkat dasrah Kabupaten
Cirebon.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat
Daarah mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;

pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2], dan ayat (3), Sekretaris Daerah mempunyai uraian tugas.

a. menyusun kebijakan pemerintah daerah;

® a0 o



(1)

(2)

(3)
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n'rangq-urdinasihan pelaksanaan prcﬁram satuan kerja perangkat daerah,
sesuai dengan kebijakan Bupati:

mengoordinasikan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
mengarahkan dan memberikan pefunjuk pelaksanaan kepada para Asisten;

membina dan mengevaluasi pegawai serta memelihara kemampuan
berprestasi pegawai di lingkup Sekretanat Daerah dalam rangka peningkatan
produktifitas kerja dan mengembangkan karer pegawai,

memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup
Sexretariat Daerah;

mengarahkan penyebaran peraturan, prosedur atay pedoman vyang
mendukung terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan kebijakan Bupati;

menyslenggarakan pemantauan terhadap pelaksanaan fugas satuan kerja
perangkat daerah berdasarkan kebljakan pemerintah daerah;

menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat,
perekonomian dan pambangunan dan administrasl umum;
menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada satuan kerja perangkat
daerah;

menyelenggarakan dan membina administrasi kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas di lingkup Sekretariat
Daerah;

mengoordinasikan, pembinaan dan mengevaluasi terhadap kegiatan satuan
kerja perangkat daerah dalam upaya peningkatan hasil pelaksanaan tugas di
daerah;

memberikan pelayanan teknis admiristratif kepada Bupati, Wakil Bupati dan
kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah;

mengevaluasi hasil kerja bawahan,
mengoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Bupati,

memberikan saran dan bahan perimbangan kepada Bupati sebagai bahan
pengambiian keputusan/strateqi kebijakan pemerintah daerah;

melaksanakan tertib organisasi dan tertib hukum pemesintah daerah
berdasarkan kebijakan Bupati;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas satuan kerja
perangkat daerah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah; dan

melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya

BAE Ill

ASISTEN ADMINISTRAS|I PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 3

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur
staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunya
tugas menyusun kebijakan dan mengoordinasikan satuan kera perangkat
daerah di lingkup bidang administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten
Administrasi Pemarintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi

pemenntahan dan kesejahteraan rakyat,



(4)
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ppngmrdin.asian palsksanaan tugas satuan kKerja perangkat daerah di
bidang administrasi pemerntahan dan kesejahtaraan rakyat;

pembinaan administrasi pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hubungan
masyarakat dan hukum;

pemantauan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kebijakan administrasi
pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hubungan masyarakat dan dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah, sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat mempunyai uraian tugas:

=
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menyusun kebijakan pemerintah daeresh di bidang administrasi
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi di  bidang
administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh
kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat,

menyelenggarakan penyusunan rencana kerja di lingkup administrasi
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, sebagai pedoman pelaksanaan
tugas,

memben petunjuk kepada para Kepala Bagian di lingkup administrasi
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dalam rangka pelaksanaan tugas,

membina dan memotivasi pegawai zerta memelihara kinerja pegawai di
lingkup administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dalam rangka
peningkatan produktifitas kerja dan mengembangkan karier pegawai;

memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Asisten
Administrasi Pemerintahan dan Kesejahleraan Rakyat, =sasuai dengan
program kerja;

mengoordinasikan rencana anggaran di lingkup Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

mengeoreksi dan menyeampurnakan konsep-konsep naskah dinas di lingkup
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

mempelaiari dan menganalisis konsep-konsep produk hukum daerah;
mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan otonomi desa;
mengaordinasikan pemberian bantuan sosial kemasyarakatan;
mengoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan bidang pertanahan,
mengoordinasikan penyelenggaraan hubungan masyarakat;

merumuskan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis,
penyelenggaraan pemerntahan, kesejahteraan rakyal,  hubungan
masyarakat dan hukum,

memberikan saran dan bahan periimbangan kepada Sekretaris Daerah,
yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pemenntahan dan
kesejahteraan rakyat, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah;

memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemernntahan dan
kesejahteraan rakyat, dan

melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris Daerah, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.



(1)

(<)

13)

(4)

BAB IV
BAGIAN PEMERINTAHAN
Bagian Pertama
Bagian Pemerintahan

Pasal 4

Bagian Pemerintahan dipimpin cleh seorang Kepala Bagian adalah unsur staf
yang berada di bawah dan berianggung jawab kepada Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas mengelola penyusunan kebijakan

pemerintah daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinaan

administrasi satuan kerja perangkat daerah bidang pemenntahan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi;

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan Kerja perangkat daerah di
bidang pemenntahan,

c. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah bidang
pamerintahan umum, pemernniahan desalkelurahan, otonomi daerah dan
kerjasama,

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
bidang pemerintahan umum, pemerintahan desalkelurahan, otonomi
daerah dan kerjasama; dan

e. pelsksanaan tugas lain yang diberikan ocleh Asisten Administrasi
Pamerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sesual dengan ftugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimansa dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai uraian tugas:

a. membantu Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan;

b. menyusun rencana dan program kerja Bagian Pemenntahan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

c. memimpin, mendistribusikan, dan memberi petunjuk pelaksanaan fugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya;

d  membina dan memotivasi pelaksana serta memelihara kemampuan
berprestasi pegawai di Bagian Pemerintahan, dalam rangka peningkatan
produktifitas kerja dan mangembangkan karier pagawai,

e. memantau, mengandalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan,

mangelola pengumpulan bahan menganalisa data di bidang pemerintahan;

mengoreksi dan menyempumakan konsep-konsep naskah dinas di bidang

pemenntahan,

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemarintahan;

menyusun, menganalisa, dan merumuskan bahan koordinasl perangkat

daerah,

melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pemerintahan;

k. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan
kensultasi vertikal dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan;

. mengelola pelaksanaan pengumpulan bahan pedoman dan pefunjuk teknis
rencana tindakan dalam pelaksanaan fugas pemenntahan,
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mengelola pelaksanaan pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta
membenkan pertimbangan kebiakan pembinaan perangkat daerah;
mengelala pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah bidang
pemarintahan umum, pemerntahan desakelurahan, otonomi daerah dan
Kerjgsama,

mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemerintahan
daerah yang meliputi pemilihan umum dan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupat:;

mengelola penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
administrasi kecamatan dan kelurahan;

mengelola penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan koordinasi
bidang pertanahan yang menjadi urusan pemerintahan daerah,

mangelola rencana dan pelaksanaan anggaran kegatan Bagian
Pemenntahan;

mengelola pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah

dasrah bidang pemerintabhan umum, pemerintahan desa/kelurahan,
otenomi daerah dan kerjasama,

memberikan saran dan bshan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang berkaitan dengan kegiatan
administrasi pemerintahan, dalam rangka pengambilan keputusan/strategi
kebijakan daerah;

melaporkan kepada Asisten Administras! Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasfkegiatan Bagian
Pemerintahan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sesuai dengan ftugas dan
fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Pemerintahan Umum

Pasal 5

£ (1) Subbagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Pemerintahan.

Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas meny:apkan bahan kebijakan
pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seria
pembinaan administrasi sstuan kera perangkat daerah bidang pemerintahan
LI,

Untuk melaksanakan tfugas sebagamana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Pemerintahan Umum mempunyai fungsi:

(2)

(3}

b.
g.

pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintah
umum;

pelaksanaan koordinasi tugas pemerintah umum,

pelaksanaan pembinaan administrasi pemenntahan daerah bidang
pemerintah umum;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang pemerintahan umum; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.



(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2). dan ayat (3), Kepala Subbagian Pemenntahan Umum mempunyai

uraian fugas:

a. membaniu Kepala Bagian Pemerintahan, dalam melaksanakaan tugas di
bidang pemerintahan umum;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Pemerintahan Umum,
sebagal padoman pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksana;

d. membina dan memotivasi pelaksana dalam rangka pelaksanaan tugas;

e, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan fugas
pelaksana;

f. mengumpulkan dan mengolah data pemerintahan umum;

g. menyiapkan dan menganalisa datla urusan yang merupakan kewenangan
daerah;

h. melaksanakan inventarisasi dan mengevaluasi kewenangan daerah;

i mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
di bidang penyelenggaraan pemernntahan umum;

. membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan
pemerintahan umum;

k. menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan dan menganalisa data
pemerintahan umum;

.  melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang
pemerintah umum;

m, mengoordinasikan bahan pengusulan keanggotaan DPRD dan atau
keanggotaan DPRD antar waktu atas dasar usulan KPUD dan DPRD;

n. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi atas pelaksanaan
pemerintahan umum;

o. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pemerintahan umum;

p. menyiapkan pelaksanaan fasilitasi proses pengangkatan. pemberhentian
Bupati dan Wakil Bupat;

gq. menyiapkan bahan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kepada pemerintah disampaikan kepada Menteri Dalam Negern melalui
Gubernur,

r. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja {ahunan di bidang
pemerintahan umum;

s. menyiapkan penyusunan pedeman dan petunjuk teknis dan koordinasi
bidang pertanahan yang menjadi urusan pemerintahan daerah,

t. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di
bidang pemernntahan umum;

u. melaksanakan analisa dan pengkajian sera evaluasi terhadap produk hukum
bidang pemernntahan umum,

v. menyiapkan bahan usulan anggaran kegiatan Subbagian Pemerintahan
Urmum;

w. melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil kerja pelaksana;

x. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pamerintah
daerah bidang pemerintakan umum;

y. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian

Pemerintahan, yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan umum,
sebagai bahan pengambilan keputusan/strategi kebijakan daerah,
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z. melaporkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan, sefiap selesai

melaksanakan tugas/penugasan

aa. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan

Subbagian pemerintahan umum, sesuai katentuan yang beraku; dan

bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Pemerintahan Desa/Kelurahan

Pasal 6

(1) Subbagian Pemaerintahan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seocrang Kepala
Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Pemenntahan.

(2) Subbagian Pemenntahan Desa/Kelurashan mampunyai tugas menyiapkan
kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta
pembinaan administrasi bidang pemerintahan desa/kelurahan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:

i3)

(4)

a.

b.

-8

pelaksanaan penyusunan kebijjakan pemerintahan daerah di bidang
pemerintahan desalkelurahan;

pelaksanaan koordinasi tugas pemerintahan di bidang pemernniahan
desal/kelurahan;

pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintanan bidang pemernntahan
desa/kelurahan,

pelaksanaan pemantavan dan ewvsluasi pelaksanaan kebijakan daerah
bidang pemerintahan desa/kelurahan, dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bagian Pemerintahan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Pemerintahan Desa/Kelurahan
mempunyai uraian tugas:

a.

b

membanty Kepala Bagian Pemertahan, dalam melaksanakan tugas di
bidang pemenntahan desa/kelurahan;

menyiapkan rencana  dan program kena Subbagian Pemerintahan
Desa/Kelurahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksana;

membina dan memotivasi pelaksana, dalam melaksanakan tugas;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan
desalkelurahan;

melaksanakan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pemerintahan
desa;

melaksanakan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pembinaan
lembaga desa;

melaksanakan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pembinaan
perangkat desa,
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j.  melaksanakan penyusunan kebijakan dan padoman feknis sumber daya dan
pendapatan desa;

k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang administrasi
pemerintahan desa dan kelurahan;

. melaksanakan pembinaan bidang administrasi paemerintahan
desalkelurahan;

m. melaksanakan analisa dan pengkajan serta evaluasi terhadap kebijakan
darah di bidang pemerintahan desa/kelurahan;

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah
bidang pemerintahan desa/kelurahan;

0. menyiapkan bahan usulan anggaran kegiatan Subbagian Pemerintahan
Desa'Kelurahan;
p. meiaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil kerna pelaksana;

q. memberikan saran dan bahan perimbangan kepada Kepala Bagian
Pemerintahan, yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pemerintahan
desa, dalam rangka pengambilan keputusan/sirategi kebijakan daerah;

r. melaporkan kepada Kepala Bagian Pemerintah, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

5. menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian
Pemerintahan Desa/Kelurahan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bagian Pemerintah,

sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Bagian Keempat
Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama

Pasal T

Subbagian Otonomi Daerah dan Kerasama dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Pemerintahan,

Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan
bahan kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan
tugas serta pembinaan administrasi bidang otonomi daerah dan kerjasama.

Urtuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Subbagian

Otonomi Daerah dan Kerjasama mempunyai fungsi;

a. Pelaksanaan penyusunan kebijgskan pemerintah daerah di bidang otonomi
daerah dan kerjasama,

b. pelaksanaan koordinasi tugas pemerintah di bidang otonomi daerah dan
kerjasama;

¢. pelaksanasan pembinaan administrasi pemerintahan bidang otonomi daerah
dan kerjasama;

d. pelaksangan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
bidang otenomi daerah dan kerjasama; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan,
sasuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungs: sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3). Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama

mempunyal uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Pemerintahan, dalam melaksanakan tugas di

bidang otonomi daerah dan kerjasama,
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menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Otonomi Daerah dan
Kerjasama, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Kkepada
pelaksana;

membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksansa;

melaksanakan pengumpulan bahan dan analisa data otonomi daerah dan
kerjasama;

menyiapkan bahan penetapan kebijakan pemerntahan daerah di bidang
otonomi daerah dan kerjasama;

menyiapkan bahan perumusan, perencanaan dan pengooordinasian
penataan administrasi pemeriniahan meliputi penatasn kecamatan ibukota
Kabupaten Cirebon dan kelurahan;

menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi atas pelaksanaan
kebijakan otonomi daerah dan kerjasama;

membuat konsep pedoman dan petunjuk leknis di bidang otonomi daerah
dan kerjasama;

melaksanakan pengendslian dan evaluasi terhadap hasil kerja pelaksana;
menyiapkan bahan pembinaan terhadap peningkatan kinera satuan kerja
perangkat daerah;

menyiapkan penyusunan dan merumuskan bahan materi kebijakan manual
Sistern Perangkat Daerah;

menyiapkan bahan perencanaan, pengumpulan dan penyusunan
kewenangan camat dan lurah serta menyerasikan kewenangan dinas
daerah,

menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja camat;

membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan
perangkat daerah,

melaksanakan analisa dan pengkajian serts evaluasi terhadap kebijakan
darah di bidang otonomi daerah dan kerjasama,

melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil kerja pelaksana;
malaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian Pemenntahan,

menyiapkan bahan usulan anggaran kegiatan Subbagian Otonomi Daerah
dan Kerjasama;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
bidang otonomi daerah dan kerjasama,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Pemerintahan, yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan otonomi
dzerah dan kerjasama, dalam rangka pengambilan kepulusan/strategi
kKebijakan daerah,

melaporkan kepada Kepala Bagian Pemerintah, setiap selesal
melaksanakan tugas/penugasan,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian
Otonomi Daerah dan Kenasama, sesuai ketentuan yang beraku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bagian Pemerintah,
sesual dengan tugas dan fungsinya.
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BAB V
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Bagian Pertama
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 8

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian adalah
unsur staf yang berada di bawash dan bertanggung jawab kepada Asisten
Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengelola bahan kebijakan

pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan fugas serta

pembinaan administrasi satuan kera perangkat daerah bidang kesejahteraan
rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian

Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. pengelolsan penyusunan kebijakan pemerintahan daersh di bidang
kesejahteraan rakyat;

b. pengelolaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
kesejahteraan rakyat;

c. pengelolaan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang
pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudsaysan, pariwisata, pemuda
dan olah ragasosial dan agamsa, kesshatan, pemberdayaan
masyarakat/perempuan dan keluarga berencana,

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenntahan daerah
bidang pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan, parnwisata,
pemuda dan olah raga, sosial dan agama, kesehatan, pemberdayaan
masyarakat/perempuan dan keluarga berencana; dan

e pelaksanaan tugas f@in yang diberikan oleh Assien  Administrasi
Pemenntahan dan Kesejahteraan Rakyat, sesuai dengan tugas dan
fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat {3}, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian

tugas:

a. membantu Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi kesejahteraan rakyat

b. merencanakan program kera Bagian Kesejahteraan Rakyat, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

g. memimpin, mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesual bidang tugasnya;

d. membina dan memotivasi pelaksana/pegawai serta memelihara kemampuan
berprestasi pegawai di Bagian Kesejahteraan Rakyat, dalam rangka
peningkatan produktifitas kerja dan mengembangkan karier pegawai,

g, memantau, mengendalkan, mengsvaluasi dan menilai pefaksanaan {ugas
pelaksana;

. mengelola pangumpulan data di bidang kesejahteraan rakyat,

g mengelola pelaksanaan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di
bidang kesejahteraan rakyat;

h. mengelola penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di  bidang
kesejahteraan rakyat;

I.  mengelola pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup
kasejahteraan rakyat;
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mengelola pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan daerah
bidang pendidikan, tenaga kerjs dan transmigrasi, kebudayaan, pariwisats,
pemuda dan clah raga, sosial dan agama, kesehatan, pemberdayaan
masyarakatiperempuan dan keluarga berencana,

k. mengelola pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan

pemerintahan daerah bidang pendidikan, tenaga kera dan transmigrasi,
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah rags, sosial dan agams,
kesehatan, pemberdayaan masyarakat/perempuan dan keluarga berencana;

mengeidla penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Bagian
Kesejahteraan Rakyat,

m. membenkan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang berkaitan dengan
pelaksanaan administrasi kesejshieraan rakyat, dalam rangka pengambilan
keputusan/strategi kebijakan pemerintahan daerah,

melaporkan kepada Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan,

mengelola evaluasl dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Kesejahteraan Rakyat, sesuai ketentuan yang berlaku, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Kedua

Subbagian Pendidikan, Tenaga Kerja dan Tranamigrasi, Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 9

Subbagian Pendidikan, Tenaga Kerga dan Transmigrasi, Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada

Bagian Kesejahteraan Rakyal.

Subbagian Pendidikan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kebudayaan,

Parwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas menyiapkan bahan

kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas

serla pembinaan administrasi bidang pendidikan, tenaga kerja dan
transmigrasi, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Pendidikan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda

dan Olah Raga, mempunyai fungsi

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pemernntahan daerah di bidang
pendidikan, tenaga kera dan transmigrasi, kebudayaan, panwisata,
pemuda dan olah raga;

b. pelaksanaan koordinasi tugas pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi,
kebudayaan, parnwisata, pemuda dan olah raga;

c pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang
pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olah raga;

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
bidang pendidikan, fenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan, panwisata,
pemuda dan olah raga; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang dberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Datam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Pendidikan, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kebudayasn, Parwisata, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai
uraian tugas:

a.

a o

membantu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, dalam melaksanakan
tugas di bidang pendidikan, tenaga kerjg dan transmigras: kebudayaan,
pariwisata, pemuda dan olah raga;

menyiapkan rencana dan program kera Subbagian Penddikan, Tenaga
Kena dan Transmigrasi, Kebudayaan, Parwisata, Pemuda dan Olah Raga,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas,
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan lugas pelaksana;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

melaksanakan koordinasi pengumpulan dan penyajian data termasuk data
sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan dan pemberian bantuan di
bidang pendidikan, tenaga kerja dan fransmigrasi, kebudayaan, panwisata,
pemuda dan clah raga;

melaksanakan perumusan kebjjakan pemerintahan daerah di bidang
pendidikan, tenaga Kkerja dan ftransmigrasi, kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olah raga;

melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di
bidang pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan, panwisata,
pemuda dan olah ragsa:;

malaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup di bidang
pendidikan, tenaga kerja dan ftransmigrasi, kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olah rags;

melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang
pendidikan, perpustakaan umum, tenaga kera dan transmigrasi,
kebudayaan, pariwigata, pemuda dan olah raga;

melaksanakan penyiapen bahan analisa dan pengkajian serta evaluasi
terhadap kebijakan darah di bidang pendidikan, tenaga kera dan
transmigrasi, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah di bidang pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan,
pariwisata, pemuda dan olah rags;

mengelola penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Pendidikan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Ragsa,

melaksanakan koordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olah raga;

melaksanakan koordinasi penyusunan target standar pelayanan minimal
(5PM) di bidang pendidikan, tenaga kera dan transmigrasi, kebudayaan,
paniwisata, pemuda dan clah raga;

malaksanakan koreksi hasil kera pelaksana;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan
bidang pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan clah raga, dalam rangka pengambilan keputusankebijakan
daerah;

melaporkan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, setiap selesai
melaksanakan fugas/penugasan;
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5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasfkegistan
Subbagian Pendidikan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, sesuai ketentuan yang beraku; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahtaraan
Rakyat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Sosial dan Agama

Pasal 10

Subbagian Sosial dan Agama dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah
unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian
Kesajahteraan Rakyat.

Subbagian Sosial dan Agama mempunyei tugas menyiapkan bahan kebijakan
pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta
pembinaan administrasi di bidang sosial dan agama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Subbagian

Sosial dan Agama mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pemenntanan daerah di bidang sosial

dan agama,

pelaksanaan koordinasi tugas di bidang sosial dan agama;

pelaksanaan pembinaan adminisirasi bidang sosial dan agama;

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
bidang sosial dan agama: dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Sosial dan Agama mempunyai urgian

tugas:

a. membantu Kepaia Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam meiaksanakan
tugas di bidang sosial dan agama;

b. menyiapkan rencana dan program kera Subbagian Sosial dan Agama,

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

meambina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas pada
palaksana,

€. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. melaksanakan koordinasi pengumpulan dan penyajian data termasuk
sarana dan prasarana peribadatan, kegiatan keagamaan, dan organisasi
kemasyarakatan keagamaan dalam rangka pembinaan dan pemberian
bantuan di bidang sosial dan agama;

g. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembinaan terhadap kegiatan
kemasyarakatan di bidang agama,

h. melaksanakan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang sosial

dan agama;

melaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang sosial;

melaksanakan pembinaan administrasi di bidang sosial,

melaksanakan koordinasi pembinaan di bidang agama.

melaksanakan koordinasi kegiatan haji,

0o
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m. melaksanakan kocrdinasi kegiatan urusan badan amil zakat infag dan
sodagoh dan panyelenggaraan musabagah tilawatil Qur'an;

n. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan kehidupan umat beragama;

. menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang sosial dan agama;

p. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup di bidang sosial dan
agama;

q. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan deerah di bidang
sosial dan agama;

r. melaksanakan analisa dan pengkajian serta evaluasi terhadap kebijakan
darah di bidang sosial dan agama;

5. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang sosial dan agama;

t  melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Sosial dan Agama,

u. melaksanakan koordinasi penyusunan indsks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang sosial dan agama;

v. melaksanakan koordinasi penyusunan farget standar pelayanan minimal
(SPM} di bidang sosial dan agama,

w. mengoreksi hasil kena pelaksana;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian

Kesejahteraan Rakyat, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang sosial

dan agama, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan daerah;

y. melaporkan kepada Kepala Bagian Kesejahtersan Rakyat setiap selesal
malaksanakan tugas/penugasan;

z. melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Sosial dan Agama, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

?":

Bagian Keempat

Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan
dan Keluarga Berencana

Pazal 11

Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan dan Keluarga
Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat.
Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan dan Keluarga
Berencana mempunyal fugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintahan
daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinaan
administrasi bidang kesshatan, pemberdayaan masyarakal! perempuan dan
keluarga berencana,
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat! Perempuan dan Keluarga Berencana
mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesehatan,
pemberdayaan masyarakat/perempuan dan keluarga berencana;

b. pengoordinasian  pelaksanaan  fugas  kesshatan, pemberdayaan
masyarakat/perempuan dan keluarga berencana;
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c. pembinaan administrasi pemerintahan daerah di bidang kesehatan,
pamberdayaan masyarakat/perempuan dan keluarga berencana;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
bidang kesehsatan, pemberdayaan masyarakat/perempuan dan keluarga
barencana; dan

8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan

Masyarakat/Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Pemerintahan Desa dalam melaksanakan
tugas pambinaan di bidang kesehatan, pamberdayaan
masyarakat/perempuan dan keluarga berencana;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Kesehatan,
Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan dan Keluarga Berencana, sebsagai
padoman pelaksanaan tugas;

€. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas,

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
paelaksana,

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. melaksanakan koordinasi pengumpulan dan penyajian data termasuk
sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan dan pemberian bantuan di
bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan
dan keluarga berencana;

g. melaksanakan perumusan kebijgkan pemenntahan daerah di bidang
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan
keluarga berancana;

h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis di  bidang kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana;

i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup di bidang
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan
keluarga berencana;

J. melaksanakan pembinaan administrasi pemenntahan daerah bidang

kesehatan, pemberdayaan masyarakal, pemberdayaan perempuan dan
keluarga berencana;

k. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan pengkajian serta evaluasi
terhadap kebijakan darah di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana,

. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemenntah
daerah bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan
perempuan dan keluarga berencana;

m. melaksanakan penyusunan rancana dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan dan Keluarga
Berencana

n. melaksanakan koordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana,;
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0. melaksanakan koordinasi panyusunan target standar pelayanan minimal
(SPM) di bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana;

p. mengoreksi hasil kerja pelaksana,

q. membernkan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan
keluarga berencana, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan
daerah;

r. melaporkan kepada Kepala Bagian Keszejahteraan Rakyat, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan,

s. mealaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan dan
Keluarga Berencana, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Bagian Pertama
Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 12

Bagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian adalah
unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten
Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Fepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyal tugas mengelola data dan

informasi, pemberitaan mengenal kegiatan/kebijakan pemerintah daerah, sandi

dan telekomunikasi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian

Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. pengelolaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
hubungan masyarakat;

b. pengelolaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
hubungan masyarakat,

¢. pengelolaan data dan informasi, pembentaan mengenai kegiatan'kebijakan
pemernntah daerah, sandi dan telekomunikasi daerah;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang hubungan
masyarakat; dan

g&. pelaksanaan tugas lain vyang diberikan oleh Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Datam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai uraian

tugas:

a. membantu Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahieraan Rakyat,
dalam melaksanakan tugas di bidang data dan informasi, pembentaan
mengenai  kegiatan'kebijakan pemerintah daerah, sandi dan
telekomunikasi,

b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bagian Hubungan
Masyarakat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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C. membina dan memotivasi bawahan/pegawai serta memelihara kemampuan
berprestasi pegawai di Bagian Hubungan Masyarakat, dalam rangka
peningkatan produktifitas pegawai dan pengembangan karier pegawai;

d. memimpin, mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya;

€. memantau, mangendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan lugas
bawahan,

f. mengelola, mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data dan

informasi, pemberitaan mengenai kegiatan/kebiakan pemeriniah daerah,

sandi dan telekomunikasi:

mengeicla pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat,

mengeloia pengendalian terhadap operasional pengolahan data dan

informasi, pembentaan mengenai kegiatan/kebijakan pemerintah daerah,
sandi dan telekomunikasi,

i. mengelola pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan pemelharaan
jaringan internet di lingkup Sekretanat Daerah;

j.  mengelola pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan
website Sekretariat Daerah;

k. mengelola pelaksanaan hubungan kemitraan dengan kalangan pers,

I. mengelola pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkail, guna
kelancaran pelaksanaan tugas,

m. mangoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang
hubungan masyarakat,

n. mengelola penyusunan rencana, dan pelaksanaan anggaran Bagian
Hubungan Masyarakat;

0. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan kegiatan
hubungan masyarakat sandi dan telekomunikas, dalam rangka
pengambilan keputusan/strategi kebijakan daerah;

p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Asisten Administrasi Pemenntahan
dan Kesejahteraan Rakyat,

q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Hubungan Masyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sesuai tugas dan fungsinya,

= B

Bagian Kedua
Subbagian Data dan Informasi
Pasal 13

Subbagian Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah

unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bagian Hubungan Masyarakat

Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

pengumpulan dan penyajian data dan informasi menganai kegiatan/kebijakan

pemeriniah daerah sebagai bahan pemberitaan.

Untuk metaksanakan tugas sebasgaimana dimaksud pada ayat (2), subbagian

Data dan Informasi mempunyal  fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan data dan informasi mengenai kegiatan/kebijakan
pemerintah daerah sebagai bahan pembentaan,
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pelaksanaan koordinasi tugas pengumpulan data dan informasi mengenai
kegiatan/kebijakan pemerintah daerah;

pelaksanaan pengkajan dan penyajian data dan informasi mengenal
kegiatan/kebijakan pemerintah daerah sebagai bahan pemberitaan;
pamantauan dan evaluasi data dan informasi menganai kegiatan/kebijakan
pemerintah daerah sebagai bahan pemberitaan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oieh Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Data dan Informasi mempunyai uraian
tugas:

b.

o

membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, dalam melaksanakan
tugas di bidang data dan informasi;

menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Data dan Informasi,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional penyusunan
data dan informasi;

mengoreksi hasil kerja pelaksana;

mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data dan informasi sebagai
bahan pamberitaan;

menyiapkan data dan informasi kegiatan pimpinan daerah;

melaksanakan peliputan, penyajian data dan informasi hasil kegiatan
pimpinan daerah,

melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian Hubungan
Masyarakat;

melaksanakan pelayanan akses internet di lingkup Sekretariat Daerah;
melaksanakan pengkajian, pengembangan dan pemeliharaan jaringan
internet di lingkup Sekretariat Daerah;

mengelola pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan
website Sekretariat Daerah;

melaksanakan koordinasi dengan satuan kena terkait, guna kelancaran
pelaksanaan tugas,

mengoreksi dan menyempumakan konsep-konsep naskah dinas di bidang
data dan informasi,

menyiapkan penyusunan rencana, pembahasan dan peiaksanaan
anggaran Subbagian Data dan Informast;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat, yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bidang
data dan informasi, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan
daerah,

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Baglan Hubungan
Masyarakat;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Data dan Informasi, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Subbagian Pemberitaan
Pasal 14

Subbagian Pemberitaan dipimpin oleh secrang Kepala Subbagian adalah unsur
staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat.

Kepala Subbagian Pemberitean mempunyai tugas menyiapkan pemberitaan
mengenai kegiatan'kebijakan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Pemberitaan mempunyai fungsi:

a.

b.
c.

d.

pelaksanaan penyusunan dan penyiapan pemberitaan mengenai
kegiatan/kebijgkan pemerintah daerah,

pelaksanaan koordinasi tugas-tugas pamberitaan;

pelaksanaan pemantauan dan evsaluasi pelaksanaan tugas pemberitaan,
dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan ocleh Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam meiaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2], dan ayat (3), Kepala Subbagian Pemberitaan mempunyai uraian
tugas:

a.

b.

—_
"

- B s o2

e

membanrtu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, dalam melaksanakan
tugas di bidang pemberitaan;

menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Pemberitaan, sebagai
pedoman palaksanaan tugas,

membina dan memaotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

mengoreksi hasil kerja pelaksana;

melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait, guna kelancaran
pelaksanaan tugas pembentaan;

mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang
pambaritaan;

menyiapkan pemberitaan bak melalui media cetak maupun media
elektronik guna memperjelas kebijakan pemerintah daerah;

menyiapkan publikasi kegiatan pemerintah daerah di bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan,

meanyiapkan bahan guna mengklarfikasi pemberitaan pemerintah daerah,
melaksanakan koordinasi hubungan kemitraan dengan kalangan pers,

. malaksanakan pendistribusian bahan-bahan penerbitan pemberitaan;

menyiapkan rencana, pembahasan dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Pemberitaan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
pemberitaan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan daerah,

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat,
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q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Pemberitaan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Sandi dan Telekomunikasi
Pasal 15

Subbagian Sandi dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Subbagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan
sandi dan telekomunikasi pemerintah daerah.

Untuk meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Sand: dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan kegiatan di bidang sandi dan telekomunikasi;

b. pelaksanaan koordinasi tugas sandi dan telekomunikasi,

c. pelaksanaan tugas administrasi sandi dan telekomunikasi;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sand: dan telekomunikasi dan

€. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bagian Hubungan
Masyarakal, sesual dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Sandi dan Telekomunikasi
mampunyai uraian lugas:

a. membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, dalam melaksanakan
tugas di bidang sandi dan telekomunikasi;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Sandi dan
Telekomunikasi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

C. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas,
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;

2. memantau, mengendslikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f. melaksanakan koordinasi petunjuk-petunjuk tentang pengamanan
informasiberita sandi dan telekomunikasi;

g. melaksanakan tata usaha sandi dan telekomunikasi;

h. mengamankan informasiberita sandi dan telekomunikasi serta berita-berita
lainnya;

i. memeiihara dan mengamankan alat-alal sandi dan telekomunikasi;

j. melaksanakan pengelolaan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka
pelayanan dan pengamanan sandi dan telekomunikasi,

k. melaksanakan koordinasi jaringan komunikasi;
|. mengoreksi hasil kerja pelaksana,

m. menyiapkan rencana, pembahasan dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Sandi dan Telekomunikasi;
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n. membenkan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat, yang berkaitan dengan kegiatan sandi dan
telekomunikasi, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan daarah,

0. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat;

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Sandi dan Telekomunikasi sesual ketentuan yang berlaku: dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAE VI
BAGIAN HUKUM

Bagian Pertama
Bagian Hukum

Pasal 16

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian adalah unsur staf yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Hukum mempunyal tugas mengelola penyusunan dan pengkajian

peraturan perundang-undangan daerah, pemberian bantuan hukum, informasi

dan dokumentas: produk hukum daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Bagian

Hukum mempunyai fungsi:

a. penyusunan Kebijakan pemarintah daerah di bidang hukum;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas saftuan kerja perangkat dasrah di
bidang hukum;

¢. pengkajian dan pembinaan terhadap pelaksanaan bidang peraturan
perundang-undangan daergh, pemberian bantuan hukum, informasi dan
dokumentasi produk hukum daerah;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemaerintah daarah

bidang peraturan perundang-undangan daerah, pemberian bantuan hukum,
informasi dan dokumentasi produk hukum daerah; dan

e pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bagian Hukum mempunyai uraian tugas:

2. meambantu Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kessjahteraan Rakyat,
dalarm melaksanakan tugas di bidang hukum;

b. mengelcia penyusunan rencana dan program kerja Bagan Hukum,
sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

c. memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanzan fugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya,

d. membina dan memctivasi pelaksanafpegawal  serta memelihara
kemampuan berprestasi pegawal di Bagian Hukum dalam rangka
peningkatan produkiifitas kena dan mengembangkan karier pagawai,

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;
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mengelola pelaksanaan koordinasi perumusan Peraturan  Daerah,

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta produk-produk hukum daerah

lainnya;

g. mengelola penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraturan
perundang-undangan daerah, bantuan hukum, dokumen hukum dan
penyuluhan hukum;

h. mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan
daerah dan penyiapan bahan rancangan Peraturan Daerah,

. mengelola pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan tertip hukum di daerah;

j. menghimpun bahan peraturan perundang-undangan, mempublikasikan,
mensosialisasikan produk hukum daerah dan dokumentasi hukum seria
pelaksanaan sistem jaringan, dokumentasi dan informasi hukum,

k. mengelola penyiapan bahan dan bantuan hukum kepada aparatur
pamerintah daerah dan desa atas permasalahan hukum yang timbul dalam
pelaksanaan tugas bak di dalam maupun diluar pengadilan;

| mengelola penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada Desa
Sadar Hukum dan Keluarga Sadar Hukum;

m. mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang
peraturan perundang-undangan daerah, bantuan hukum, dokumentasi
hukum dan penyuluhan hukum,

n. melaksanakan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan fugas di
bidang hukum;

o. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang berkaitan dengan bidang
hukum, sebagal bahan pengambilan keputusan/strategis kebijakan
pemerintah daerah;

p. melaporkan kepada Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan
Rakyat, seliap selesa melaksanakan tugas/penugasan,

g. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Hukum, sesuai ketentuan yang beriaku; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kessjahteraan Rakyat, sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Perundang-undangan

Pasal 17

Subbagian Perundang-undangan dipimpin oleh seocrang Kepala Subbagian

adalah unsur staf yang bersda di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bagian Hukum.

Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan pengkajian

dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah i bidang peraturan perundang-

undangan.

Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2], Subbagian

Perundang-undangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
peraturan perundang-undangan daeran;

b, pelaksanaan koordinasi tugas di bidang peraturan perundang-undangan
daerah;

c. pengkajian dan pembinaan terhadap pelaksanaan produk hukum daerah,
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d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebljakan pemerintah daerah
bidang peraturan perundang-undangan daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada avat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Perundang-undangan mempunyai

uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Hukum, dalam melaksanakan tugas di bidang
peraturan perundang-undangan daerah,

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Perundang-undangan,
sabagal pedoman pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksana,

d. membina dan memotivasi pada pelaksana dalam pelaksanaan fugas,
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. menylapkan bahan-bahan kajan dalam rangka penyusunan rancangan
peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan,

g. menyiapkan pelaksanzan pengumpulan dan  penelaahan peraturan
perundang-undangan daerah yang berhubungan dengan tugas-tugas
pemerintah daerah;

h. melaksanakan penyusunan produk hukum daerah dan naskah perjanjian
kerja sama,

i.  mangoreksi hasil kerja pelaksana;

|. menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Perundang-
undangan;

k. memberikan saran bahan perimbangan kepada Kepala Bagian Hukum,
yang berkaitan dengan kegiatan bidang peraturan perundang-undangan
dasrah, dalam rangka pengambilan keputusan/strategi kebijakan
pemerintah daerah;

I.  melaporkan kepada Kepala Bagian Hukum setiap selesal melaksanakan
tugas/penugasan;

m. menyiapakan evaluasi dean pelaporan  pelaksanaan  tugas/kegiatan
Subbagian Perundang-undangan, sesuaiketentuan yang berlaku; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum, sesuai
dengan lugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Bantuan Hukum

Pasal 18

Subbagian Bantuan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah

unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bagian Hukum

Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penanganan

paermasalahan hukum pemerinlah daerah dan desa, memberikan pelayanan

bantuan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan desa serta pembinaan

terhadap desa dan keluarga sadar hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Bantuan Hukum mempunyai fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang bantuan
hukum;

b. pelaksanaan keordinasi di bidang bantuan hukum,
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pelaksanaan bantuan hukum bagi aparatur pemerintah dan desa;

d. pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang bantuan hukum;
dan

e, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Bantuan Hukum mempunyai uraian

tugas:

4. membantu Kepala Bagian Hukum. dalam melaksanakan tugas di bidang

bantuan hukum;

b. menyiapkan rencana dan program kera Subbagian Bantuan Hukum,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

¢. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
peiaksana;

d. membina dan memaotivasi para pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

€. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menila pelaksanaan
ugas pelaksana;

f.  menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan dalam penanganan
permasalahan hukum;

g. menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan dan peiayanan bantuan
hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

h. menyiapkan pelaksanaan pembingan desa dan keluarga sadar hukum,

I.  menyiapkan pelaksanaan koordinasi RANHAM;

j.  melaksanakan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

k. mengoreksi hasil kerna pelaksana;

I

menyiapkan rencana, pembahasan dan pelaksanaan anggaran
Subbagian Bantuan Hukum;

m. membernkan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Hukum, yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum, dalam rangka
pengambilan keputusan/strategi kebijakan pemernintah daerah;

n. melaporkan kepada Kepala Bagian Hukum, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

0. menyiapkan evaluasi dan pefaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Bantuan Hukum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

p. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum,
sesual dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga
Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum

Pasal 19

Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum dipimpin oleh secrang Kepala
Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Hukum.

Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan
pelaksanaan penyebaran informasi hukurmn, mempublikasikan,
mensosialisasikan produk hukum daerah, menerbitkan dan pendokumentasian
Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Informasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi:
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penyiapan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
informasi dan dokumentasi hukum:

pelaksanaan koordinasi tugas di bidang mnformasi dan dokumentasi
hukum:;

pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, dan penyimpanan bidang
informasi dan dokumentasi hukum,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang informasi dan
dokumentasi hukum, dan

pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh Kepala Bagian Hukum, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum
mempunyat uraian tugas:

B.

membantu Kepala Bagian Hukum, dalam melsksanakan tugas di bidang
informasi dan dokumantasi hukum;

menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Informasi dan
Dokumentasi Hukum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

membina dan mamolivasi para pelaksana dalam pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan fugas kepada
pelaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilal pelaksanaan
tugas pelaksana

menyiapkan bahan dan melaksanakan pempublikasian, sosialisasi, dan
pendokumentasian produk hukum daerah;

menyiapkan pelaksanaan kodifikasi produk hukum daerah dan peraturan
desa serta menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

menyiapkan pelaksanaan penyebaran produk hukum daerah, lembaran
daerah dan berita dasrah;

menyiapkan bahan pelakssnsan sistem janngan dokumentasi dan
informasi hukum,

melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian Hukum;
mengoreksi hasil kerja pelaksana,

menyiapkan rencansa, pembahasan dan pelaksanaan anggaran
Subbagian Dokumentasi dan Informasi;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Baagian
Hukum, yang berkaitan dengan bidang informasi dan dokumentasi hukum,
dalam rangks pengambilan keputusan/sirategi kebijakan pemernntah
dasarah,

melaporkan kepada Kepala Bagian Hukum, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan
Subbagian Informasi dan Dckumentasi Hukum, sesuai ketentuan yang
beriaku. dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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BAB Vil

ASISTEN ADMINISTRAS| PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN

Pasal 20

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan adalah unsur pembantu

dipimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Daerah

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas

menyusun kebjjakan pemerintah deerah dan pengoordinasian serta pembinaan

administrasi satuan kerja perangkat daerah di bidang adminisirasi

perakonomian dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten

Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a, penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi
perekonomian dan pembangunan;

b, pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah di
bidang administrasi perekonomian dan pembangunan;

€. pembingan administrasi pemerntah daerah lingkup administrasi
perekonomian dan pembangunan;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemernntah daerah
bidang administrasi perekonomian dan pembangunan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretans Daerah, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3). Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

mempunyai uraian tugas:

a. menyusun kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan
pembangunan,

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi perekonomian
dan pembangunan,

c. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja lingkup Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan, sebagal pedoman pelaksanaan tugas:

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada para Kepala Bagian, dalam
rangka pelaksanaan tugas di lingkup perekonomian dan peambangunan;

& memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh
kegiatan pelaksanaan tugas di ingkup perekonomian dan pembangunan;

f. membina dan memotivasi pegawai serta memelihara kinerja pegawai di
lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dalam rangka
peningkatan produktifitas kena dan mengembangkan karier pegawai;

g mengevaluasi pelaksanaan tugas-ugas di lingkup Asisten Administrasi
Ferekonomian dan Pembangunan untuk mengetahui sampai sejauh mana
kesesuaian dengan program dan langkah-langkah kerja yang ditentukan;

h. mengoordinasikan rencana anggaran satuan kerja di lingkup Asisten
Administrasi Parekonomian dan Pembangunan;

i. mengoreksl dan menyempurmakan konsep-konsep naskah dinas yang
menjadi kewenangannya;

i mengoordinasikan kegialan Bagian-bagian yang ada dalam lingkup Asisten
Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;

k. mengoordinasikan penyusunan program pembinaan pembangunan daerah,
pembangunan antar daerah dan antar sektor,
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|l  merumuskan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan
idang perekonomian, pambangunan dan sumber daya alam;

m. mengoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di
bidang perekenomian, pembangunan dan sumber daya alam;

n. mengoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang
perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam;

0. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris Daerah,
yvang berkaitan dengan kegiatan bidang pemaerintahan dan kesejahteraan
rakyat, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan daerah;

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah;

q memantau dan mengavaluasi panyalenggaraan administrasi perekonomian
dan pembangunan; dan

r. melaksanakan tugas lain, yang diberikan ocleh Sekretans Daerah, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX

BAGIAN PEMBANGUNAN
Bagian Pertama
Bagian Pembangunan

Pasal 21

Bagian Pembangunan dipimpin cleh seorang Kepala Bagian adalah unsur staf

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi

Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Pembangunan mempunyal tugas mengelola bahan kebgakan

pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta

pembinaan administrasi satuan kerja perangkat daerah di bidang adminstrasi

pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pengelolaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
administrasi pembangunan,

b. pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
administrasi pembangunan,

¢ pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang perencanaan
pembangunan, penelitian, pengembangan, statistk, perhubungan
komunikasi, informatika dan pekeraan umum;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
bidang adminisirasi pembangunan, dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bagian Pembangunan mempunyai uraian tugas:

a. membantu Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, dalam
melaksanakaan tugas di bidang administrasi pembangunan;

b. mengelcla rencana dan program kerja Bagian Pembangunan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

c. membina dan memotivasi pelaksana/pegawal  serta memelihara
kemampuan berprestasi pegawai, dalam rangka peningkatan produktifitas
pegawai dan pengembangan karier pegawai,
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memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

mengoreksi dan menyempumakan konsep-konsap naskah dinas Bagian
Pembangunan;

melaksanakan fungsi sebagai anggota Tim Anggaran Eksekutif

menganalisis data untuk bahan usulan pelaksanaan program
pembangunan yang dibiayai APBD dan sumber lainnya;

mengumpulkan dan mengolah bahan laporan dan Perangkat Daerah,
sebagai bahan pemantauan dan evaluasi di bidang administrasi
pembangunan;

memantau dan membina pelaksanaan pengadaan barangfasa di lingkup
pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah,
melaksanakan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan lugas,

mengelola penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis bidang
perencanaan pembangunan, peneltian, pengembangan, statistik,
perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum;

mengelola penyusunan kebijakan dan program dalam rangka pembinaan
dan peningkatan sarana dan prasarana bidang perencanaan
pembangunan, penelitian, pengembangan, statistik, perhubungan,
komunikasi, informatika dan pekerfaan umum,

mengelocla pengumpulan data, koordinasi dan program tahunan
pembangunan dasrah;

mengelola pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang di
biayai APBD dan dana pembangunan lainnys;

mengelcla pengumpulan bahan dan  kelengkapan  administrasi
pembangunan dar Pemerintah dan bantuan lainnys;

mengeicla hasil analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan;

mengeiola penyusunan petunjuk teknis pengelolaan APED,
mengeloia penyusunan rencana anggaran Bagian Pembangunan;
mengevaluasi hasil kerja para Subbagian, sesuai program kerja;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan, yang berkaitan dengan kegiatan
pembangunan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan daerah;

melaporkan kepada  Asisten  Administrasi  Perekonomian  dan
Pembangunan, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Pembangunan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua

Subbagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian,
Pengembangan dan Statistik

Pasal 22

Subbagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan, dan

Statistik dipimpin oleh seocrang Kepala Subbagian adalah unsur staf yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada HKepala Bagian

FPembangunan.

Subbagian Perencanaan Pembangunan, Peneltian, Pengembangan, dan

Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintahan daerah

dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinaan administrasi satuan

kena perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian,
pengembangan, dan stafistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Statistik

mempunyai fungsi:

a8, penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perencanaan
pembangunan, penelitan, pengembangan, dan statistik;

b. pelsksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
perencanaan pembangunan, penalitian, pengembangan, dan statistik;

c. pelaksanaan pembingan administrasi pemernntahan daerah bidang
perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan statistik;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di
bidang perencanaan pembangunan, penelitan, pengembangan, dan
statistik; dan

e. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Perencanaan Pembangunan,

Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Pembangunan, dalam melaksanakan tugas di
bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan
statistik.

b. menyiapkan rencana dan program kena Subbagian Perencanaan
Pambangunan, Penalitian, Pengembangan, dan Statistik. sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

membina dan memaotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas,

d. mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanasn tugas pada
pelaksana;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilal pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. melaksanakan pengumpulan data bidang perencanaan pembangunan,
penelitian, pengembangan dan statistik;

g. melaksanakan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah bidang
perencanaan pembangunan, penelitian, pengambangan dan statistik:

h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang perancanaan
pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik,

i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan fugas bidang perencanaan
pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik;

j. melaksanakan pembinaan administrasi pemenntahan daerah bidang
perencanaan pembangunan, penelitian, pengesmbangan dan statistik;

£
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k. menyiapkan pelaksanaan pembinaan pengadaan barangljasa terhadap
pelaksanaan keglatan pada satuan kerja perangkat daerah;

. menyiapkan penyusunan data alokasi kegiatan di masing-masing satuan
kerja,

m. menyiapkan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Anggaran Belanja
Daerah,

n. melaksanaskan analisa dan pengkajian serta evaluasi terhadap kebijakan
darah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan
dan statistik:

0. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan
statistik;

p. meiaksanakan penyusunan rencana, pembahasan dan pelaksanaan
anggaran Subbagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian,
Fangembangan dan Statistik

. mengoreksi hasil kerja palaksana:

r. menyiapkan rencana anggaran Subbagian Perencanaan Pembangunan,
Penelitian, Pengembangan, dan Statistik;

5. memberkan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Pambangunan, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang perencanaan
pembangunan, penelitian, pengembangan, dan statistik, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan daerah,

t. melaporkan kepada Kepala Bagian Pembangunan, sefiap selesai
malaksanakan tugas/penugasan;

u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lugas/kegiatan
subbagian Perencanesan Pembangunan, Peneliian, Pengembangan, dan
Statistik, sesual ketentuan yang berlaku; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberkan oleh Kepala Bagian
Pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya,

EBagian Ketiga
Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 23

Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh secrang

Kepala Subbagian adalah unsur siaf yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bagian Fembangunan;

Subbagian Perhubungan, Komunikas: dan [Informatika mempunyai tugas

menyiapkan bahan kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan

pelaksanaan fugas serta pembinaan administrasi satuan kerja peranghkat

daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Parhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijjakan pemenntahan daerah di bidang perhubungan,
komunikasi dan informatiks;

b. pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika;

c. pembinaan administrasi pemerintahan daerah di bidang perhubungan,
komunikas: dan informatika;

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pamerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
dan
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pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan,
sesual dengan tugas dan fungsinya,

Datam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2}, dan ayat (3), Kepala Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika mempunyai uraian tugas:

d.

b‘l

Q.

W,

membantu Kepala Bagian Pembangunan, dalam melaksanakaan tugas
bidang perhubungan, kemunikasi dan informatika,

menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memben petunjuk  pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana,

mengelola pengumpulan data sebagai bahan kebijakan pemerintahan
daerah di bidang parhubungan, kemunikasi dan informatika;

melaksanakan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika;

melaksanakan koordinasi pelaksansan tugas di lingkup bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika;

melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika;

menyiapkan bahan koordinasi untuk kegiatan Badan Koordinasi Lalu Lintas
(Bakorantas) dalam rangka antisipasi permasalahan lalu lintas;

manyiapkan pelaksanaan koordinasi pengendalian trayek angkutan
bersama tim dan unsur kerja terkait;

mengelcla rapat pembahasan dengan instansi terkait dalam rangka
pemberian rekomendasi di bidang penerbitan trayek baru untuk angkutan
Limum;

. menyiapkan pembentiukan tim bakorlantas/pelayanan pengamanan

pengendalian lalu lintas angkutan Lebaran, Matal dan Tahun Baru dan hari
besar lainnya;

melaksanakan koordinasi dengan satuan kena terkait guna melakukan
peninjavan ke lokasi rawan kecalakaan atau kemacetan lalu lintas;

melaksanakan analisa dan pengkajian serta evaluasi terhadap kebijakan
darah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika,

melaksanakan pemaniavan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintahanan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan
informatika,

mengelola penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

melaksanakan koordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang perhubungan, komunikasi dan informasika;

melaksanakan koordinasi penyusunan target standar pelayanan minimal
(SPM) di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

mengoreksi hasil kena pelaksana;

memberikan saran dan bahan pertimbangen kepada Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan, yang berkaitan dengan kegiatan bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan pemerintahan daerah;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Pembangunan,
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w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, sesual ketentuan
yang berlaku; dan

¥. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Bagian Keampat
Subbagian Pekerjaan Umum

Pasal 24

Subbagian Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah
unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jswab kepada Kepala
Bagian Pembangunan.

Subbaglan Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyiapkan kebijakan

pemenntanan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta

pembinaan administrasi satuan kerja perangkat daerah bidang pekerjaan
urmum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Subbagian

Fekerjaan Umum mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
pekerjaan umum;

b. pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
pekerjaan umum,;

c. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang
kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan ketataruangan;

d. pelsksanaan pemantavan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintahan daerah bidang kebinamargaan, pengairan,
keciptakaryaan dan ketataruangan; dan

e. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan,
sasual dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayst (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Pekerjiaan Umum mempunyai uraian

tugas:

a membantu Kepala Bagian Pembangunan, dalam melaksanakan lugas
bidang kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan ketataruangan,

b. menyiapkan rencana dan program kera Subbagian Pekerjaan Umum,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

¢. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. mengelola pengumpulan data bidang kebinamargaan, pengairan,
keciptakaryaan dan ketataruangan;

g melaksanakan perumusan kebijakan pemearintahan daerah bidang
kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan ketataruangan,

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup bidang
kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan ketataruangan,

i. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang
kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan ketataruangan,
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. melaksanakan analisa dan pengkajisn serta evaluasi terhadap kebijakan
darah di bidang kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan
ketataruangan:

k. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Kebijakan pamerintahan
daerah bidang kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan
ketataruangan;

. menyapkan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Fekerjaan Umum;

m. menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan ternadap kegiatan-kegiatan fisik
pembangunan yang telah saelasai (100%) dan yang akan diserah terimakan;

n. melaksanakan koordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang pekerjaan umum,

a. melaksanakan koordinasi penyusunan farget standar pelayanan minimal
(SPM) di bidang pekerjaan umum;

p. mengoreksi hasil kerja pelaksana,

Q. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Pembangunan, yang berkaitan dengan kegiatan adminisirasi pekerjaan
umum, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan pemenntahan
daerah;

. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Pembangunan;

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Pekerjaan Umum, sasuai ketentuan yang berlaku; dan

t. melaksanakan fugas lain yang dibenkan oleh Kepala Bagian
Pembangunan, sesual dengan tugas dan fungsinya.

BAB X
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
Bagian Pertama
Bagian Sumber Daya Alam

Pazal 25

Bagian Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bagian adalah unsur
staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Sumber Daya Alam mempunyal tugas mengelola bahan Kebjakan

pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sera

pembinaan administrasi bidang sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian

Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

a  penyusunan kebijakan pemeriniah daerah di bidang sumber daya alam;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah di
bidang sumber daya alam;

c. pembinaan administrasi pemerintah daerah bidang pertanian, perkebunan,
peternakan dan kehutanan, kelawtan dan penkanan, lingkungan hidup
pertambangan dan energi,

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
bidang sumber daya alam; dan

e pelaksanaan tfugas lain yang diberkan oleh Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya,
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(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2], dan ayat (3), Kepala Bagian Sumber Daya Alam mempunyai uraian

tugas:

d,

membantu Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, dalam
melaksanakaan tugas di bidang sumber daya alam;

mengelola rencana dan program kerja Bagian Sumber Daya Alam, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi pelaksana/pegawai serta memelihara
kemampuan berprestasi pegawai di Bagian Sumber Daya Alam, dalam
rangka peningkatan produktifitas pegawal dan pengembangan karier
pegawal,

memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

mengelola pengumpulan data di bidang sumber daya alam, ketahanan
pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

mengoordinasikan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program
bersubsidi, gerakan rehabilitasi [ahan kritis dan program pembantuan;

melaksanakan penyusunan kebijgkan pemerintahan daerah di bidang
sumber daya alam, ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian,
parikanan dan kehutanan;

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang sumber daya alam,
ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, penkanan dan kehutanan;

melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah di bidang
sumber daya alam, keiahanan pangan dan penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan;

melaksanakan analisa dan pengkajian serta evaluasi terhadap kebijakan
darah di bidang sumber daya alam, ketahanan pangan dan penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan;

melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemarintah
daerah di bidang sumber daye alam, ketahanan pangan dan penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan,

. mengelola penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Bagian

Sumber Daya Alam;
mengevaluasi hasil kerja para Subbagian, sesuai program kerja;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan, yang berkaitan dengan kegiatan
administrasi sumber daya alam, dalam rangka pengambrlan
keputusan/kebijakan pamerintahan daerah;

melaporkan  kepada  Asisten  Administrasi Perekonomian  dan
Pembangunan, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan,

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Sumber Daya Alam, sesual ketentuan yang berlaku; dan

mealaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua
Subbagian Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan

Pasal 26

Subbagian Pertanian, Perkebunan, Petemakan, dan Kehutanan dipimpin oleh
secrang Kepala Subbagian adalah unsur staf yang langsung berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam.

Subbagian Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan mempunyal

tugas menyapkan bahan kebijakan pemerintahan daerah dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas serla pembinaan administrasi satuan
kerja perangkat daerah bidang pertanian, perkebunan, petermnakan, dan
kehutanan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Subbagian

Pertanian, Perkebunan, Petermakan, dan Kehutanan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pemenntah daerah di bidang pertanian,
perkebunan, peternakan, dan kehutanan;

b. pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
pertanian, perkebunan, petemakan, dan kehutanan;

Cc. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintah daerah bidang pertanian,
perkebunan, petemakan, dan kehutanan;

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintahan daerah bidang peranian, perkebunan, peternakan, dan
kehutanan; dan

e. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Sumber Daya
Alam, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian FPeranian, Perkebunan, Petemakan

dan Kehutanan mempunyai uraian fugas;

a. membantu Kepala Bagian Sumber Daya Alam, dalam melaksanakan
tugas di bidang pertanian, perkebunan, petarnakan dan kehutanan,

b. menyiapkan rencana dan program kena Subbagian Pertanian, Perkebunan,
Peternakan dan Kehutanan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas,

d. mendistnbusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

. mamantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. melaksanakan pengumpulan data di bidang perianian, perkebunan,
peternakan, kehutanan, dan ketahanan pangan;

g. melaksanakan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan ketahanan pangan,

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup di bidang pertanian,
perkebunan, peternakan, kehutanan, dan ketahanan pangan;

i. melaksanakan pembinaan administrasi pemenntahan daerah di bidang
pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan ketahanan pangan,

j. melaksanakan analisa dan pengkajian serta evaluasi lterhadap kebijakan
darah di bidang peranian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan
ketahanan pangan,

k. menyiapkan bahan rancangan produk hukum di bidang pertanian,
perkebunan, peternakan, kehutanan, dan ketahanan pangan;
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l. me[al:sanlakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan dan
ketahanan pangan,

m. menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Pertaman,
Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;

n. melaksanakan koordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat {IKM)
di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan,

a. melaksanakan koordinasi penyusunan target standar pelayanan minimal
{SPM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;

p. mengoreksi hasil kerja pelaksana;

g. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Sumber Daya Alam, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pertanian,
perkebunan, peternakan, kehutanan, dan ketahanan pangan dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan pemerintahan daerah;

r. melaporkan kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam, setiap selesai
melaksanakan fugas/penugasan,

5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Pertanian, Perkebunan, Petemakan. dan Kehutanan, sesuai
ketentuan yang berlaku; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Sumber Daya
Alam, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Kelautan dan Perikanan

Pasal 27

Subbagian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bagian Sumber Daya Alam;

Subbagian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan

kebijakan pemeriniahan daerah dan mengoordinasikan pelaksansan tugas

serta pembinaan administrasi satuan kerja perangkat daerah bidang kelautan

dan perikanan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemersintah daerah di bidang kelautan dan
penkanan;

b. pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
kelautan dan perikanan;

¢c. pelaksanasn pembinaan adminisirasi pemerintah daerah bidang kelautan
dan perikanan;

d. pelaksanaen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang kelautan dan perikanan, dan

e pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Sumber Daya
Alam, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam metaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Kelautan dan Perikanan mempunyai

uraian tugas:

a. membaniu Kepala Bagian Sumber Daya Alam, dalam melaksanakaan
tugas bidang kelautan dan perikanan;

b. menyiapkan rencana dan  program kerja Subbagian Kelautan dan
Perikanan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas pada
palaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

melaksanakan pangumpulan data bidang kelautan dan perikanan;
melaksanakan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah bidang
kelautan dan penkanan;

melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis bidang kelautan dan perikanan,

melaksanakan koordnasi pelaksansan tugas di bidang kelautan dan
perikanan;

melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang
kelautan dan perikanan;

melaksanakan fasilitasirapat koordinasi dengan satuan kera terkat
terhadap permasalahan yang muncul berkenaan dengan bidang kelautan
dan perikanan;

menyiapkan penyusunan target standar pelayanan minimal bidang kelautan
dan perikanan;

manyiapkan penyusunan (Indsk Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang
kelautan dan perikanan,

melaksanakan analisa dan pengkajian serta evaluasi terhadap kebijakan
darah di bidang kelautan dan perikanan;

melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah di bidang kelautan dan perikanan,

menyiapkan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Kelautan dan Perikanan,

malaksanakan koordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang kelautan dan perikanan;

melaksanakan koordinasi penyusunan target standar pelayanan minimal
{SPM) di bidang kelautan dan perikanan’

mengoreksi hasil kerja pelaksana,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Sumber Daya Alam, vang berkaitan dengan kegiatan administrasi bidang
kelautan dan perikanan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebiakan
pemarintahan daerah;

melaporkan kepads Kepala Bagian Sumber Daya Alam, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Kelautan dan Perikanan, sesuai ketenfuan yang berlaku, dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Sumber Daya
Alam, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Baglan Keempat
Subbagian Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi

Paszal 28

Subbagian Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam.
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Subbagian Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas
menyiapkan bahan kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan
pelaksansan tugas serta pembinaan administrasi satuan kerja perangkat
daerah bidang lingkungan hidup, pertambangan, dan energl.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Lingkungan Hidup. Pertambangan dan Enargi mempunyai fungsi

b.

G

d

penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang lingkungan
hidup, pertambangan, dan enefgi,

pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
lingkungan hidup, partambangan dan enargi;

pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintah daerah bidang lingkungan
hidup, pertambangan dan energi;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang lingkungan hidup, pertambangan dan energi; dan
pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Sumber Daya
Alam, sesual dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Lingkungan Hidup, Pertambangan dan
Energl, mempunyai uraian tugas:

b.

membantu Kepala Bagian Sumber Daya Alam, dalam melaksanakan
tugas bidang lingkungan hidup, pertambangan dan energi:

menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Lingkungan Hidup,
Pertambangan dan Energi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

memantau, mengendalikan, mengavaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

melaksanakan koordinasi pengumpulan dan penyajian data termasuk
sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan bidang lingkungan hidup,
pertambangan dan enangi;

melaksanakan penyusunan kebijakan pemerintah daerah bidang
lingkungan hidup, pertambangan dan energi;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup,
pertambangan dan enargi;

malaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup di bidang
lingkungan hidup, pertambangan dan energi;

melaksanakan fasilitasirapat koordinas! dengan satuan kKerja terkait
terhadap permasalahan yang muncul berkenaan dengan bidang ingkungan
hidup. pertambangan dan energi;

menyigpkan bahan dalam rangka rapat koordinasi dengan dinas instansi
terkait untuk kegiatan kelestarian lingkungan hidup dan penambangan
galian golongan C,

melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah di bidang
lingkungan hidup, pertambangan dan energ.

melaksanakan analisa dan pengkajian serta evaluasi terhadap kebijakan
darah di bidang lingkungan hidup, pertambangan dan energi,
melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemenntah
daerah di bidang lingkungan hidup, pertambangan dan anergi,
melaksanakan kcordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang lingkungan hidup, pernambangan dan energi;
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p. melaksanakan koordinasi penyusunan target standar pelayanan minimal
(SPM) di bidang lingkungan hidup, pertambangan dan energ;;

q. mengoreksi hasil kerja pelaksana,

r. menyiapkan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Lingkungan Hidup, Partambangan dan Energi;

s. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Sumber Daya Alam, yang berkaltan dengan kegiatan administrasi di
bidang lingkungan hidup, pertambangan dan energi, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan pemerintahan daerah;

t melaporkan kepada Kepala Bagian Sumber Days Alam, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan,

u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Lingkungan Hidup, Pertambangan Dan Energi, sesuai ketentuan
yang beraku, dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Sumber Daya
Alam, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB X
BAGIAN PEREKONOMIAN
Bagian Pertama
Bagian Perekonomian

Fasal 29

Bagian Perekonomian dipimpin cleh seorang Kepala Bagian adalah unsur staf
yang berada dibawah dan berfanggung jawab kepada Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Perekonomian mempunyal tugas mengelola bahan kebijakan

pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan fugas serta

pembinaan administrasi bidang perekonomian daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bagian Perekonomian

mepunyai fungsi

a. pengelolaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di dang
perakonomian;

b. pengelolaan pelaksanaan keordinasi tugas satuan Kerja perangkat daerah
di bidang perakonomian;

¢ pengelolaan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang
koperasi, UMKM, penanaman modal, penndustrian, perdagangan,
pendapatan dan badan usaha daerah

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah

bidang koperasi, UMKM, penanaman modal, penndustrian, perdagangan,
pendapatan dan badan usaha daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Adminisirasi
Perekonomian dan Pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bagian Perekonomian mempunyai uraian tugas:

a. membantu Asisten Adminisitrasi Perekonomian dan Pembangunan, dalam
melaksanakan tugas di bidang perekonomiamn;

b. menyusun rencana dan program kerja Bagian Perekonomian, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,
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membina dan memaotivasi pegawai serta memelihara secara terus menerus
kemampuan berprestasi pegawai dalam rangka peningkatan produktifitas
pegawai dan pengembangan karier pegawai;

memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
Kepala Subbagian dan pelaksana;

mengelola pengumpulan data bidang koperasi, UMKM, penanaman modal,
perindustrian, perdagangan, pendapatan dan badan usaha daerah;

menyusun kebijakan pemerintahan daerah bidang koperasi, UMEKM,
penanaman modal, perindustrian, perdagangan, pendapatan dan badan
usaha daerah;

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang koperas:;, UMEKM,
penanaman modal, penndustnan, perdagangan, pendapatan dan badan
usaha daerah;,

melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang
koperasi, UMKM, penanaman modal, perindustrian, perdagangan,
pendapatan dan badan usaha daerah;

mengelola pembinaan dan memberi motivasi pada Perusahaan Daerah
Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian farget dan peningkatan
kinarja;

mengelola koordinasi dengan instansi  terkait berkenaan dengan
pelaksanaan program penanganan masslah untuk mencari solusi vang
terkait dengan bidang koperagi UMKM dan penanaman modal
penndustnan, perdagangan dan pendapatan, serta badan usaha daerah;

mengelola pembinaan terhadap para sarjana pendamping kredit program
bantuan dan dakabalarea;

mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas;
mengevaluasi hasil kerja para Kepala Subbagian, sesuai program kerja;

melaksanakan analisis dan pengkajian serta fasilitasi terhadap kebijakan
darah di bidang koperasi, UMKM, penanaman medal, perindustrian,
perdagangan, pendapatan dan badan usaha daerah;

melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah bidang koperasi, UMEKM, penanaman modal, pernndustnan,
perdagangan, pendapatan dan badan usaha daerah,;

mengelola penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Bagian
Perekonomian,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Perekonomian
dan Pembangunan, yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi
bidang pereskonomian. dalam rangka pengambilan/keputusan kebijakan
pemerintahan daerah;

melaporkan  kepada  Asisten  Administrasi  Perekonomian  dan
Pembangunan, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Perekonomian, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua

Subbagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah
dan Penanaman Modal

Pazal 30

Subbagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanaman Modal
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berada di
bawah dan berianggung jawab kepada Kepala Bagian Perekanomian.

Subbagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Penanaman Modal

mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintahan daerah dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinaan administrasi satuan
kena perangkat daerah bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan
penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanaman Modal, mempunyai

fungs::

g. pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
koperasl, usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman modal,

b, pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman modal,

c. peiaksanaan pembinaan administrasi pemerintah daerah bidang koperasi,
usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman modal,

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pamerintahan daerah bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan
penanaman modal; dan

e. melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Bagan
Perekonomian, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,

Manengah dan Penanaman Modal mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Perekonomian, dalam melaksanakan tugas
bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman modal;

b. menyiapkan rencana dan program kera Subbagian Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil, Menengah dan Penanaman Modal, sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. melaksanakan pengumpulan data bidang koperasi, usaha mikro, kecil
menengah dan penanaman modal;

g. menyusun kebijakan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha mikro,
kecil, menengah dan penanaman modal,

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha mikro,
kecil, menengah dan penanaman modal;

I. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintah daerah di bidang
koperasi. usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman madal;

j. melaksanakan fasiltasifrapal koordinasi dengan satuan kerja terkait serta
mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul berkenaan dengan
bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman modal,

A
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meneliti dan pengesahan proposal ajuan kredit program bantuan;

melaksanakan penyiapan pembinaan sarana pendamping dalam rangka
pengoptimalisasian pemberdayaan kelompok usaha mikro, kecil, menangah
dan koperasi;

melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM) dan koperasi penerima kredit program bantuan;

melakukan asistensi penyusunan APBD, dalam hal penambahan
penyertaan modal kredit program bantuan,

melaksanakan penelitian dan pengesahan proposal ajuan kredit program
bantuan;,

melaksanakan inventarisasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang
bergerak di bidang industri, perdagangan, jasa, pertanian, peternakan,
perkebunan, koperasi dan perikanan;

mengoordinasikan dalam pelaksanaan pekan promosi (pameran) guna
meningkatkan pemasaran produk lokal;

melaksanakan koordinasi dalam rangks menarik investor baik asing
maupun lokal untuk menanamkan investasi diberbagai sektor yang
memiliki peluang bisnis yang besar,

malaksanakan analisis dan pengkajian serta fasilitasi terhadap kebijakan
darah di bidang koperasi, usaha mikra, kecil, menengah dan penanaman
modal,

melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman
modal,

menyiapkan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanaman Modal;

melaksanakan koordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang koperasi, usaha mikrg, kecil, menengah dan penanaman modal;

melaksanakan koordinasi penyusunan target standar pelayanan minimal
(SPM) di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman
modal;

meangoreksi hasil kerja pelaksana;

menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanaman Modal,

memberikan saran dan bahan perimbangan kepada Kepala Bagian
Perekonomian, yang berkeitan dengan kegiatan administrasi bidang
koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman modal, dalam
rangka pengambilan keputusanikebijakan pemenntan daerah;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Perekonomian,
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasfkegiatan
Subbagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecl, Menengah dan Penanaman
Modal, sesual ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan ftugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perekonomian, sesual dengan fugas dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Subbagian Perindustrian, Perdagangan, dan Pendapatan

Pasal 31

Subbagian Perindustrian, Perdagangan, dan Pendapatan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian.

Subbagian Perindustnian, Perdagangan, dan Pendapatan mempunyai tugas

menyiapkan bahan kebijakan pemerintehan daerah dan mengoordinasikan

pelaksanaan lugas serta pembinaan administrasi satuan kerja perangkat
daerah bidang perindustrian, perdagangan, dan pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Subbagian

Perindustrian, Perdagangan, dan Pendapatan, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di  bidang
perndustnian, perdagangan, dan pendapatan;

b. pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
perindustnan, perdagangan, dan pendapatan,

c. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang
perindustrian, perdagangan, dan pendapatan;

d. pelasksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerntahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, dan pendapatan;
dan

e. melaksanakan tugas lain vyang dibenkan oleh Kepala Bagian
Perekonomian, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayal (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Perindustrian, Perdagangan, dan

Pendapatan, mempunyai uraian tugas:

a membantu Kepala Bagian Perekonomian, dalam melaksanakan tugas
bidang perindustrian, perdagangan dan pendapatan,

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Penndustrian,
Perdagangan dan Pendapatan, sabagai pedoman pelaksanaan tugas,

¢. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
palaksana;

& mamantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan meanilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f  melaksanakan pengumpulan data dan pembinaan di bidang perindustriamn,
perdagangan dan pendapatan,

g. melaksanakan penyusunan kebijakan pemenntahan daerab di bidang
perindustrian, perdagangan dan pendapatan,

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian,
perdagangan dan pendapatan;

i. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan pandapatan,

}. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah di bidang
perindustrian, perdagangan dan pendapatan;

k. meilaksanakan fasilitasirapat koordinasi dengan dinas instansi terkait
terhadap permasalahan yang muncul berkenaan dengan bidang
perindustrian, perdagangan dan pendapatan;

|. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dalam rangka promos! Kabupaten Cirebon
di tingkat nasional,
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melaksanakan koordinasi dengan insiansi terkait dalam rangka penetapan
lokasi reklame di wilayah Kabupaten Cirebon;

melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka penyusunan bahan
pertimbangan dalam pembuatan rekomendasi;

melaksanakan koordinasi pemantauan harga-harga sembilan bahan pokok
(sembako) di pasar yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon;
melaksanakan penealiian dan pengesahan proposal ajuan kredit program
penunjang dakabalarea;

melaksanaken pembinaan sarjana pendamping dalam  rangka
pengoptimalisasian pemberdayaan kelompok usaha mikro, kecil dan
menengah;

melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM) penerima kredit program penunjang dakabalarea;
melakukan asistensi penyusunan APBD, dalam hal penambahan
penyertaan modal kredit program penunjang dakabalarea;

melaksanakan analisis dan pengkajian serta fasilitasi terhadap kebiakan
darah di bidang perindustrian, perdagangan dan pendapatan,
melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan pendapatan;
melaksanakan koordinasi panyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang perindustrian, perdagangan dan pendapatan

melaksanakan koordinasi penyusunan target standar pelayanan minimal
{SPM) di bidang perindustnan, perdagangan dan pendapatan

mengoreksi hasil kerja pelakzana;

melaksanakan penyusunan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan
anggaran Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Pendapatan,
memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Perekonomian, yang berkaitan dengan kegiatan administrasi di bidang
Perindustrian, Perdagangan dan Pendapatan, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan pemerintah daerah;

melaporkan kepada Kepala Bagian Perekonomian, setap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

. melaksanakan evaluasi dan pelaporan peisksanaan tugas/kegiatan

Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Pendapatan, sesuai ketentuan
yang beraku, dan .

melaksanakan tugas lasin yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perekonomian, sesuai dengan fugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Badan Usaha Daerah

Pasal 32

Subbagian Badan Usaha Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Perekonomian.

Subbagian Badan Usaha Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan
kebijakan pemeriniahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta
pembinaan administrasi satuan kerja perangkat daerah bidang badan usaha
daarah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Badan Usaha Daerah mampunyal fungsi:
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pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang badan
usaha daerah;

pelaksanaan koordinasi tugas di bidang badan usaha daerah;

pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintah daerah bidang badan
usaha daerah;

pelaksanaan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang badan usaha daerah; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Badan Usaha Daerah mempunyai

uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Perekonomian, dalam mealaksanakan tugas di
bidang badan usaha daerah;

b. menyiapkan rencana dan program kera Subbagian Badan Usaha Daerah,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas,

d. mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan fugas pada
pelaksana;

e memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. mengelola pengumpulan data dan pembinaan di bidang badan usaha
daerah;

g. melaksanakan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang badan
usaha daerah,

h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang badan usaha daerah;

i, melaksanakan koordinasi pelaksanaan ftugas di bidang badan usaha
daerah,

|. melaksanakan pembinaan administras: pemerintahan daerah bidang badan
usaha daerah,

k. melaksanakan fasilitasirapat koordinasi dengan dinas instansi terkait
terhadap permasalahan yang muncul berkenaan dengan bidang badan
usaha daerah;

.  menyiapkan bahan serta menyusun petunjuk teknis/kebijakan Bupati yang
berkaitan dengan badan usaha daerah;

m. melaksanakan fasilitasi pelatihan bagi Dewan Pengawas Perusahaan
Daerah,

n. melaksanakan pembahasan dengan panitia anggaran Kabupaten Cirebon
dalam rangks penyertaan modal bagi perusahaan daerah;

0. melaksanakan penetapan masing-masing nominal penyertaan modal yang
akan disalurkan kepada perusahaan daerah;

p. melaksanakan penyelesaian permasalahan yang timbul pada perusahaan
daerah,

g melaksanakan fasilitas dalam rangka penerbitan Keputusan Bupati Cirebon,
dalam rangka penetapan posisifjabatan Direktur Perusahaan Daerah;

r. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan darn Bupati Cirebon,
yang dalam hal ini sebagai pemilik perusahaan deerah dengan para Dewan
Pengawas;

s. melaksanakan analisa dan pengkajian serta fasilitasi terhadap kebijakan

darah di bidang badan usaha daerah,

melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang badan usaha daerah;
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u. meiaksanakan koordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang badan usaha daerah;

v. melaksanakan koordinasi penyusunan target standar pelayanan minimal
{(SPM} di bidang badan usaha daerah;

w. mengoreksi hasil kena pelaksana;

melaksanakan penyusunan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan

anggaran Subbagian Badan Usaha Daerah;

y. memberkan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Perekonomian, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Badan Usaha
Daerah, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

z. melaporkan kepada Kepala Bagian Perekonomian, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

aa. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Badan Usaha Daerah, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perekonomian, sesual dengan fugas dan fungsinya.

=

BAB Xl
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Pasal 33

Asisten Administrasi Umum adalah unsur staf yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas menyusun kebijakan pemersintah

daerah dan mengoordinasikan serta pembinaan administrasi satuan kerja

perangkat daerah di bidang aministrasi umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten

Administrasi Umum mempunyai fungsi;

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi umum;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat dasrah di
bidang keuangan, perlengkapan, ketatausahaan dan rumah tangga
Sekretanat Daerah , dan organisasi dan tata kerja;

c. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah bidang keuangan,
perlengkapan, ketatausahaan dan rumah tangga Sekretariat Daerah , dan
organisasi dan tata kena;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
lingkup administrasi umum; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Sekretaris Daerah, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayal (3), Asisten Administrasi Umum mempunyai uraian tugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Sekretans Daerah, dalam bidang
administrasi umum, yang meliputi umum, keuangan, perlengkapan,
organisasi dan fata kesja;

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja lingkup
Asgisten Administrasi Umum dan Sekretarigt Daerah;

¢ mendistnbusikan dan memben petunjuk kepada para Kepala Bagian, dalam
rangka pelaksanaan tugas di lingkup Asisten Administras Umum;

d. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan seluruh
kegiatan pelaksanaan tugas di kngkup Asisten Administrasi Umum;
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membina, memotvasi pegawai dan memelihara kemampuan berprestasi
pegawai di lingkup Asisten Administrasi Umum dalam rangka peningkatan
produktifitas kerja dan mengembangkan karier pegawai;

mengevaluasi pelaksanaan fugas-tugas di lingkup Asisten Administrasi
Umum untuk mengetahui sampai sejauh mana kesesuaian dengan program
dan langkah-langkah kerja yang ditentukan;

mengkoordinasikan rencana anggaran kegiatan bagian-bagian di lingkup
administrasi umum;

mengoreks: dan menyempumakan konsep-konsep naskah dinas vang
menjadi kewenangannya;

mempelajari dan menganalisis rancangan peraturan daerah (raperda),
peraturan bupati, keputusan bupati dan produk-produk lainnya yang
diajukan oieh bagian-bagian di lingkup administrasi umum;
mengoordinasikan kegiatan bagian-bagian yang ada dalam lingkup
administrasi umum;

mengoordinasikan penyusunan program anggaran dan pengeiolaan
administrasi keuangan;

menyusun kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan lingkup
Administrasi Umum;

. mangoordinasikan penyusunan program kebutuhan perbekalan dan

perlengkapan serta membina administrasi perlengkapan dan kekayaan
daerah:

menyelenggarakan urusan umum, rumah tangga, tata usaha dan kearsipan
serta organisasi dan tata kerja;

mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan
kelembagaan, pembinaan arganisasi dan tatalaksana serta pendayagunaan
aparatur,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris Daerah,
yang berkaitan dengan kegiatan bidang administrasi umum, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan pemerintahan daerah;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretans Daerah;
memantau dan mengevaluasi penysienggaraan administrasi umum; dan
melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris Daerah, sesuai

dengan fugas dan fungsinya.
BAB XVI

BAGIAN UMUM

Bagian Pertama
Bagian Umum

Pasal 34

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian adalah unsur staf yang
berada di bawah dan bertanggung jewab kepada Kepala Asisten Administrasi
Umum.

Bagian Umum mempunyai tugas mengelola urusan ketatausahaan dan
protokol, keuangan dan rumah tangga Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian
Umum mempunyai fungsi:

a pengelolaan administrasi sekretariat daerah di bidang ketatausahaan,

protokol, keuangan dan rumah tangga,
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pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi meliputi ketatausahaan
dan protokol, keuangan dan rumah tangga;

pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Sekretariat Daerah:

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas ketatausahaan, rumah
tangga, keuangan Sekretanat Daerah; dan

pelaksanaan tugas lein yang dibenkan oleh Asisten Administrasi Umum,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bagian Umum mempunyai uraian tugas:

a.
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membantu Asisten Administrasi Umum, dalam melaksanakan tugas di
bidang tata usaha, protokol, rumah tangos. dan keuangan Sekretariat
Daerah;

menyusun rencana dan program kerja Bagian Umum, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi pelaksana/pegawal  serta memelihara
kemampuan berprestasi pegawai di Bagian Umum dalam rangka
peningkatan produktifitas pegawai dan pengembangan karier pegawai;

memimpin, mendistribusikan, dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

mengelcla  urusan  administrasi  ketatausahaan,  keprotokolan,
kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah,

mengelcia urusan Ketatausahaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
mengelola pembinaan kearsipan Sekretariat Daerah;
mengelola urusan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah,;

mengelola pengembangan budaya kena aparatur di lingkup Sekretariat
Daarah,

mengelola urusan penatausahaan keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah;

mengelola urusan perbekalan Sekretariat Daerah;

. mengelola urusan pelayanan tamu daerah;

mangoreks: hasil kerja bawahan,

mengevaluasi hasil kerja para Kepala Subbagian, sesuai program kerja,
melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lain,
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

mengelola perencanaan dan program Sekretariat daesrah;

mangelola penyusunan rencana, peambahasan, dan pelaksanaan anggaran
Bagian Umum;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Umum, yang berkaitan dengan kegiatan Bagian umum, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan pemerintahan daarah:

melaporkan kepada Asisten Administrasi, sefiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fugasfkegiatan Bagian
Umum, sesuai ketentuan yang beraku; dan

malaksanakan fugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum,
sesuai dengan fugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha dan Protokol

Pasal 35

Subbagian Tata Usaha dan Protokol dipimpin oleh secrang Kepala Subbagian
adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawsb kepada
Kepala Bagian Umum.

Subbagian Tata Usaha dan Protokol mempunyal tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan yang melipuli tata usaha pimpinan, kepegawaian dan protokol,
perencanaan dan program Sekretanat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Tata Usaha dan Protokol mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perancanaan kebutuhan Sekretariat Daerah di bidang tata
usaha dan keprotokolan;

pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, dan keprotokolan;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang tata usaha dan
keprotokolan; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan cleh Kepala Bagian Umum, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Tata Usaha dan Protokol mempunyai
uraian tugas:

4. membaniu Kepala Bagian Umum, dalam melaksanakan tugas di bidang
tata usaha, kepegawaian, dan keprotokolan;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Tata Usaha dan
Protokol, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

C. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas,
mendistnbusikan dan memben petunjuk pelaksanaan fugas pada bawahan,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanasn tugas
bawahan;

f. melaksanakan admiristras| ketatausahaan Sekretarlat Daerah meliputi
surat menyurat, pengagendaan, penggandaan, ekspedisi dan kearsipan,

g. melaksanakan tugas tata usaha Bagian Umum;
h. melaksanakan urusan tala usaha Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dasrah;

i. menyiapkan akomodasi, makan, minum dan kelengkapan acara yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah;

j. melaksanakan kocordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lain dan
konsultasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

k. menyusun acara dan mengurus administrasi perjalanan dinas pejabat
Pemerintah Daerah dan pejabat negara,

. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;

m. melaksanakan pengembangan budaya kerja aparatur di lingkup Sekretariat
Daerah;

melaksanakan urusan pelayanan tamu daerah;
0. mengoreksi hasil kerja pelaksana;
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p. menyiapkan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Tata Usaha dan Protokol:

Q. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Umum,
yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan dan keprotokolan, dalam
rangka pengambilan keputusan/kebijakan pemerintahan daerah;

r. melaporkan kepada Kepala Bagian Umum, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan,

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Tata Usaha dan Protokol, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Rumah Tangga

Pasal 36

Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah
unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Umum,

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah
tangga Kepala Daerah/\Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Subbagian
Rumah Tangga mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencansan kebutuhan rumah tangga BupatiWakil Bupati
dan Sekretans Daerah;

b. pelaksanaan tugas kerumah tanggaan Kepala Daerah/\akil Kepala Daerah
dan Sekretaris Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang tumah tangga; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum, sesuai
dengan tugas dan fungsinya,

Calam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayst (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Rumah Tangga mempunya: uraian

tugas:

a. membantu Kepala Bagian Umum, dalam melaksanakan tugas di bidang
rumah tangga,

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Rumah Tangga,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

C. membina dan memotivasi bawahan, dalam pelaksanaan tugas,

d. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

2. memantau, mengendaiikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. melaksanakan urusan penyediaan, penyimpanan, distribusi alat tulis
keperiuan Sekretaris Daerah;

g. melaksanakan urusan penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan barang-
barang untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,

h. mengurus keperiuan, penggunaan dan pemeliharaan rumah dinas Kepala
Daerah/VWakil Kepala Daarah serta Sekretaris Daeran;
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. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan penggunaan ruangan rapat
lingkup Sekretariat Daerah;

j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas Kepala
Dasrah/Wakil Kepala Daerah/Sekretariat Daerah;

k. menyediakan akomodasi tamu-tamu pemerintah daerah;

I, melaksanakan urusan pengamanan dan pemeliharaan kebersihan lingkup
Sekretariat Daerah;

m. mengoreksi hasil kerja pelaksana,
n. menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Rumah
Tangga,

0. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Umum,
vang berkaitan dengan kegiatan adminisirasi di bidang kerumah tanggaan,
dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan pemerintah daerah;

p. melaporkan kepada Kepala Bagian Umum, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan tugas/kegiatan
Subbagian Rumah Tangga, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah

Pasal 37

Subbagian Keuangan Sekretarial Daerah dipimpin oleh seocrang Kepala
Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepaia Bagian Umum

Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan
urusan penatausahaan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
serta Sekretariat Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Keuangan Szskretariat Daerah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan kebutunan keuangan Kepala Daerah dan VWakil
Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretarial Daerah,

c. pelaksanaan tugas administrasi dan penatausahaan keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3). Kepala Subbagian Keuangan Sekretaniat Daerah

mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Umum, dalam melaksanakan tugas di bidang
penatatausahaan keuangan,

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Keuangan Sekretariat
Daerah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
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mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;

meamantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

f. menyiapkan penyusunan anggaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah serta Sekretaris Daerah;

g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan anggaran Sekretarial Daerah:

h. melaksanakan urusan penatausahaan keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah;

i. menyapkan laporan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
serta Sekretanat Daerah;

I menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara dan bendahara
pembantu di lingkup Sekretariat daerah;

k. membina bendahara dan bendahara pembantu, sesuai ketentuan yang
berlaku,

I.  mengoreksi hasil kerja pelaksana;
m. menyiapkan rencana anggaran Subbagian Keuangan Sekretariatl Daerah:

u. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Umum,
yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan penatausahaan keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah, dalam
rangka pengambilan keputusankebijakan;

v. melaporkan kepada Kepala Bagian Umum, setiap selesal melaksanakan
tugas/penugasan,

w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah, sesual ketentuan yang berlaku;
dan

¥. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIV
BAGIAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Bagian Keuangan

Pasal 38

Bagian Keuangan dipimpin cleh seorang Kepala Bagian adalah unsur staf yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Adminstrasi Umum

Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola dan mengoordinasikan

penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, pelaksanaan

APBD, dan perlanggungjawaban pelaksanaan APBD serta pembinaan

administrasi keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagan

Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan pamerintan daerah di bidang keuangan,

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkal dserah di
bidang keuangan;

c. pelaksanaan dan pembinaan terhadap satuan kerja perangkat daerah
bidang anggaran, perbendaharaan dan pembukuan dan verifikasi;

d. pemantauan dan evaluassi pelaksanaan kebijakan pemernintah daerah
bidang anggaran, perbendaharaan, dan pembukuan dan verifikasi; dan
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umumn,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

b.

membantu  Asisten Administrasi Umum, dalam melaksanakan tugas di
bidang keuangan

menyusun rencana dan program kerja Bagian Keuangan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

membina dan memotivasi pelaksana/pegawai  serta memelihara
kemampuan berprestasi pegawai di Bagian Keuangan, dalam rangka
peningkatan produktifitas pegawai dan pengembangan karier pegawai;
memimpin, mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana,

mengumpulkan bahan dan melaksanakan penyusunan, perubahan,
pelsksanaan dan perfanggungjawaban pelaksanasan APBD,

mengelola penatausahaan keuangan daerah,
menganalisa dan evaluasi pelaksanaan APBD;

melaksanakan koordinasi dengan satuan kera perangkat daerah dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang keuangan,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Umum, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang keuangan daerah, dalam
rangka pengambilan keputusan/kebijakan pemerintah daerah;

melaporkan kepada Asisten Administrasi Umum, ssatiap selesai
melaksanakan lugas/penugasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas'kegiatan Bagian
keuangan. sesuai ketentuan yang berlaku, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum,,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Anggaran

Pasal 39

Subbagian Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur
staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagan
Keuangan.

Subbagian Anggaran mempunyal tugas menyiapkan bahan penyusunan
rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Anggaran mempunyai fungsi .

a
b.

iC.

penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang anggaran;
pelaksanaan koordinasi kegiatan satuan kerja perangkat daerah di bidang
anggaran;

pelaksanaan dan pembinaan administrasi bidang anggaran;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang anggaran; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagien Keuangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Dalam melsksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Anggaran mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Baglan Keuangan, dalam melaksanakan lugas di
bidang anggaran,

b. menyapkan rencana dan program kerja Subbagian Anggaran, sebagai
padoman pelaksanaan tugas;

c. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas:

d. mendistribusikan dan memberd petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana,

f.  menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah,

g. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyusunan APBD;

h. menyiapkan bahan daiam rangka koordinasi penyusunan perubahan
APBD;

i.  menyusun rencana alokasi pendapatan dan belanja daerah;

| menyiapkan konsep Surat Penyediaan Dana (SPD);

k. mengoreksi hasil kera pelaksana;

| menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbaglan Anggaran,

m. melaksanakan analisis dan pengkajian terhadap kebijakan darah di bidang
anggaran,

n. memberkan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Keuangan, vang berkaitan dengan kegiatan bidang anggaran, dalam
rangka pengambilan keputusan/kebijakan pemerintah daerah;

0. melaporkan kepada HKepala Bagan Keuangan, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasikegiatan Sub
Bagian Anggaran, sesuai ketentuan yang beriaku; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Perbendaharaan

Pasal 40

Subbagian Perbendaharaan dipimpin oleh secrang Kepala Subbagian adalah
unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Keuangan.

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan
penatausahaan keuangan di bidang perbendaharaan daerah

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Subbagian Perbendaharaan mempunyail fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perbendaharaan;

b. pelaksanaan koordinasi tugas dengan satuan kerja perangkatl daerah di
bidang perbendaharaan;

. pelsksanaan dan pembinasn penatausahaan keuangan daerah bidang
perbendaharaan,

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang perbendaharaan; dan
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melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana cimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Perbendaharaan mempunyai uraian

tugas:

a. membantu Kepala Bagian Keuangan, dalam melaksanakan tugas di
bidang perbendaharaan;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Perbendaharaan,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

€. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan ftugas pada
pelaksana.

a. memantau, mengandalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f  melaksanakan penelitan/pengujian semua tagihan, Surat Perintah
Membayar (SPM} dengan berdasarkan syarat wetmatigheid dan
doelmatigheid serta menerbitkan Surat Parintah Pencairan Dana (SP2D)
atas dasar Surat Penyediaan Dana (SPD);

g. menylapkan banan panyusunan konsep alokasi anggaran kas;

h. melaksanakan pengendalian/pengawasan terhadap penyediaan Kredit
Anggaran;

i. menyiapkan bahan laporan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian dan sumber dana lainnya;

j. membina bendahara'bendahara pembantu, sesual dengan peraturan
perundang-undangan;

k. menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan pemberhentian
pembayaran (SKPP) gaji pegawai

. menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Daerah;

m. melaksanakan kelatausahaan dan rumah tangga Bagian Keuangan,

n. mengoreksi hasil kera pelaksana,

0. menyiapkan rencana dan  pelaksanaan anggaran  Subbagian
Perbandaharaan,

p. melaksanakan analisis dan pengkajian terhadap kebijakan darah di bidang
perbendaharaan:

gq. memberkan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Keuangan, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang perbendaharaan,
dalam rangka pengambilan keputusan/kebjakan pamerintah daarah;

r. melaporkan kepada Kepala Bagian Keuangan, setiap selesai
melaksanakan tugas/panugasan;

5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Perbendaharaan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

t melaksanakan tugas |ain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Pembukuan dan Verifikasi

Pasal 41

Subbagian Pembukuan dan Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Keuangan.
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Subbagian Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan
pembukuan secara sistematis dan kronclogis dan menyiapkan bahan
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Pembukuan dan Verifikasi mempunyai fungsi

a.

g,

penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembukuan dan
verifikasi;

pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
pembukuan dan verifikasi;

pelaksanaan dan pembinaan administrasi keuangan daerah bidang
pembukuan dan verifikasi;

pelaksanaan pemantasuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang pembukuan dan verifikasi; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bagian Keuangan,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
aysat (2), dan ayat {3), Kepala Subbagian Pembukuan dan Verifikasi mempunyai
uraian tugas.

.

b.

membantu Kepala Bagian Keuangan, dalam melaksanakan tugas di bidang
pembukuan dan verifikasi;

menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Pembukuan dan
Verifikasi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membina dan memativasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana,

mamantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

melaksanakan pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai
realisasi penerimaan/pengeluaran anggaran;

melaksanakan pembukuan yang sifatnya administratf,  berupa
perhitungan/pemindahan bukuan/perubahan dengan bentuk pemindah
bukuan/pembukuan administratif,

menyiapkan bahan penyusunan laporan secara berkala balk semesteran
maupun tahunan mengenai pelaksanaan APED,

menyiapkan bahan pemberian peringatan atau teguran Kepada pimpinan
unit keria, dan bendahara atas keterlambatan pengirman laporan
pertanggungjawaban fungsional bulanan:

memberikan saran dan perimbangan dalam pelaksanaan penyelesaian
masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

menyusun laporan keuangan daerah dan mempersiapkan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APED,

mengoreksi hasil kerja pelaksana;

menyiapkan rencana dsn pelaksanaan anggaran Subbagian Pembukuan
dan Verifikasi;

melaksanakan analisis dan pengkajian terhadap kebijakan darah di bidang
pembukuan dan verifikasi;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian

Keuangan, yang berkaitan dengan kegiatan pembukuan dan verifikasi,
dalam rangka pengambilan keputusan/kebiakan pemerintah daerah;
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melaporkan kepsda Kepala Bagian Keuangan, setiap selesa
metaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Pembukuan dan Verifikasi, sesuai ketentuan yang berlaku: dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bagian Keuangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XV
BAGIAN PERLENGKAPAN
Bagian Pertama
Bagian Perlengkapan

Pasal 42

Bagian Periengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian adalah unsur staf
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi
Umum.

Bagian Perlengkapan mempunyal tugas mengelola barang dan kekayaan
daerah.

Untuk melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian
Perlengkapan mempunyai fungsi.

d

a

penyusunan kebi@akan pemenntah daerah di bidang sadminsitrasi barang
dan kekayaan daerah,

pengoordinasian pelakzanaan tugas satuan kerja perangkat daerah di
bidang barang dan kekayaan daerah;

peiaksanaan dan pembinaan administrasi barang dan kekayaan daerah;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di
bidang barang dan kekayaan daerah, dan

palaksanaan tugas lan yang diberkan oleh Asisten Administrasi Limum,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3). Kepala Bagian Perlengkapan mempunyai uraian fugas:

b.

membartu Asisten Adminisirasi Umum, dalam melaksanakan fugas di
bidang barang dan kdkayaan daerah;

menyusun rencana dan program kerja Bagian Perlengkapan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

mambina dan memctivasi pelaksana/pegawal serta memelihara secara
terus menerus kemampuan berprestas: pegawal, dalam rangka
peningkatan produklifiias pegawai dan pengembangan kaner pegawal,

meamimpin, mendistribusi dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada
para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan lugas
bawahan,

mengkoordinasikan pelaksanaan kegistan di bidang perlengkapan dan
kekayaan daerah;

mengelola data dan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan
perbakalam,

mengelola penyusunan dan pencatatan data aset dasrah dan perbekalan
yang masih ada;
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I mengelcla penyusunan data pengadaan perlengkapan dan kekayaan
daerah;

j. mengelcla penyimpanan dan pemeliharaan data pengadaan perlengkapan
dan kekayaan daerah;

k. mengelcla penyimpanan dan pemeliharaan perlengkapan aset-aset milik
daerah;

mengelola penataan dan penyusunan daftar asel milik daerah;
memantau dan mengawasi daftar asat milik daerah;

mengelola dan mendistribusikan aset milik daerah;

mengelola pencatatan usulan kebutuhan barang milik daerah;
meangelala penyusunan daftar barang yang telah didistribusikan,

mengelola administrasi perlengkapan, inventarisasi dan pemanfaatan aset
milik daerah;

r. mengelola penghapusan dan pemindah tanganan aset/barang milik daerah,

s. melaksanakan analisis dan pengkajian terhadap kebijakan darah di bidang
pengelolaan asat/barang milik daerah;

2 % 2 2 3

t mengelola penyusunan rencana, dan pelaksanaan anggaran Bagian
Perlengkapan;

mengelola dan mengendalikan perlengkapan dan aset milik daerah;

v, memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Umum, yang berkaitan dengan kegiatan administrasi di bidang pengelolaan
kekayaan daerah, dalam rangka pengambilan keputusanikebijakan
pemenntahan daerah;

w. melaporkan kepada Asisten Administrasi Umum, sefiap selesai
melaksanakan fugas/penugasan;

x mangelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Perengkapan, sesuai ketentuan yang berlaku;

y. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Asisten Adminisirasi Umum,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan

Pasal 43

Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan dipimpin cleh seorang Kepala
Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Perlengkapan.

Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan
dan melaksanakan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan jasa
Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagan
Analisis Kebutuhan dan Pengadaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bedang analisis kebutuhan
dan pengadaan barang,

b. pelaksanaan koordinasi tugas di bidang analisis kebutuhan dan pengadaan
barang;

c. pelaksanaan tugas bidang analisis kebutuhan dan pengadaan barang;
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pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan analisis kebutuhan
dan pengadaan barang; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Perlengkapan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan
mempunyai uraian tugas:

b.

membantu Kepala Bagian Perlengkapan dalam melaksanakan tugas di
tidang analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan jasa;

menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Analisis Kebutuhan dan
Pengadaan, sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilal pelaksanaan tugas
pelaksana;

mengumpulkan dan menyusun standar harga barang,

melaksanakan pengumpulan dan penyusunan rencana kebutuhan barang
lingkup Sekretariat Dasrah;

menyusun rencana tahunan barang daerah;
melaksanakan pengadaan barang dan jasa keperluan Sekretariat Daerah;

melakzanakan pengumpulan dan penyusunan semua hasil pengadaan
barang dan jasa lingkup pemerintah daerah;

menyampaikan dan penyajian data kebutuhan dan pengadaan barang yang
akan dilaksanakan /direalisir pengadaannysa;

menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Bagian Keuangan mengenai
ketersediaan anggaran bagi kebutuhen dan pengadaan materdil atau
dengan unit kerna lain untuk kepentingan penganalisaan kebutuhan
perlengkapan;

mengoreksi hasil Kerja pelaksana;

melaksanakan koordinasi dengan subbagian lain dalam lingkup Bagian
Perlengkapan;

menylapkan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Analisis Kebutuhan dan Pengadaan,

mamberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Perlengkapan yang berkaitan dengan kegiatan analisis kebutuhan dan
pengadaan barang dan  jasa, dalam rangka pengambiian
keputusan/kebijakan pemerintahan daerah;

melaporkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadasan Barang/Jasa, sesuai
ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perlengkapan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Subbagian Distribusi, Pemeliharaan Dan Pengamanan Aset

Pasal 44

Subbagian Distribusi, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian adalsh unsur staf yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perlengkapan.

Subbagian Distribusi, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset, mempunyai tugas
melaksanakan pengadministrasian, distribusi, pemeliharaan dan pengamanan
aset milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Distribusi, Permeliharaan dan Pengamanan Aset mempunyai fungsi:

a8 penyusunan kebijakan pemerintah daersh di  bidang distribus,
pemeliharaan dan pengamanan aset;

b. pelsksanaan koordinasi tugas distribusi, pemeliharaan dan pengamanan

aset;

pelaksanaan tugas distribusi, pemeliharaan dan pangamanan aset;

d pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksansan  kebijakan
pemerintah daerah bidang distribusi, pemeliharaan dan pengamanan aset;
dan

e. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Perlengkapan,
sesuai dengan fugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayalt (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Distribusi, Pemeliharaan dan

Fengamanan Aset mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Periengkapan dalam melaksanakan tugas di
bidang distribusi, pemeliharaan dan pengamanan aset milik daerah;

b. menyiapkan rencana dan program kerfa Subbagian Distribusi,

Pemelkharaan dan Pengamanan Aset Milik Daerah, sebagai pedoman

pelaksanaan tugas,

mambina dan memaotivasi pelaksana dalam melaksanakan tugas;

d. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

e memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilal pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. melaksanakan pengumpulan dan pengcolahan data di bidang distribusi dan
pengamanan aset milik daerah;

g. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan kebutuhan pemeliharaan
barang milik daerah;,

h. melaksanakan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian
barang milik daerah dalam lingkup sekretariat daerah;

i. melaksanakan pendistribusian, pemelharaan dan pengamanan aset milik
daerah,

j. melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga di Bagian Perlengkapan;

k. menyusun rencana anggaran di Subbagian Distrbusgi, Pemeliharaan dan
Pengamanan Aset,

I. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain dalam lingkup Bagian
Perslengkapan;

m. memberikan saran dan bahan pertiimbangan kepada Kepala Bagian
Perlengkapan, yang berkaitan dengan kegiatan dibidang distnbusi,

n
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pemeliharaan dan pengamanan aset milik daerah, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan pemerintahan daerah;

melaporkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan, setiap selesal
melaksanakan tugas/penugasan,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Distribusi, Pemefharaan dan Pengamanan Aset, sesuai
ketentuan yang berlaku,; dan

melaksanakan tugas lain yang diberkan cleh Kepala Bagian Periengkapan,
sesual gengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset

Pasal 45

Subbagian Inventarisas: dan Pemanfaatan Aset dipimpin oleh seorang Kepala
Subbaglan adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Perengkapan.

Subbagian Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas menyiapkan
pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan aset milik daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Inventansasi dan Pemanfaatan Aset mempunyai fungsi.

b.

2,

penyusunan kebijakan pemerntah daerah di bidang inventarisasi dan
pemanfaatan aset;

pelaksanaan koordinasi tugas inventansasi dan pemanfaatan aset;

pelaksanaan tugas dan pembinaan administrasi inventarisasi dan
pemanfaatan aset milik pemerintah daerah;

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanzan kebijakan
pemerintah daerah bidang inventarisasi dan pemanfaatan aset; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Perlengkapan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayal (2),
Kepala Subbagian Inventarisasi dan Pemanfaatan Asel mempunyal uraian

tugas |

a. membantu Kepala Bagian Perlengkapan dalam melaksanakan tugas
dibidang inventarisasi dan pemanfaatan aset milik dasrah;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Inventarisasi dan
Pemanfaatan Aset, sebagai pelaksanaan tugas,

c. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan lugas,

d mendistribusikan dan memben petunuk peiaksanaan fugas pada
pelaksana,

e memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f menyiapkan data dan mengolah barang milik daerah;

g.  melaksanakan inventansasi data barang milik dasrah;

h. melaksanakan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah;

melaksanakan pangawasan asat milik daerah,

melaksanakan pengumpulan dan pengelahan data usul penghapusan dan
pemindah tanganan aset/barang milik daerah;
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k. melaksanakan penghapusan dan pemindahianganan aset/barang milik
daerah;

I melaksanakan koordinasi dengan satuan kera perangkat daerah terkait,
dalam rangka kegiatan inventarisasi aset milik daerah:

m. melaksanakan revaluasi dan sensus barang milik daerah, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,

n. melaksanakan fasilitasi tuntutan ganti rugi mengenai aset’barang milik
daerah sesual keteniuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

0. menyiapkan penyusunan Buku Inventarie dan Buku Induk Inventaris
beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah;

p. melaksanakan aplikasi Sistem Informasi Mangemen Barang Daerah
(SIMBADA),

g. mengoreks: hasil kerja pelaksana,

r.  menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Inventarisasi
dan Pemanfaatan Asel,

s. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Perlengkapan, yang berkaitan dengan kegiatan administrasi di bidang
inventarisasi dan pemanfaatan aset, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan pemerintah daerah,

t. melaporkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan, setiap selesai
melaksanakan {ugas/penugasan,

u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Inventarisasi dan Pemanfaatan Asel, sesuai ketentuan yang
berlaku; dan

v. melaksanakan tugas Iain vyang diberikan oleh Kepala Bagian
Perlengkapan, sesusi dengan tugas dan fungsinya

BAB XVI
BAGIAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Bagian Organisasi

Pasal 46
Bagian Organisasi dipimpin oleh secrang Kepala Bagian adalah unsur staf yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Organisasi mempunyai tugas mengelola penyusunan kebijakan
pemerintah dasrah dan pengoordinasian dan pembinaan administrasi satuan
kerja perangkat daerah meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan
pendayagunaan aparatur daarah,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Organisasi mempunyai fungsi

a  penyusunan kebijakan pemerintah dserah di bidang organisasi;

k. pengelolaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
organisasi;

c. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;

d. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan
pemerintah deerah bidang organisasi, dan
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g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Asisten Administrasi Umum,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Uniuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2). dan ayat (3). Kepala Bagian Organisasi mempunyai uraian tugas:

a. membantu Asisten Administasi Umum, dalam menjalankan tugas di
bidang crganisasi;

b. menyusun rencana dan program kerja Bagian Organisasi, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

¢.  memimpin, mendistribugikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesusi bidang tugasnya;

d. membina dan memotivasi pelsksana/pegawai serta memelihara
kemampuan berprestasi pegawai di Bagian Organisasi, dalam rangka
peningkatan produkbfitas kerja dan mengembangkan karier pegawai;

e memantauy, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan
fugas pelaksana;

f  mengelola pengumpulan dan pengolahan data Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

g mengelola penyiapan data sebagai bahan pembinaan dan penataan
kelembagaan;

h. mengelola penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan analisa
dan formasi jabatan;

i mengkoordinasikan pelaksanaan analisa dan formasi jabatan;

i- mengealola pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kena, metode kerja,
prosedur kerja dan tugas-tugas ketatalaksanaan lainnya;

k. menyusun rancangan persturan perundang-undangan of  bidang
kelembagaan, ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur daerah;

. mengelola bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pambinaan
sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan dokumeniasi
keorganisasian,

m. mengelola pembinaan aparatur pemernintah daerah;

gq. mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang
kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pendayagunaan aparatur daerah;,

r. mengelola rencana dan pelaksanaan anggaran Bagian Organisasi,

8. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Umum, yang berkaitan dengan penataan kelembagaan dan fata laksana
serta pendayagunaan aparatur daerah, dalam rangka pengambilan
keputusan/strategi kebijakan pemerintahan daerah;

t. melaporkan kepada Asisten Administrasi Umum, seliap selesa
melaksanakan {ugas/penugasan,

u.  melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Bagian Organisasi, sesuai ketantuan yang berlaku; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Asisten Administrasi
Umum, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua
Subbagian Kelembagaan

Pasal 47

Subbagian Kelembagaan dipimpin oleh secrang Kepala Subbagian adalah
unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Organisasi.

Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penataan
kelembagaan perangkat daerah pemerintahan daerah.

Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Kelembagaan mempunyai fungsi ;

a
b.

penyiapan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan;

pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkal daerah di bidang
kelembagaan;

penyiapan bahan pembinaan kelembagaan pemerintah daerah;

pemaniauvan dan evaluasi pelsksanasn kebyakan pemerintahan daerah di
bidang kelembagaan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayst (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Kelembagaan mempunyai uraian

tugas:

a. membantu Kepala Bagian Organisasi, dalam melaksanakan tugas di bidang
kelembagaan,;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Kelembagaan,
sebagai pedoman palaksanaan tugas,

c. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistnbusikan dan memben petunjuk pelaksanaan fugas kepada
pelaksana;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana,
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang kelembagaanm,

g. menyiapkan bahan pelsksanaan peneliton dan evaluasi terhadap
kelembagaan perangkat daerah;

h. menyiapkan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan perangkat daerah;

i. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan analisis jabatan;

j. menyusun persyaratan jabatan, kriteria jabatan dan karakteristik untuk
jabatan strukiural, sebagai pedoman pengembangan pegawai,

k. melaksanakan fasilitasi dan penataan jabatan fungsional,

I,  melaksanakan analisa permasalahan keiembagaan pemerintahan daerah,

m. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pambinaan
dan penatzan organisasi,

n. menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah kelembagaan

pemerintah daerah;
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0. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan
penyempurnaan kelembagaan satuan organisasi di lingkup pemerintah
daerah;

p. menyiapkan pelaksanaan evaluasi fterhadap hasil pembinaan,
pengeambangan dan penyempumasn kelembagaan satuan-satuan
organisasi pemearintah daerah;

g. melaksanakan analisis dan pengkajian ternadap kebijakan darah di bidang
kelembagaan:

r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi, dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

s. mengoreksi hasil kerja pelaksana,
t.  menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Kelembagaan,

u. melaksanakan tugas-tugas kelembagaan dan analisis formasi jabatan
lainnya. sesuai ketentuan yang berlaku;

v. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Baglan
Organisasi, yang berksitan dengan kegiatan pembinaan dan penataan
bidang kelembagaan. dalam rangka pengambilan keputusan'kebijakan
pemerintahan daerah;

w. melaporkan kepada Kepala Bagian Organisasi, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

% menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Kelembagaan, sesuai ketentuan yang berlaku, dan

y. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bagian Organisasi,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Ketatalaksanaan

Pasal 48

Subbagian Ketatalaksanaan dipimpin ocleh seocrang Kepala Subbagian adalah
unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Organisasi.

Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai fugas menyiapkan bahan penataan
ketatalaksanaan perangkat daerah pemarintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai fungsi

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang
ketatalaksanaan;

b. pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkalt daerah di bidang
ketatalaksanaan;

c. penyiapan bahan pembinaan ketatalaksanaan pemerintah daerah;

d. pelakzanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang ketatalaksanaan dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai uraian

tugas:
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membantu Kepala Bagian Organisasi, dalam melaksanakan tugas di bidang
ketatzlaksanaan:

menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Ketatalaksanaan,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi pelaksana, dalam pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

melaksanakan pengumpulan dan mengolah data keiatalaksanaan,
melaksanakan analisa permasalahan ketatalaksanaan pemerintah daerah;

melaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
ketatalaksanaan pemerintah dasrah;

manyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam
rangka pembinaan dan pengembangan prosedur kerja pemerintah daerah;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam
rangka pembinaan dan pengembangan sistem dan metode kera
pemnerintah daerah;

menyiapkan pelaksanaan pembinaan program dan peiaksanaan fugas,
pada seluruh satuan kerja pemerintah daerah;,

menyusun tata naskah dinas pemeriniah daerah;,

. membina dan mengevaluasi pelaksanaan tata naskah dinas, sesuai

ketentuan yang berlaku;

meényusun dan mengevaluasi penggunaan pakaian dinas di lingkup
pemerintah Kabupaten Cirebon,

melaksanakan fasilitasi penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kabupaten Cirebon;

melaksanakan fasilitazi penyusunan pencapalan standar pelayanan
minimal (SPM);

menyusun dan mengevaluasi iata hubungan kerja (tahubja),

melaksanakan analiss dan mengevaluasi ketentuan jam kerja di lingkup
pemenntah kabupaten Cirebon;

menghimpun, mempelajari dan memelihara peraturan peraturan
perundangan di bidang ketatalaksanaan;

melaksanakan analisis dan pengkajian terhadap kebijakan darah di bidang
ketatalaksanaan:

menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);

melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan
publik pada lingkup satuan kerja perangkat daerah;

. menyusun pembakuan alat kelengkapan kerja/standarisasi sarana kerja;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi, dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas,;

mengoreksl hasil kerja pelaksana;

menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran  Subbagan
Kelatalaksanaan,
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aa. melaksanakan tugas-tugas ketatalaksanaan lainnya, sesuai ketentuan yang
berlaku;

bb. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Organisasi, yang berkaitan dengan pembingan dan penataan
ketatalaksanaan, dalam rangks pengambilan keputusankebijakan
pemerintahan daerah;

cc. melaporkan kepada Kepala Bagian Organisasi, sefiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

dd. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasfkegiatan
Subbagian Ketatalaksanaan. sesuai ketentuan yang berlaku: dan

ee. melaksanakan tugas lain yang diberikan olen Kepala Bagian Organisasi,
sesuai dengan tugas dan fungsnya.

Baglan Keempat
Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah

Pasal 49

Subbagian Pendayagunaan Aparstur Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Organisasi.

Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daesrah mempunyai tugas melsksanakan
penyiapan penataan pendayagunaan aparatur pemerintah Daearah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Pendayagunaan Aparatur Daerah mempunyai fungsi

d. penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di
bidang pendayagunaan aparatur daerah;

b. pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
pendayagunaan aparatur daerah,

¢. penyispan bahan pembinaan aparatur pemerintah daerah bidang
pendayagunaan aparatur daerah;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
bidang pendayagunaan aparatur daerah; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi,
sasuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah
mempunyai uraian tugas:

a. membanty Kepala Bagian Organisasi, dalam melaksanakaan tugas di
bidang pendayagunaan aparatur daersh;

b. menyiapkan rencana dan program kerna Subbagian Pendayagunaan
Aparatur Daerah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c.  membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Wgas kepada
pelaksana;
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memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

mengumpulkan dan mengolah data aparatur daerah;

menyusun, penyajikan dan mendokumentasikan data aparatur daerah,
menyusun standar kompetensi jabatan;

menyiapkan bahan penilaian kinerja aparatur;

menyiapkan bahan pembinaan Gerakan Disiplin Nasional,

melaksanakan kegiatan Gerakan Disiplin Nasional, dengan satuan kerja
terkait;

melaksanakan pengelolaan perpustakaan Sekretanat Daerah;

. menyiapkan pengkajian, penyusunan perencanaan dan program

Sekretariat Daerah:

melaksanakan analisis dan pengkajian terhadap kebijakan darah di bidang
pendayagunaan aparstur daerah;

menyusun rencana dan program kerja Bagian Organisasi, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Organisasi. sesuai ketentuan yang berlakuy;

melaksanakan koordinasi dan konsultasl, dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan  pelaksanaan kegiatan Forum  Komunikasi
Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (Forkompanda),

mengoreksi hasil kerja pelaksana;

menyiapkan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Pendayagunaan Aparatur Daerah;

melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sekretariat Daerah,

melaksanaan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan
Sekretariat Daerah;

melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instans: Pemerintah
Sekretariat daerah,

melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian Organisasi;

memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Organisasi, yang
berkaitan dengan kegiatan penataan pendayagunaan aparatur daerah,
dalam rangka pengambilan keputusan/kebiakan pemerintah daerah;

melaporkan kepada Kepala Bagian Organisasi, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah, sesuai ketentuan yang
berlaku; dan

mealaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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BAB XVII
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 50

Sekretariat DPRD dipimpin oleh secrang Sekretaris DPRD yang merupakan
unsur pendukung terhadsp kegiatan DPRD yang secara teknis operasional
langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan
secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melaiui Sekretaris
Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyal tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang
dibutuhkan DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat
DPRD mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;,

c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD,; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas:

d. menyusun rencana kerja/program kerja DPRD dan kegiatan-kegiatan yang
menyangkut Bagian-bagian di lingkup Sekretariat DPRD;

b. menyusun anggaran kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;

mengoreksi dan penganalisaan serta pemarafan konsep produk hukum
yang menjadi garapan Sekretariat DPRD;

d. menunjang penyelanggaraan pelaksanaan program kerja tahunan DPRD;

e. merencanakan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia berkaitan
dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

f. merencanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga, peralanan
dinas dan ketatausahaan DPRD;

g. memimpin, mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Bagian, sesuai bidang tugasnya;

h. membina dan memaotivasi bawahan/pegawai serta memelihara kemampuan
berprestasi pegawai di setiap Bagian dalam rangka peningkatan
produktivitas kerja dan pengembangan karier pegawai;

I.  memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

j. mengoreksi dan memaraf konsep surat di lingkup Sekretariat DPRD,

k. menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi pemerintah dan lembaga
lain dalam rangka kelancaran kegiatan DPRD;

. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD, yang
berkaitan dengan kegiatan kesekretariatan DPRD. dalam rangka
pengambiian keputusan/kebijakan;
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m. menyampaikan laporan kepads Bupat melalui Sekretars Daerah, yang

barkaitan dengan tugas-tugas administrasi DPRD, sesuai ketentuan yang
berlaku;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Sekretariat DPRD, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberkan oleh Pimpinan DPRD dan Bupati,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB XVl
BAGIAN UMUM
Bagian Pertama
Bagian Umum
Pasal 51

Bagian Umum dipimpin cleh secrang Kepala Bagian adalah unsur staf yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Umum mempunyai fugas mengelola urusan administrasi umum dan
penyusunan perencanaan dan program Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian
Umum mempunyai fungsi :

a.

@ ano

f.

pelaksanaan perencanaan di bidang umum,

pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPRD;

pelaksanaan lugas perencanaan dan program DPRD;

palaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang umum;

pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas umum DPRD,
dan

pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh Sekretaris DPRD, sesuai
dengan ugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2},
dan (3), Kepala Bagian Umum mempunyai uraian tugas:

d.

b.

membantu Sekretaris DPRD, di bidang urusan administrasi umum dan
menyusun perencanaan program Sekretariai DPRD;

mengelola rencana dan program keria Bagian Umum, sebagai proses
pelaksanaan tugas:

memimpen, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan fugas
kepada para kepala Subbagian, sesual bidang tugasnya,

membina dan memotivasi bawahan atau pegawai serta mamelihara terus
menarus kemampuan berprestasi pagawai di Bagian Umum, dalam rangka
peningkatan produktfitas kerja dan mengembangkan karier pegawai,
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan fugas
bawahan:

mengelola panyiapan seluruh kegiatan yang menjadi kewenangan bidang
umunm,

mengelola penyiapan, pemeliharaan dan penyimpanan surat-surat o
bidang kearsipan;

mengelola penyiapan keperluan Rumah Tangga DPRD, Sekretariat DPRD
dan rumah dinas Ketua DPRD;,

menyiapkan dan menyusun layanan perjalanan dinas untuk DPRD dan
Sekretariat DPRD;



{1

{2)
()

4)

=13

j.  mengelola, menyiapkan serta memelihara sarana dan prasarana DPRD,
Sekretariat DPRD dan rumah dinas Ketua DPRD:

k. menyiapkan pengadaan barang untuk kepentingan DPRD, Sekretariat
DPRD dan rumah dinas Ketua DPRD,

l. mengelola evaluasi dan pelapcran hasil kerja kegiatan Sekretariat DPRD,
sesuai ketentuan yang berlaku;

m. mengkoordinasikan kinerja aparatur Sekretariat DPRD;

n. mengkoordinasikan pemeliharaan inventarisasi sarana dan prasarana
DPRD dan Sekretariat DPRD;

0. mengeiola perencanaan dan pelaksanaan anggaran Bagian Umum;

p. mengeiocla evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat
DPRD, sesuai ketentuan yang berlaku;

. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD.
yang berkaitan dengan kegiatan Bagian Umum, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

r. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagan
Umum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD, sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

FPasal 52

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian adalah unsur
pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian Umum,

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi
ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan di bidang ketatausahaan;

b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan DPRD;

€. pelaksanaan tugas perencanaan dan program DPRD,

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan,

2. pelaksanaan lugas pengoordinasian guna kelancaran tugas ketatausahaan
DPRD; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Umum, dalam melaksanakan tugas di bidang
ketatausahaan DPRD dan Sekretariat DPRD;,

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Tata Usaha, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

Cc. memimpin, mendisinbusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan;

d. membina dan memotivasi bawshan atau pegawai serta memelihara

kemampuan berprestasi pegawai dalam rangka peningkatan produktifitas
kerja dan mengembangkan karier bawahan;



(1)

(2)

(3)

(4)

-7 -

memantau, mengendalikan. mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

melaksanakan urusan ketatausahaan,
melaksanakan pengendalian surat masuk dan surat keluar,
melaksanakan dan memberikan kartu disposisi pada surat masuk;
memberikan nomor surat masuk dan surat keluar;
mengerjakan pengiriman surat dan mengekspadisikan surat;
melaksanakan pendistribusian surat;
mengelola kearsipan surat (arsip surat statis dan arsip surat dinamis),
. melaksanakan penggandaan surat;
melaksanakan penataan dan penyimpanan arsip;
melaksanakan pengolahan data administrasi ketatausahaan;
melaksanakan pengelolaan data administrasi kepegawaiaan;
malaksanakan penyusunan program dan perencanaan Sekretariat DPRD:
memberikan saran dan bahan pertimbangan Kepala Bagian Umum, yang
berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;
s melaporkan kepada Kepala Bagian Umum, setisp selesai melaksanakan
tugas/penugasan;
t. menylapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub
Bagian Tata Usaha, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
u, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Subbagian Rumah Tangga

Pasal 53

Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian adalah
unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bagian Umum,

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah
tangga DPRD dan Sekretarat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Rumah Tangga mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perencanaan di bidang kerumah tanggaan DPRD,;
b. pelaksanaan administrasi rumah tangga kesekretariatan DPRD;
C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerumah tanggaan;
d.

pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas kerumah
tanggaan DPRD; dan

€. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Sekretaris DPRD, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungs! sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Rumah Tangga mempunyai uraian

tugas:

a. membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugas di bidang
urusan Rumah Tangga DPRD dan Sekretariat DPRD;
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b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Rumah Tangga
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. membina dan memotivasi pelaksanaan dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksana;

e memantau, mengendalikan, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;

f. menyiapkan pelaksanaan pengumpulian dan pengelolaan data di bidang
rumah tanggs,

g. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan evaluasi terhadap barang-
barang inventaris Sekretariat DPRD;

h. menyiapkan pelaksanaan pengadaan barang-barang untuk kepentingan
DPRD, Sekretariat DPRD dan rumah dinas Ketua DPRD;

I, melaksanakan pengadaan fasilitas, pemeiiharaan barang-barang, inventaris
sarana kendaraan, taman dan gedung-gedung, serta fasilitas lainnys;

j.  menyusun persyaratan para penyedia pengadaan barang dan jasa;

k. menyiapkan pengemudi untuk Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD dan
Sekretaris DPRD;

|.  menyiapkan kendaraan, untuk kepentingan tugas kegiatan kunjungan kerja
DPRD;

m. melaksanakan pemeliharaan kebersihan gedung-gedung dan sarana kerja
DPRD, serta rumah dinas Ketua DPRD;

n. menyiapkan rencana, dan pelaksanaan anggaran Subbagian Rumah
Tangga,
melaksanakan koordinasi dengan Bagian lain bila diperiukan,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Umum,
yang berkatan dengan kegiatan kerumah tanggaan, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan,

g melaporkan kepada Kepala Bagian Umum, setiap melaksanakan
tugas/penugasan;

r. menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksansan tugas/kegiatan
Subbagian Rumah Tangga, sesuai ketentuan yang beriaku. dan

s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIX
BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Pertama
Bagian Perundang-undangan

Pasal 54

Bagian Perundang-undangan dipimpin oleh secrang Kepala Bagian adalah
unsur staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
DPFRD.

Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas mengelola bahan untuk
bahasan rancangan dan kajian produk hukum sera melaksanakan pengolahan
data dan pendokumentasian produk hukum DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian
Perundang-undangan mempunyai fungsi:
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pelaksanaan perencanaan di bidang perundang-undangan;

pelaksanaan penyediaan kebutuhan DPRD bidang perundang-undangan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perundang-undangan;
pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas di bidang
perundang-undangan, dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretars DPRD, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam metaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bagian Perundang-undangan mempunyai uraian

tugas:

a.

b.

membantuy Sekretaris DPRD, dalam melaksanakan tugas di bidang
perundang-undangan yang diselenggarakan DPRD,

mengelola rencana dan program kerja Bagian Perundang-undangan,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya;

membina dan memativasi bawahanfpegawai serta memelihara kemampuan
berprestasi pegawai, dalam rangka peningkatan produktivitas kera dan
mengembangkan karier pegawai,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan:

menyiapkan bahan bashasan rancangan dan kajian produk hukum serta
pengolahan data dan pendokumentasian produk hukum;

mengelola pengaturan kegiatan kajian produk hukum serta pengolahan
data dan pendokumentasian produk hukum;

mengelola penyiapan pelaksanaan bahan kajian produk hukum serta
pengolahan data dan pendokumentasian produk hukum;

mengelola rencana, dan pelaksanaan anggaran Bagian Perundang-
undangan;

meneliti dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, pengajuan,
penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik;

meneliti berkas-berkas persyaratan administrasi calon anggota Pengganti
Antar Waktu (PAW) DFRD,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD yang
berkaitan dengan pelaksanaan bidang perundang-undangan, sebagai
bahan pangambilan keputusan/kebijakan,

melaporkan kepada Sekretaris DPRD, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksansan fugas/kegiatan Bagian
Perundang-undangan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretans DPRD, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Pengkajian Produk Hukum

Pasal 55

Subbagian Pengkajian Produk Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian Perundang-undangan.
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Subbagian Pengkajian Produk Hukum mempunyal tugas menyiapkan bahan
rancangan dan kajian peraturan perundang-undangan yang menjadi tugas
DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Pengkajian Produk Hukum mempunyai fungsi -

a.
b
C.
d.

e.

pelaksanaan perencanaan di bidang pengkajian produk hukum;,
pelaksanaan pelayanan pengkajian produk hukum DPRD;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian produk hukum;

pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas pengkajian
produk hukum DPRD; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perundang-
undangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Pengkajian Produk Hukum
mampunyai uraian fugas.

membantu Kepala Bagian Perundang-undangan, dalam melaksanakan
tugas di bidang perundang-undangan;

menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Pengkajian Produk
Hukum, yang disesuaikan dengan program kerja DPRD sebagai pedoman
pelaksanaan lugas,

membina dan memaotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksana;

memantau, mengendalikan. mengevaluasl, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

menyiapkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan
rancangan produk hukum yang tugas DPRD;

menyusun rancangan produk hukum yang menjadi tugas DPRD,

menyiapkan materi produk hukum yang menjadi bahan kajian, penelitian
dan pengembangan produk hukum untuk kepentingan DPRD;

menyiapkan pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan
produk hukum untuk kepentingan DPRD;

menyusun konsep laporan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian
produk hukum;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

memberkan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Perundang-undangan, yang berkaitan dengan pelaksanaan pengkajian
praduk hukum, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bagian Perundang-undangan, seliap seiesal
melaksanakan tugas/penugasan,;

menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugaskeglatan
Subbagian Pengkajian Produk Hukum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bagian Perundang-
undangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Subbagian Pengolahan Data dan Dokumentasi

Pasal 56

(1) Subbagian Pengolahan Data dan Dokumentasi dipimpin cleh seorang Kepala
Subbagian adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perundang-undangan.

(2) Subbagian Pengolahan Data dan Dokumentasi mempunyai tugas menyiapkan
dan mengolah data, menyimpan dan pendokumentasian produk hukum serta
melaksanakan fasilitasi layanan dokumeniasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Pengolahan Data dan Dokumentasi mempunyai fungsi -

(3]

(4)

d.

2.

pelaksanaan perencanaan di bidang pengolahan data dan dokumentasi
DPRD,

palaksanaan administrasi pengholahan dan dan dokumentasi DPRD,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelahan data dan
dokumentasi;

pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas pengolahan dan
dokumentasi perundang-undangan DPRD; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perundang-
undangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Pengolahan Data dan Dokumentasi
mempunyai uraian tugas:

b.

A

membantu Kepala Bagian Perundang-undangan, dalam mealaksanakan tugas
di bidang pengolahan data dan dokumentasi;

menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Pengolahan Data dan
Dokumentasi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

membina dan memotivasi pelaksana dalam melaksanakan tugas,
mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksana,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;

meangeolah, menyimpan dan mengelola bahan/data produk hukum;,
meilaksanakan kegiatan perpustakaan,

menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengkajian produk hukum
yang disesuaikan dengan kegiatan DPRD;

menyimpan dan mendokumentasikan hasil kajian produk hukum;
menghimpun, mempelajari dan memelihara bahan layanan produk hukum,;
melaksanakan unifikasi dan kodifikasi hukum;

melaksanakan koordinasi dan konsultasl, dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Perundang-undangan, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
pengolahan  data dan dokumentasi, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bagian Perundang-undangan, setiap selesal
melaksanakan tugasfpenugasan,



menyapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Pengolahan Data dan Dokumentasi, sesuai ketentuan yang
beraku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perundang-
undangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB XX
BAGIAN PERSIDANGAN

Bagian Pertama
Bagian Persidangan

Pasal 57

{1) Bagian Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian adalah unsur staf
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD

{2) Bagian Persidangan mempunyai tugas mengelola kegiatan gura kelancaran
pelaksanaan persidangan DPRD.

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud paca ayat (2), Bagian
Persidangan mempunyai fungsi :

d.
b.
E.
d

.

pelaksanaan perencanaan kebutuhan persidangan DPRD:
pelaksanaan administrasi persidangan OPRD;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang persidangan;

pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas persidangan
DPRD; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsl sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2}, dan ayat (3), Kepala Bagian Persidangan mempunyai uralan tugas:

a.

b.

meTTE
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n.

membantu Sekrataris DPRD, dalam melaksanakan tugas d bidang
Persidangan dan Rapat yang diselenggarakan DPRD;

menyusun rencana dan program kerja Bagian Persidangan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya;

membina dan memotivasi bawahan/pegawai serta memelihara kemampuan
berprestasi pegawai, dalam rangka peningkatan produktivitas kera dan
mengembangkan karier pegawai

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

membantu Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan dan pengkoordinasian
kegiatan penerangan. publikasi dan pembentaan kegiatan DPRD sera
urusan keprotokolan,

mengelola pengaturan kegiatan persidangan dan rapat-rapat DPRD;
mengelola penyiapan pelaksanaan persidangan dan rapat-rapat DPRD,
menyusun dan mengoreksi konsep risalah rapat;

menyusun dan mengoreksi konsep hantaran Pimpinan DPRD;

mengelola penyaringan informasi dan analisis pemberitaan kegiatan DPRD,

mengelola dan koordinasi kegiatan penerangan, publikasi dan pamberitaan
kegiatan DPRD;

mengelola dan koordinasi kegiatan keprotokolan DPRD;
mengelola usulan dan pelaksanaan anggaran Bagian Persidangan;
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0. mempersiapkan bahan usulan anggaran Bagian Persidangan;

p. memberikan saran dan perimbangan kepada Sekretaris DPRD yang
berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan persidangan dan rapat-rapat
DPRD, dalam rangka pengambilsn keputusan/kebijakan;

gq. melaporkan kepada Sekretaris DPRD, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Persidangan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Rapat dan Risalah

Pasal 58

Subbagian Rapat dan Risalah dipimpin cleh seorang Kepala Subbagian adalah
unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian Persidangan.
Subbagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
persidangan dan rapat dan mengumpulkan bahan serta menyusun risalah hasil
rapat
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Rapat dan Risalah mempunyai fungsi
8. pelaksanaan perencanaan kebutuhan rapal dan risalah;
b. pelaksanaan administrasi rapat dan risalah DFRD;
. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rapat dan risalah;
d. pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas rapat dan risalah
DPRD; dan
€. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persidangan,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Rapat dan Risalah mempunyai uraian
tugas:

a. membantu Kepala Bagian Persidangan, dalam melaksanakan tugas dalam

persiapan persidanganirapst,
b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Rapat dan Risalah,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,;

¢. membina, memotivasi, dan mendorong bawahan dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan fugas kepada
bawahan,

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

f. melaksanakan kcordinasi untuk persiapan tempat rapat dan tempat
kunjungan kerja/peninjauan,

g. melaksanakan koordingsi dalam rangka mempersiapkan bahan/materi
persidangan rapat;

h. mengumpulkan dan mengolah baharn/materi persidangan/rapat;

i.  mempersiapkan bahan/materi kegiatan kunjungan kerja DPRD;

j-  menyusun dan mengareksi konsep risalah persidangan dan rapat;

k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas:
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I rnarnlbarikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Persidangan yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan dan rapat,
dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

m. melaporkan kepada Kepala Bagian Persidangan, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

n. menyiapkan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Rapat dan Risalah, sesuai ketentuan yang beraku; dan

0. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Persidangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Pasal 59

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian adalah unsur pelayanan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan,

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas
melaksanakan huhungan masyarakat dan keprotokolan DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi;

a. pelaksanaan perencanaan di bidang hubungan masyarakat dan protokol,

b. pelaksanaan pelayanan bidang hubungan masyarakat dan protokal DPRD;

C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat dan
protokol;

d. pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas hubungan
masyarakat dan protokol DPRD; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persidangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanaskan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2}, dan ayat {3), Kepala Subbagian Hubungan Masyarakal dan Protokol

mempunyai uraian tugas.

a. membantu Kepala Bagian Persidangan, dalam melaksanakan tugas di
bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;

b. menyiapkan rencana Kegiatan dan program kena Subbagian Hubungan
Masyarakat dan Protokol, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

c. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

d. membina, memotivasi, dan mendorong bawahan dalam pelaksanaan tugas,

8. memantau, mengendalikan. mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f. melaksanakan penyaringan informasi dan analisis pemberitaan, kegiatan
publikasi, dan pemberitaan serta kegiatan keprotokolan DPRLO;

g. melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan informasi kegiatan
DPRD,

h. melaksanakan dan memberikan |ayanan publikasi dan pemberitaan
kegiatan DPRD;

i.  menyaring dan menyebarluaskan informasi kegiatan DPRD;

j.  melaksanakan fasilitas layanan aspirasi masyarakat kegiatan DPRD;

k. melaksanakan koordinasi mengenai keprotokolan kegiatan DPRD;
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|,  melaksanakan perekaman, penyajian data dan mendokumentasikan hasil
kegiatan DPRD;

m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas,

n. memberikan saran dan bahan perimbangan kepada Kepala Bagian
Persidangan, yang berkaitan dengan penyaringan informasi dan analisis
pemberitaan, penerangan, publikasi kegiatan DPRD serta kegiatan
keprotokolan DPRD, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

0. melaporkan kepada Kepala Bagian Persidangan setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

p. menyiapkan ewvaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan lugas/kegiatan
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, sesuai ketentuan yang
berlaku; dan

g melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Persidangan,
sesuai dengan fugas dan fungsinya.

BAB XXI
BAGIAN KEUANGAN
Bagian Pertama
Bagian Keuangan

Pasal 60

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian adalah unsur staf
yang berada di bewah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD,

Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola dan mengkoordinasikan

penyusunan anggaran DPRD dan Sskretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2], Bagian

Keuangan mempunyai fungsi.

pengelolaan perencanaan di bidang keuangan DPRD;,

pelaksanaan penatausahaan keuangan DPRD,

pengelolaan evaluasi dan pelaporan penatausahaan keuangan DPRD;

pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas administrasi

dan penatausahaan keuangan DPRD; dan

e. pelsksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretars DPRD, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam meiaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan avyat (3), Kepala Bagian Keuangan meampunyal uraian tugas;

a. membantu Sekretaris DPRD, dalam melaksanakan tugss di bidang
keuangan DPRD;

. mengelola rencana dan program Kerja Bagian Keuangan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

c. memimpin, mendistribusikan, dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya,

d. membina dan memotivasi bawahan/pegawsai serta memelihara kemampuan
berprestasi pegawai, dalam rangka peningkatan produktivitas kera dan
mengembangkan karer pagawsi;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan fugas
bawahan,

f. mengelola dan pengkoordinasian penyusunan anggaran DPRD dan
Sekratariat DPRD;

g. mengelola administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;

e
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h. mengelola penyusunan daftar gaji DPRD dan tunjangan DPRD;

i. mengelola penyusunan daftar gaji dan tunjangan Sekretariat DPRD;

). menyusun laporan pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan
Sekretaniat DPRD;

k. mangelola penyusunan pertanggungjgwaban keuangan DPRD dan
Sekretariat DPRD,

| memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD yang
berkaitan dengan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi
keuangan DPRLC dan Sekretaris DPRD, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebiakan;

m. melaporkan kepada Sekretaris DPRD, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan,

n. mengelola evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan
Kepala Bagian Keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku, dan

0. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris DPRD. sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbaglan Anggaran

Pasal 61

Subbagian Anggaran dipimpin oleh secrang Kepala Subbagian adalah unsur
pelaksana vyang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian Keuangan.

Subbagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan
serta melaksanakan koordinasi dalam menyusun dan pelaksanaan anggaran
DPFRD dan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebageimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Anggaran mempunyal fungsi ;

a. pelaksanaan perencanaan di bidang anggaran;

b. pelaksanaan administrasi keuangan DPRD;

pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran fugas anggaran
DPRD;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bagian Keuangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
(2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Anggaran mempunyai uraian tugas:
a. membantu Kepala Bagian Keuangan, dalam melaksanakan tugas di
bidang anggaran,
b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Anggaran, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
membina, mamaotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;
d. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksana,
e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan
tugas bawahan,
f. mengoreksi hasil kerja pelaksana;

L]
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menyiapkan bahan penyusunan, perencanaan, dan pengelolaan
anggaran DPRD dan Sekretanat DPRD;

melaksanakan koordinasl kegiatan guna penyusunan rencana anggaran
dan perubahan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

melaksanakan penghimpunan dan penyiapan bahan kajan kebijakan
pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

membuat dan mendistribusikan blangko isian usulan anggaran ketiap-tiap
Bagian,

menghimpun, mencatat dan menuangkan usulan anggaran tiap Bagian ke
dalam perencanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Keuangan, vyang berkatan dengan penyusunan dan pelaksanaan
penggunaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

. melaporkan kepada Kepala Bagian Ksuangan, setiap selesal

melaksanakan tugas/penugasan,

menyiapkan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Anggaran, sesusi ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan fugas lain yang diberikan Kepsla Bagian Keuangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Perbendaharaan

Pasal 62

Subbagian Perbendaharasn dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah
unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian Keuangan.

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
administrasi dan penatausahaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Perbendaharaan mempunyai fungsi :

a.
b.
c.

d.
e

palaksanaan perencanaan di bidang perbendaharaan;
pelaksanaan administrasi dan penatausahaan keuangan DPRD;

pelaksanaan tugas pengoordinasian  guna  kelancaran  tugas
perbendaharaan DPRD;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan; dan

pelaksanaan fugas lain yang dibenkan oleh Kepala Bagian Keuangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
(2), dan ayat [3), Kepala Subbagian Perbendaharaan mempunyai uraian tugas:

a.

membantu Kepala Bagian Keuangan, dalam melaksanakan tugas di bidang
perbendaharaan;

menyiapkan rencans dan program Subbagian Perbendaharaan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

membina, memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas:

mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksana,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,
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mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;
melaksanakan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;

menyiapkan bahan-bahan kebijakan penyelenggaraan Perbendaharaan,
belanja pegawai serta pengelolaan administrasi DPRD dan Sekretariat
DPRD,

melaksanakan pembukuan, verifikasi, dan penyiapan bahan kajian
kebijakan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;

melaksanakan koordinasi dalam penyusunan konsep alokasi anggaran;

melaksanakan pembukuan penggunaan anggaran keuangan DPRD dan
Sekretariat DPRD,

menyusun laporan penggunaaan anggaran keuangan DPRD dan
Sekretariat DPRD,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Keuangan, yang berkaitan dengan kegiatan perbendaharaan, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bagian Keuangan, setiap selesal
melaksanakan fugas/penugasan,

menyiapkan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugasfkegiatan
Subbagian Anggaran, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Keuangan, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

BAB XXII
STAF AHLI BUPATI
Bagian Pertama
Bidang Hukum dan Pemerintahan

Pasal 63

(1) Staf Ahli bidang Hukum dan Pemerntahan adalah unsur staf pembantu Bupati
yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan
secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah,

(2) Staf Ahl bidang Hukum dan Pemerintahan mempunyai tugas memberkan
telaahan mengenai hukum dan pemerintahan.

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Ahli
bidang Hukum dan Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi di luar tugas
dan fungsi perangkat daerah.

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3), Staf Ahli bidang Hukum dan Pemerintahan mempunyai uraian

tugas:

b.

memberikan telashan staf kepada Bupali, dalam rangka merumuskan
kebijakan pemerintah daerah di bidang hukum dan pemenntahan;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja perangkat
dasrah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang hukum dan
pemerintahan,

melaksanakan kajian bidang hukum dan pemerintahan terhadap
keputusan/kebijakan pemenntah daerah yang telah ditetapkan;
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memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati, di bidang
hukum dan pemerintahan secara konseptual, dan sistematis guna
pemecahan masalah pemerintah daerah;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan telahan staf
yang disampaikan satuan perangkat daerah kepada Bupati; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati, diluar tugas dan fungsi
satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Kedua
Bidang Sosial dan Politik

Pasal €4

(1) Staf Ahli bidang Sosial dan Politik adalah unsur staf pembantu Bupati yang
langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah,

(2) Staf Ahli bidang Sosial dan Pdlitik mempunyai tugas memberikan telaahan
mengeanai sosial dan politik.

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimans dimaksud pada ayat (2), Staf Ahii
bidang Sosial dan Politik mempunyai tugas dan fungsi di luar tugas dan fungsi
perangkat deerah.

{(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada aysat (2)
dan ayat (3), Staf Ahli bidang Sosial dan Polifik mempunyai uraian tugas:

b.

memberikan telashan staf kepada Bupati, dalam rangka merumuskan
kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial dan politik;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang sosial dan politik,

melaksanakan kajian bidang sosi@al dan  politik terhadap
keputusan/kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati, di bidang
gosial dan politik secara konseptual, dan sistematis guna pemecahan
masalah pemerintah daerah;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan telahan staf
yang disampaikan satuan kerja perangkat daersh kepada Bupati; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati diluar, tugas dan fungsi
satuan kerja perangkat daerah.
Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan
Pasal 65

{1) Staf Ahli bidang Pembangunan adalah unsur staf pembantu Bupati yang
langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Staf Ahli bideng Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan
mengenai pembangunan daerah.

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (2), Staf Ahli
bidang Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi di luar tugas dan fungsi
perangkat daerah.
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{4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3). Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai uraian tugas:

.

b.

memberikan telaahan staf kepada Bupati, dalam rangka merumuskan
kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan;

melaksanakan kecordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pembangunan,

melaksanakan kajian bidang pembangunan terhadap keputusan/kebijakan
pemenntah daerah yang telah ditetapkan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupali, di bidang
pembangunan daerah, secara konseptual, dan sistematis guna pemecahan
masalah pemerintah daerah,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan telaban staf
yang disampaikan satuan kerja perangkat daerah kepada Bupati; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati di luar tugas dan fungsi
satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Keempat
Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 68

(1) Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia adalah unsur staf
pembantu Bupati yang langsung berada di bawah dan bertanggungawab
kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

{2} Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
memberikan telaahan staf mengenai kemasyarakatan dan sumber daya
manusia.

{3} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Ahli
bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas dan
fungsi di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3), Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
mempunyai uraian tugas:

(4)

d.

e.

memberikan telaahan staf kepada Bupati, dalam rangka merumuskan
kebijakan pemerintah dasrah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya

manusia,

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kemasyarakatan dan
sumber daya manusia;

melaksanakan kajian bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia
terhadap keputusan/kebijakan pemarintah daerah yang telah ditetapkan,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati, di bidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia secara konseptual dan
sistematis guna pemecahan masalah pemerintah daerah,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan telahan staf
yang disampaikan satuan kerja perangkat daerah kepada Bupati, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati di luar tugas dan fungsi
satuan kerja perangkat daerah.
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Bagian Kelima
Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 67

(1) Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan adalah unsur staf pembantu Bupati
yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan
secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan
telaahan mengenai ekonomi dan keuangan,

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Ahii
bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi di luar tugas dan
fungsi perangkat daerah.

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3), Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai rincian
tugas:

d.

b.

C.

d.

e.

membearikan telaahan staf kepada Bupali, dalam rangka merumuskan
kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan keuangan;

melaksanakan koordinasi dan konsuliasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang ekonomi dan keuangan;

melaksanakan kajian bidang ekonomi dan keuangan terhadap
keputusan/kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati, di bidang
ekonomi dan  keuangan secara konseptual, dan sistamatis guna
pemeacahan masalah pemerintah daerah;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan telahan staf
yang disampaikan satuan kerja perangkat daerah kepada Bupati; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati di luar tugas dan fungsi
satuan kerja perangkat daerah.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN
Pasal 68

Penetapan dan rincian tugas pelaksana, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAE XXl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

Dengan beriakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1.

Z

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rincian Tugas Pokok

dan Fungsi Sekretanat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon;

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Staf

Ahli Bupati;

Peraturan Bupalti Cirebon Nemor 25 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Jabatan

Struktural Sekretariat Daerah dan Sekretariat DOPRD Kabupaten Cirebon,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



ol - _E‘.}"

Pasal 70
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ager setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Desember 2008

Diundangkan di Sumber

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO
BERITA DAERAH KABEUFPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 45 SER| 5.3
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BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 45 TAHUN 2008 SERID.3

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 45 TAHUN 2008
TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

.k

BUPATI CIREBON,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, maka rincian tugas, fungsi, dan tata
kerla Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah perlu diatur lebih lanjut oleh Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hunuf
a, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretarial Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
1574 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubsh dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawsaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
B Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengoanti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Afas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Megara Momor
4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara MNomor 4483 jo. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoar 4844),



Menetapkan :

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawal Neger Sipil (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4017),

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daergh
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daersh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741),

. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005

tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D 22),

. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cireboen (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2 Sen D. 1),

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008

tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Momor 3
Seri D.2); dan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4 Seri D.3).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11

12.

13.
14.
15,

16.

Daersh adalah Kabupaten Cirebon,

Femerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
Undang-Undang Dasar Republik Indonasia Tahun 1945,

Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah,

Bupati adalah Bupati Cirebon.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lernbaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemaerintahan
daerah.

Ferangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretarat dewan
perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga ieknis daerah, kecamatan dan
kelurahan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Cirebon,
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon.
Staf Ahll Bupati adalah Staf Ahli Bupati Cirebon

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah.

Sekretarat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daersh
Kabupaten Cirebon.

Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon,
Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

Subbagian adalah Subbagian pada Bagian di lingkup Sekrelariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tuges, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka
mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan
Sekretanat DPRD.

BAB I
SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

{1} Sekretanat Daerah dipimpin cleh seorang Sekretars Daerah merupakan unsur

staf pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

(2) Sekretariat Daerah mempunyal tugas membantu Bupati dalam menyusun

kebijakan dan mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten
Cirgbon

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayst (2), Sekretariat

Daerah mempunyai fungsi:

b ————
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penyusunan kebijakan pemerintah daerah,

pengoordinasan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
pembinaan administrasi dan aparatur pemernntah daerah;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan

pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh Bupat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Sekretaris Daerah mempunyai uraian tugas:

a
b,

|+

a

menyusun kebijakan pemerintah daerah;

mengoordinasikan pelaksanaan program satuan kena perangkat daerah,
sesuai dengan kebijakan Bupati,

mengoordinasikan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan kepada para Asisten;

membina dan mengevaluasi pegawai serta memslhara kemampuan
berprestasi pegawai di lingkup Sekretariat Daerah dalam rangka peningkatan
produktifitas karja dan mengembangkan karier pegawai;

memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup
Sekretariat Daerah;

mengarahkan penyebaran peraturan, prosedur afau pedoman yang
mendukung terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan kebijakan Bupali,
menyelenggarakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja
perangkat daerah berdasarkan kebijakan pemerintah daerah;
menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan kesejahieraan rakyat,
perekonomian dan pembangunan dan administrasi umum;
menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada satuan kerja perangkat
daerah;

menyelenggarakan dan membina administrasi kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas di lingkup Sekretariat
Daerah,

mengoordinasikan, pembinaan dan mengevaluasi terhadap kegiatan satuan
kerja perangkat daerah dalam upaya peningkatan hasil pelaksanaan tugas di
daerah;

memberikan pelayanan teknis administratif kepada Bupat, Wakil Bupat dan
kepada seluruh satuan kerja perangkat daesrah,

meangevaluasi hasil kerja bawahan;

mengoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Bupati;
memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan
pengambilan keputusani/strategi kebijakan pemerintah daerah;

melaksanakan terib organisasi dan tertib hukum pemerintah daerah
berdasarkan kebijakan Bupati;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas satuan kerja
perangkat daerah yang berkaitan dengan kebijakan pemerntah daerah; dan
melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.



(1)
(2)

(3)
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BAB Il

ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 3

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahieraan Rakyat adalah unsur
staf yang berada di bawah dan berianggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyal
tugas menyusun kebijakan dan mengoordinasikan satuan kerja perangkat
daerah di lingkup idang administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten
Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

b.

a,

penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

pengoordinasian pelasksanaan tugas satuan Kerja perangkat daerah di
bidang administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat,

pembingan administrasi pemerintahan, kesejahteraan rakyal, hubungan
masyarakat dan hukum;

pemantauan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kebijakan administrasi
pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hubungan masyarakat dan dan
pelaksanaan tugas lsin yang diberikan oleh Sekretaris Daerah, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
ayat (2), dan ayat (3), Asisten Administrasi Pemerintanan dan Kesejahteraan
Rakyal mempunyai uraian tugas:

b.

menyusun kebijakan pemerntah daerah di idang administrasi
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi di  bidang
administrasi pemenntahan dan kesejahteraan rakyat;

memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh
kegiatan pelaksansan tugas di bidang administrasi pemerintahan dan
kessjahteraan rakyat,

menyelenggarakan penyusunan rencana kerja di lingkup administrasi
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, sebagai pedoman pelaksanaan
fugas;

memberi pelunjuk kepada para Kepala Bagian di lingkup administrasi
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dalam rangka pelaksanaan tugas,
membina dan memotivasi pegawai serta memelihara kinera pegawai di
lingkup administrasi pemerintahan dan kessjahieraan rakyat, dalam rangka
peningkatan produktifitas kerja dan mengembangkan karier pegawai:
memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Asisten
Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sasuai dengan
program kerja;

mengoordinasikan rencana anggaran di lingkup Asisten Administrasi
Pemernntahan dan Kesejahteraan Rakyat,

mengoreks! dan menyempurnakan konsep-kensep naskah dinas di lingkup
Asgisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

mempelajari dan menganalisis konsep-konsep produk hukum daerah;
mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan olonomi desa,
mengoordinasikan pemberian bantuan sosial kemasyarakatan,
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m. mengoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan bidang perianahan;
n. mengoordinasikan penyelenggaraan hubungan masyarakat;

0. merumuskan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk  fteknis,
penyelenggaraan pemerintahan, kesejghteraan rakyat, hubungan
masyarakat dan hukum;

p. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris Daerah,
yang berkaitan dengan kegiaian adminisirasi pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah;

r. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat, dan

5. melaksanakan tugas lain, yang diberikan cleh Sekretanis Daerah, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
BAGIAN PEMERINTAHAN
Bagian Pertama
Bagian Pemerintahan

Pasal 4

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh secrang Kepala Bagian adalah unsur staf
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas mengelola penyusunan kebsjakan
pemerintah daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinaan
administrasi satuan kerja perangkal daerah bidang pemerintahan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi;

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah di
bidang pemerintahan;

c. pembinaan admiristrasi dan saparatur pemernntah daerah bidang
pemerintahan_umum, pemerintahan desa'kelurahan, otonomi daerah dan
kerjasama,

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, otonomi
daerah dan kerasama; dan

e pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Calam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai uraian tugas:

a. membantu Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahieraan Rakyat,
dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan,

b. menyusun rencana dan program kerja Bagian Pemerintahan, sebagsai
pedoman pelaksanaan tugas;

¢ memimpin, mendistnbusikan, dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya,



membina dan memotivasi pelaksana serta memelhara kemampuan
berprestasi pegawai di Bagian Pemerintahan, dalam rangka peningkatan
produktifitas kerja dan mengembangkan karier pagawai,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan lugas
bawahan;

mengelola pengumpuian bahan, menganalisa data di bidang pemenntahan;
mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang
pemearintahan;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemenntahan;
menyusun, menganalisa, dan merumuskan bahan koordinasi perangkat
daerah,

melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pemerintahan,
melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan
konsultasi vertikal dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan;

mengelcia pelaksanaan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis
rencana tindakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan,

mengelola pelaksanaan pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta
memberikan pertimbangan kebijakan pembinaan perangkat daerah;
mengelcla pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah bidang
pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, otonomi daerah dan
kerjasama,

mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemerintahan
daerah yang meliputi pemilihan umum dan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati,

mengelola penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
administrasi kecamatan dan kelurahan;,

mengelola penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan koordinasi
bidang pertanahan yang menjadi urusan pemerintahan daerah,

mangelola rencana dan pelaksanaan anggaran kegatan Bagan
Pemariniahan;

mengeloia pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenntah
daerah bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan,
otonomi dasrah dan kerjasama;

memberixan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Pemenntahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang berkaitan dengan kegiatan
administrasi pemerintahan, dalam rangka pengambilan keputusan/strategi
kebijakan daerah,

melaporkan kepada Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan,

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Pemerintahan, sesuai ketentuan yang beraku; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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Bagian Kedua
Subbagian Pemerintahan Umum

Pasal 5

Subbagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Pemerintahan,

Subbagian Pemenntahan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan
pamufinlahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seria
pembinaan administrasi satuan kerja perangkat daerah bidang pemerintahan
urmum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Pemerintahan Umum mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pemenntah daerah di bidang pemerintah
umum,
pelaksanaan koordinasi tugas pemerintah umum,

¢ pelaksanzan pembingan adminisirasi pemerintahan daerah bidang
pemerintan umum;

d. pelaksansan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang pemerintahan umum; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3). Kepala Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai

uraian tugas;

a. membantu Kepala Bagian Pemerintahan, dalam melaksanakaan tugas di
bidang pemerintahan umum,

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Pemerintahan LUmum,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas Kkepada
pelaksana,

d. membina dan memotivasi pelaksana dalam rangka pelaksanaan tugas;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana,

f.  mengumpulkan dan mengolah data pemerintahan umum;

g. menyiapkan dan menganalisa data urusan yang merupakan kewenangan
daerah,

h. melaksanakan inventarisasi dan mengevaluasi kewenangan daerah,

i. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pambinaan
di bidang penyslenggaraan pemenntahan umum;,

j membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan
pemernntahan umum,

k. menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan dan menganalisa data
pemarintahan umum,

I melaksanakan pembinaan administrasi pemenntahan daerah bidang
pemerintah umum;

m. mengoordinasikan bahan pengusulan keanggotaan DPRD dan atau
keanggotaan DPRD antar waktu atas dasar usulan KPUD dan DPRD;,

n. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi atas pelaksanaan
pemarintahan umum;



bb.

menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pemerintahan umum;

menyiapkan pelaksanaan fasilitasi proses pengangkatan, pemberhentian
Bupati dan Wakil Bupati

menylapkan bahan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kepada pemerintah disampalkan kepada Menten Dalam Negeri melalul
Gubernur;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang
pemerintahan umum;

menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan koordinasi
bidang pertanahan yang menjadi urusan pemerintahan daearah;

menyapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di
bidang pemerintahan umum,;

melaksanakan analisa dan pengkajian serta evaluasi terhadap produk hukum
bidang pemerntahan umum;

menyiapkan bahan usulan anggaran kegiatan Subbagian Pemerntahan
Umum;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil kerja pelaksana,

mealaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang pemerintahan umum;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Pemerintahan, yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan umum,
sebagai bahan pengambilan keputusan/strateg kebijakan daerah;

melaporkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan, setiap selesai
mealaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fugas/kegiatan
Subbagian pemerintahan umum, sesuai ketentuan yang berlaku: dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan,
sesual dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga
Subbagian Pemerintahan Desa/Kelurahan

Pasal &

(1) Subbagian Pemerintahan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seocrang Kepala
Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

(2) Subbagian Pemerntahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan
kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seris
pembinaan administras: bidang pemerintahan desakelurahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:

a.

b

pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
pemerintahan desalkelurahan;

pelaksanaan koordinasi tugas pemerintahan di bidang pemerintahan
desafkelurahan;

pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan bidang pemerintahan
desafkelurahan;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
bidang pemerintahan desakelurahan, dan
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan olen Kepala Bagian Pemerintahan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3). Kepala Subbagian Pemerintahan Desa/Melurahan
mempunyai ura@an tugas

membantu Kepala Bagian Pemeritahan, dalam melaksanakan tugas di
bidang pemerintahan desal/kelurahan:

menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Pemerintahan
DesalKelurahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksana;

membina dan memativasi pelaksana, dalam melaksanakan lugas,
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksans;

mealaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pemernntahan
desafkelurahan;

melaksanakan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pemerintahan
desa;

melaksanakan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pembinaan
lembaga desa;

melaksanakan penyusunan kebijakan dan pedeman teknis pambinaan
perangkat desa;

melaksanakan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis sumber daya dan
pendapatan desa,

meiaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang administrasi
pemerintahan desa dan kelurahan;

melaksanakan pembinaan bidang administras pemerintahan
desalkelurahan;

melaksanakan analisa dan pengkajian sana evaluasi terhadap produk hukum
hidang pemerintahan desalkelurahan;

melaksanakan pemantauan dan evalussi kebijgkan pemerintahan daerah
bidang pemerintahan desalkelurahan;

menyiapkan bahan usulan anggaran kegiatan Subbagian Pemerintahan
DesalKelurahan:

melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil kena pelaksana,;

membenkan saran dan bahan pertimbangan kepada HKepala Bagian
Pemerintahan, yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pemerintahan
desa, dalam rangka pengambilan keputusanisirategi kebijakan daerah;

melaporkan kepada Kepala Bagian Pemerintah, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian
Pemerintahan Desa/Kelurahan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintah,
sesual dengan tugas dan fungsinya.
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Baglan Keempat
Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama

Pasal 7

(1) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama dipimpin cleh seorang Kepala

(2)

(3

(4]

Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bagian Pemanniahan

Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan

bahan kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan

tugas serta pembinaan adminisirasi bidang otonomi daerah dan kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Otonomi Daerah dan Kerjasama mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan peényusunan kebijakan pemerintah daerzh di bedang otonomi
daerah dan kerjasama;

b. pelaksanaan koordinasi tugas pemerintah di bidang otonomi daerah dan
kerjasama,

¢. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan bidang oionomi daerah
dan kerjasama,

d. pelaksansan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
bidang otonomi daerah dan kerjasama; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaeksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama

mempunyai uraian tugas.

a. membantu Kepala Bagian Pemerintahan, dalam melaksanakan tugas di

bidang olonomi daerah dan kerjasama;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Otonomi Daerah dan
Kerjasama, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

€. mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksana;
d. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. melaksanakan pengumpulan bahan dan analisa data otonomi daerah dan
kenasama;

g. menyiapkan bahan penetapan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
otonomi daerah dan kerjasama,

h. menyiapkan bahan perumusan, perencanaan dan pengooordinasian

penataan adminisirasi pemerintahan meliputi penataan kecamsatan ibukots
Kabupaten Cirebon dan kelurahan;

i meanyiapkan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi atas pelaksanaan
kebijakan otonomi daerah dan kerjasama;

j-  membual konsep pedoman dan petunjuk teknis di bidang otonomi daerah
dan kerjasama,

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil kerja pelaksana;

menyiapkan bahan pembinaan terhadap peningkatan kinerja satuan kerja
perangkat daerah;



-12.

menyiapkan penyusunan dan merumuskan bahan maten kebijakan manual
Sistem Perangkat Daergh;

menyiapkan bahan perencanaan, pengumpulan dan  penyusunan
kewenangan camat dan lurah serta menyerasikan kewenangan dinas
daerah;

menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja camat;

membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan
perangkat daerah;

melaksanakan analisa dan pengkajian serta evaluasi terhadap produk
hukum bidang otonomi daerah dan kerasama;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil kerja pelaksana;
melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian Pemerintahan;

menyiapkan bahan usulan anggaran kegiatan Subbagian Olonomi Daerah
dan Kerjasama;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelsksanaan kebijakan daerah
bidang otonomi daerah dan kerasama,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Pemerintahan, yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan otonomi
daerah dan kerjasama, dalam rangka pengambilan keputusan/strategi
kebijakan daerah;

melaporkan kepada Kepala Bagian Pemernntah, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian
Otonomi Daerah dan Kerjasama, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

meilaksanakan fugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintah,
sesugi dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Bagian Pertama
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 8

{1) Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin cleh seorang Kepala Bagian adalah
unsur staf yang berada di bawah dan beranggung jawab kepada Asisten
Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

(2) Bagian Kesesjahteraan Rakyat mempunyai tugas mengeicla bahan kebijakan
pemenntahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta
pembinaan administrasi satuan kerja perangkat daerah bidang kessjahteraan
rakyat.

(3) Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian
Keseiahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a.

b.

pengelolaan penyusunan kebijakan pemenntahan daerah di  bidang
kesejahteraan rakyat;
pengelolaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
kesejahteraan rakyat;
pengelolaan pembinaan administrasi pemerintahan daerah  bidang
pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan, pariwisata, pemuda
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dan olah vraga, sosial dan agama, kesehatan, pemberdayaan
masyarakat/perempuan dan keluarga berencana,

pemantauan dan avaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
bidang pendidikan, tenaga kera dan transmigrasi, kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olah raga, sosial dan agama, kesehatan, pemberdayaan
masyarakat/perempuan dan keluarga berencana; dan

pelaksanaan tugas lan yang diberikan oleh Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sesuai dengan tugas dan
fungsinya,

(4) Delam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2}, dan ayat (3), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian
lugas:

b.

membantu Asisten Administrasi Pemerirtahan dan Kesejahteraan Rakyat
dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi kesejahteraan rakyat;
merencanakan program kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat, sebaga:
pedoman pelaksanaan tugas,

memimpin, mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya;

membina dan memotivasi pelaksana/pegawai serta memalihara kemampuan
berprestasi pegawai di Bagian Kesejahteraan Rakyst, dalam rangka
peningkatan produktifitas kerja dan mengembangkan kaner pegawai,
memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana,

mengalola pengumpulan data di bidang kesejahteraan rakyat;

mengelola pelaksanaan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di
bidang kesejahteraan rakyat,

mengelola penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang
kesajahteraan rakyat;

mengelola pelaksanaan koordinasi pelaksanaan ftugas di lingkup
kesejahteraan rakyat,

mengelola pelaksanaan pembinaan adminisftrasi pemerintahan daerah
bidang pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan, parwisata,
pamuda dan olah raga, sosial dan agama, kesehatan, pemberdayaan
masyarakat/pereampuan dan keluarga berencana;

mengelola pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan
pemerintahan daerah bidang pendidikan, fenaga kerja dan transmigrasi,
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, sosial dan agama,
kesehatan, pemberdayaan masyarakat/perempuan dan keluarga berencana,;
mengelola penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Bagian
Kesejahteraan Rakyat;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. yang berkaitan dengan
pelaksanaan administrasi kesejahteraan rakyat, dalam rangka pengambilan
keputusan/strategl kebijakan pemerintahan daerah,

melaporkan kepada Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesemahteraan
Rakyat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan,

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Kessjahteraan Rakyat, sesuai ketantuan yang berlaku, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesual dengan tugas dan
fungsinya.



(1)

(2)

(2

(4)

- 14-

Bagian Kedua

Subbagian Pendidikan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 9

Subbagian Pendidikan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kebudaysan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Subbagian Pendidikan, Tenaga Kera dan Transmigrasi, Kebudayaan,
Pariwisgta, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas menyiapkan bahan
kebijakan pemerintshan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas
serta pembinaan administrasi bidang pendidikan, tenaga kerja dan
transmigrasi, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Pendidikan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kebudayaan, Panwisata, Pemuda

dan Olah Raga, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi. kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan clah raga;

b. peiaksanaan koordinasl tugas pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi,
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;

¢. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan daserah bidang
pendidikan, tenaga keqja dan transmigrasi, kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olah raga;

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijjakan daerah
bidang pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olah raga; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Pendidikan, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Kebudaysan, Parwisata, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai

uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyai, dalam melaksanakan
tugas di bidang pendidikan, tenaga kera dan transmigrasi, kebudayaan,
pariwisata, pemuda dan clah raga,

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Pendidikan, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

c. membina dan mamotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas pelaksana;

&, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. melaksanakan koordinasi pengumpulan dan penyajian data termasuk data
sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan dan pemberian bantuan di
bidang pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan, panwisata,
pemuda dan olah raga,

g. melaksanakan perumusan kebijakan pemerintahan daerah o bidang
pendidikan, tenaga kerfa dan transmigrasi, kebudaysan, pariwisata,
pemuda dan olah raga;
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h. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di
bidang pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olah raga;

I melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup di bidang
pendidikan, tenaga kerja dan ftransmigrasi, kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olah raga;

J.  melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang
pendidikan, perpustakaan umum, tenaga kerja dan transmigrasi,
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga,

k. melaksanakan penyiapen bahan analisa dan pengkajian serta evaluasi
terhadap produk hukum di bidang pendidikan, tenaga kerja dan
transmigrasi, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga,

I rr-alaks.arqak_an pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah di bidang pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi. kebudayaan,
pariwisata, pemuda dan olah raga;

m. mengeloia penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Pendidikan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kebudayaan, Panwisata,
Pemuda dan Olah Raga;

n. melaksanakan koordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olah raga

o. melaksanakan koordinasi penyusunan target standar pelayanan minimal
(SPM)} di bidang pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan,
pariwisata, pemuda dan olah raga;

p  melaksanakan koreksi hasil kerja palaksana;

g. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan
bidang pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olah raga, dalam rangka pengambilan keputusanfkebijakan
daerah;

r. melaporkan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan,

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasfkegiatan
Subbagian Pendidikan, Tenaga Kena dan Transmigrasi, Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

t.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Sosial dan Agama

Pasal 10

Subbagian Scsial dan Agama dipimpin cleh seocrang Kepala Subbagian adalah

unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian

Kesejahteraan Rakyat

Subbagian Sosial dan Agama mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan

pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta

pembinaan administrasi di bidang sosial dan agama.

Untuk melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Subbagian

Sosial dan Agama mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pemenntahan daerah di bidang sosial
dan agama,;

b. pelaksanaan koordinasi tugas di bidang sosial dan agama;
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pelaksanaan pembinaan adminstrasi bidang sosial dan agama;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
bidang sosial dan agama; dan

pelaksanaan tugas lam yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayal (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Sosial dan Agama mempunyai uraian

tugas:

a. membantu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, dalam melaksanakan
tugas di bidang sosial dan agama;

b. menyiapkan rencana dan program kena Subbagian Sosial dan Agama,
sebagai pedaman pelaksanaan tugas;

c. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d.  mendistnbusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

e memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
palaksana,

f. malaksanakan koordinasi pengumpulan dan penyajian data termasuk
sarana dan prasarana penbadatan, kegiatan keagamaan, dan organisasi
kemasyarakatan keagamaan dalam rangka pembinasn dan pemberian
bantuan di bidang sosial dan agama;

g menyiapkan bahan penyusunan rencana pembinaan terhadap kegiatan
kemasyarakatan di bidang agama,

h  melaksanakan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang sosial
dan agama;,

I. melaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang sosial,

j. melaksanakan pembinaan administrasi di bidang sosial;

k. melaksanakan koordinasi pembinaan di bidang agama,

|.  melaksanakan koordinasi kegiatan haji:

m. melaksanakan kcordinasi kegiatan urusan badan amil zakat infag dan
socdagoh dan penyelenggaraan musabagah tilawatil Qur'an;

n.  menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan kehidupan umat beragama;

o menyusun padoman dan petunjuk feknis di bidang sosial dan agama;

p. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup di bidang sosial dan
agama,

q. melaksanakan pambinaan administrasi pemerintahan daerah di bidang
sosial dan agama;

r. melaksanakan analisa dan pengkajian serta evaluasi terhadap produk
hukum di bidang sosial dan agama;

s melaksanakan analisa dan pengkajian seria evaluasi terhadap produk
hukum bidang sosial dan agama;

t. melaksanakan pemantavan terhadap pelaksanaan kebijakan pemenntah
daerah bidang sosial dan agama;

U, melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Sosial dan Agama;

v. melaksanakan koordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang sosial dan agama,

w. melaksanakan koordinasi penyusunan target standar pelayanan minimal
(SPM) di bidang sosial dan agama,

x. mengoreks hasil kena pelaksana;
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y. memberkan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyal, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang sosial
dan agama, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan dagrah

Z melaporkan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

aa. melaksanakan bahan evaluasi dan pelaperan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Sosial dan Agama, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat, sesual dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan
dan Keluarga Berencana

Pasal 11

Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan dan Keluarga
Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat.

Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan dan Keluarga
Bersncana mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintahan
daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seria pembinaan
administrasi bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakal! perempuan dan
keluarga berancana

Untuk melaksanakan tugas sebageimana dimaksud pada ayat {2), Subbagian
Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/! Perempuan dan Keluarga Berencana
mempunyai fungsi.

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesehatan

pemberdayaan masyarakat/perempuan dan keluargs berencana;

b. pengoordinasian  pelaksanaan ftugas kesehatan, pemberdayaan
masyarakat/perampuan dan keluarga berencana;

¢. pembinaan administrasi pemerintahan daerah di bidang kesehatan,
pemberdayaan masyarakat/perempuan dan keluarga berencana,

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenntah daerah
bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat/perempuan dan keluarga
berencana; dan

@ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebageimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2}, dan ayat (3), Kepala Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan

Masyarakat/Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai urajan tugas:

a. membantu Kepala -1 . dalam melaksanakan
lugas pembinaan di bidang kesehatan, pemberdayaan
masyarakat/perempuan dan keluarga berencana;

b. menyiapkan rencana dan program kera Subbagian Kesehatan,
Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan dan Keluarga Berencana, sebagai
padoman pelaksanaan tugas;

€. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana,

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksansan tugas
pelaksansa,
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melaksanakan koordinasi pengumpulan dan penyajian data termasuk
sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan dan pemberian bantuan di
bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan
dan keluarga berencana,

melaksanakan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
kesghatan, pamberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan
keluarga berencana;

menyusun pedoman dan  petunjuk  teknis di  bidang kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana:

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup di bidang
kesehatan, pemberdaysan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan
keluarga berencana;

melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang
kesehatan, pemberdayaan masyarakat pemberdayaan perempuan dan
keluarga berencana;

melaksanakan penyiapan bahan analisis dan pengkajan seria evaluasi
terhadap produk hukum di bidang kesshatan, pemberdayaan masyarakat
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

melaksanakan pemantauan temadap pelaksanaan kebijakan pemeriniah
dserah bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan
perempuan dan keluarga berencana;

melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan dan Keluarga
Berencana;

melaksanakan koordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat {IKM;
di bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana,

melaksanakan koordinasi penyusunan target standar pelayanan minimal
(SPM) di bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana,

mengoreksi hasil kerja pelaksana,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan

keiuarga berencana, dalam rangka pengambilan Keputusan/kebijakan
daerah;

melaporkan kepada Kepala Bagian Kesejahterasn Rakyat, sefiap selesal
melaksanakan tugas/penugasan,

melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas’kegiatan
Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan dan
Keiuarga Berencana, sesuai keteniuan yang berlaku, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahterasn
Rakyat, sesuai dengan tugas dan fungsinya
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BAB Vi
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Bagian Pertama
Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 12

Bagian Hubungan Masyarakal dipimpin oleh secrang Kepala Bagian adalah
unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten
Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyal tugas mengelola data dan
informasi, pemberitaan mengenai kegiatan/kebijakan pemerintah daerah, sandi
dan telekomunikasi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (2), Bagian
Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. pengelolaan penyusunan kebijakan pemenntahan daerah di bidang
hubungan masyarakat,

b. pengelolaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
hubungan masyarakat

c. pengeiolaan data dan informasi, pemberitaan mengenai kegiatan/kebijakan
pemerintah daerah, sandi dan telekomunikasi daerah;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang hubungan
masyarakat, dan

e pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sesuai dengen tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayal (3), Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai uraian

tugas:

a. membantu Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
dalam melaksanakan tugas di bidang data dan informasi pemberitaan
mengenai  kegatan/kebijakan  pemerintah  daerah, sandi dan
telekomunikasi,

b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bagian Hubungan
Masyarakat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

€. membina dan memaotivasl bawahan/pegawai serta memelihara kemampuan
berprestasi pegawai di Bagian Hubungan Masyarakat, dalam rangka
peningkatan produktifitas pegawai dan pangembangan karier pagawa;

d. memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesusi bidang tugasnya;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f. mengelola, mengumpulkan, menganalisls, dan mengolah data dan
informasi, pemberitaan mengenai kegiatan/kebijakan pemenntah daerah,
sandi dan telekomunikasi;

mengelola pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat;
mengelola pengendalian terhadap operasional pengolahan data dan
informasi, pemberitaan mengenai kegiatan/kebijakan pemerintah daerah,
sandi dan telekomunikasi,

i. mengelola pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan pemeliharaan

jaringan internet di lingkup Sekretariat Daerah;

=@
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j-  mengelola pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pangembangan
website Sekretariat Daerah;

k. mengelola pelaksanaan hubungan kemitraan dengan kalangan pers,
|. mengelola pelaksanaan koordinasi dengan satuan kera terkait, guna
kelancaran pelaksanaan tugas,

m. mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah ginas di bidang
hubungan masyarakat;

n. mengeloia penyusunan rencana, dan pelaksanaan anggaran Bagian
Hubungan Masyarakat;

0. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan kegiatan
hubungan masyarakat, =sandi dan telekomunikasi, dalam rangka
pengambilan keputusan/strategi kebijakan daerah;

p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat;

q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Hubungan Masyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Data dan Informasi
Fasal 13

Subbagian Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah

unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bagian Hubungan Masyarakat.

Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

pengumpulan dan penyajian data dan informasi mengenai kegiatan/ebijakan

pemenntah daerah sebagai bahan pemberitaan

Untuk meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Data dan Informasi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan data dan informasi mengenai kegiatan/kebijakan
pemerintah daerah sebagal bahan pemberitaan;

b. pelaksanaan koordinasi tugas pengumpulan data dan informasi mengenai
kegiatan/kebijakan pemerintah daerah;,

c. pelaksanaan pengkajian dan penyajian data dan informasi mengenai
kegiatan/kebijakan pemerintah daerah sebagai bahan pembertaan:

d. pemantauan dan evaluasi data dan informasi mengenai kegiatan/kebijakan
pemerintah daerah sebagai bahan pemberitaan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat, sesusi dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanzskan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Data dan Informasi mempunyai uraian

tugas:

a. membanty Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, dalam melaksanakan
tugas di bidang data dan informasi;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Data dan Informasi,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

c. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;
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mendistibusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksans,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional penyusunan
data dan informasi,

mengoreksi hasil kerja pelaksana;

mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data dan informasi sebagai
bahan pemberitaan;

menylapkan data dan informasi kegiatan pimpinan daerah,

melaksanakan peliputan, penyajian data dan informasi hasil kegiatan
pimpinan dasrah;

melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian Hubungan
Masyarakat;

melaksanakan pelayanan akses internet di lingkup Sekretariat Daerah;
melaksanakan pengkajian, pengembangan dan pemeliharaan jaringan
internet di ingkup Sekretariat Daerah,

mengelola pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan
website Sekretariat Daerah;

melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait, guna kelancaran
pelaksanaan tugas,

mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang
data dan informasi:

menyiapkan penyusunan rencana, pembshasan dan pelaksanaan
anggaran Subbagian Data dan Informasi;

memberikan saran dan bahan pertiimbangan kepada Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat, yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bidang
data dan informasi, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan
daerah;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagien Hubungan
Masyarakat;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fugas/kegiatan
Subbagian Data dan Informasi, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Pemberitaan
Pasal 14

Subbagian Pemberitaan dipimpin oleh secrang Kepala Subbagian adalah unsur
staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat.

Kepala Subbagian Pemberitaan mempunyai tugas menyiapkan pemberitaan
mengenai kegiatan/kebijakan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Pemberitaan mempunyai fungsi:

b.

pelaksanaan penyusunan dan penyigapan pemberitaan  mengenai
kegiatan/kebijakan pemerintah daerah,

pelaksanaan koordinasi tugas-tugas pemberitaan;
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pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksansan tugas pemberntaan;
dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Pemberitaan mempunyai uraian

fugas:

b.

membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, dalam melaksanakan
tugas di bidang pemberitaan;

menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Pemberitaan, sebagsai
pedoman pelaksanaan tugas,

membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

mendizstribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas pada
peiaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

mengoreksi hasil kerja pelaksana;

melaksanakan koordinasi dengan satuan kKerja terkait guna kelancaran
pelaksanaan tugas pembentaan;

mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang
pemberitaan;

menyiapkan pemberitaan baik melalui media cetak maupun media
elektronik guna memperjelas kebijakan pemerintah daerah;

menyiapkan publikasi kegiatan pemerintah daerah di bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;

menyjapkan bahan guna mengklarfikasi pemberitaan pemenntah daerah;
melaksanakan koordinasi hubungan kemitraan dengan kalangan pers;
melaksanakan pendistribusian bahan-bahan penerbitan pemberitaan;

menyiapkan rencana, pembahasan dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Pemberitaan,

meamberikan saran dan bahan perfimbangan kepada Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat, yang berkattan dengan kegiatan di bidang
pemberitaan, dalam rangka pangambilan keputusan/kebijakan daerah;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Pemberitaan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan fugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Sandi dan Telekomunikasi
Pasal 15

Subbagian Sandi dan Talekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat,
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Subbagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan
sandi dan telekomunikasi pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Sandi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan kegiatan di bidang sandi dan telekomunikasi;

b. pelaksanaan koordinasi tugas sandi dan telekomunikasi;

¢. pelaksanaan tugas administrasi sand| dan telekomunikasi,

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sandi dan telekomunikasi; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepalz Subbagian Sandi dan Telekomunikasi
mempunyai uraian tugas:

a. membaniu Kepaia Bagian Hubungan Masyarakat, dalam melaksanakan
tugas di bidang sandi dan telekomunikasi;

b. menyiapkan rencana dan program kera Subbagian Sandi dan
Telekomunikasi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

€. membina dan memctivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f. meiaksanakan koordinasli petunjuk-petunjuk tentang pengamanan
informasifberta sandi dan telekomunikasi;

g. melaksanakan tata usaha sandi dan telekomunikasi,

h. mengamankan informasiberita sandi dan telekomunikas: seria berita-berita
lainnya;

i. memelihara dan mengamankan alat-alat sandi dan telekomunilkasi;

j.  melaksanakan pengelclaan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangks
pelayanan dan pengamanan sandi dan telekomunikasi;

k. melaksanakan koordinasi jaringan komunikasi;
l. mengoreksi hasil kerja pelaksana;

m. menyiapkan rencana, pembahasan dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Sandi dan Telekomunikasi;

n. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat, yang berkaitan dengan kegiatan sandi dan
telekomunikasi, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan daerah),

0. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat:

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegatan
Subbagian Sandi dan Telekomunikasi, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat, sesual dengan tugas dan fungsinya.
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BAB VI

BAGIAN HUKUM
Bagian Pertama
Bagian Hukum

Pasal 16

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian adalah unsur staf yang
berada di bawah dan berlanggung jawab kepada Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Hukum mempunyai tugas mengelola penyusunan dan pengkajian
peraturan perundang-undangan daerah, pemberian bantuan hukum, informasi
dan dokumentasi produk hukum daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian
Hukum mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang hukum;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah di
bidang hukum;

c. pengkajian dan pembinaan terhadap pelaksansan bidang peraturan
perundang-undangan daerah, pemberan bantuan hukum, informasi dan
dokumentasi produk hukum daerah,

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
bidang peraturan perundang-undangan daerah, pemberian bantuan hukum,
informasi dan dokumentasi produk hukum daerah; dan

e pelaksanaan ftugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sesual dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan tuges dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat {2}, dan ayat (3), Kepala Bagian Hukum mempunyai uraian tugas:

a. membantu Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
dalam melaksanakan tugas di bidang hukum;

b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bagian Hukum,
sebagai pedoman pelaksanaan lugas,

c. memimpin, mendistibusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya,

d. membina dan mematlivasi pelaksana/pegawali serta memelihara
kemampuan berprestasi pegawai di Bagian Hukum dalam rangka
peningkatan produktifitas kerja dan mengembangkan karer pegawai;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksans;

f. mengelola pelaksanaan koordinasi perumusan Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta produk-produk hukum daerah
lainnya;

g. mengelola penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraturan
perundang-undangan daerah, bantuan hukum, dokumen hukum dan
penyuluhan hukum;

h. mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan
daerah dan penyiapan behan rancangan Peraturan Daerah;

i. mengelola pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan tertib hukum di daerah;

j. menghimpun bahan peraturan perundang-undangan, mempublikasikan,
mensosialisasikan produk hukum daerah dan dokumentasi hukum sarta
pelaksanaan sistem jaringan, dokumentasi dan informasi hukum:
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K. men-gglnia penyiapan bahan dan bantuan hukum kepada aparatur
pemerintah daerah dan desa atas permasalahan hukum yang timbul dalam
pelaksanaan tugas baik di dalam maupun diluar pengadilan;

. mengelcla penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada Desa
Sadar Hukum dan Keluarga Sadar Hukum;

m. mengoreksi dan menyempumakan konsep-konsep naskah dinas di bidang
peraturan perundang-undangan daerah, bantuan hukum, dokumentasi
hukum dan penyuluhan hukum;

n. melaksanakan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di
bidang hukum;

0. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejahtersan Rakyat, yang berkaitan dengan bidang
hukum, sebagal bahan pengambilan keputusan/sirategis kebijakan
pemerntah daerah;

p. melaporkan kepada Asisten Administrasi Pemenntah dan Kesejahteraan
Rakyat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

Q. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasi/kegiatan Bagian
Hukum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

r. melaksanakan tugas lain yeang dibenkan oleh Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesejshteraan Rakyat, sesual dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Perundang-undangan

Pasal 17

Subbagian Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagan

adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bagian Hukum,

Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan pengkajian

dan penyusunsan kebijakan pemerintah daerah di bidang peraturan perundang-

undangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Perundang-undangan mempunyai fungsk:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
peraturan perundang-undangan daerah;

b. pelaksanaan koordinasi tugas di bidang peraturan perundang-undangan
daerah;

c. pengkajian dan pembinaan terhadap pelaksanaan produk hukum daerah;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijgkan pemeriniah daerah
bidang peraturan perundang-undangan daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bagian Hukum, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Perundang-undangan mempunyai

uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Hukum, dalam melaksanakan tugas di bidang
peraturan perundang-undangan daerah;

b, menyiapkan rencana dan program kera Subbagian Perundang-undangan,
sebagai paedoman pelaksanaan tugas,

¢. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan ftugas kepada
pelaksana;
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d. membina dan memotivasi pada pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

@ memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f.  menyiapkan bahan-bahan kajian dalam rangka penyusunan rancangan
paraturan perundang-undangan daerah;

4. menyiapkan pelaksanaan pengumpulan dan penelaahan peraturan
perundang-undangan daerah yang berhubungan dengan tugas-tugas
pemerintah daerah;

h.  melaksanakan penyusunan produk hukum daerah;

i.  mengoreksi hasil kerja pelaksana,;

j. menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Perundang-
undangan;

k. meamberikan saran bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum,
yang berkaitan dengan kegiatan bidang peraturan perundang-undangan
daerah, dalarm rangka pengambilan keputusan/strategi kebijakan
pemerintah daerah;

|.  melaporkan kepada Kepala Bagian Hukum setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

m. menyiapakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Perundang-undangan, sesuaiketentuan yang berlaku; dan

n.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum, sesual
dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat
Subbagian Bantuan Hukum

Fasal 18

Subbagian Bantuan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah

unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bagian Hukum.

Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penanganan

permasalahan hukum pemerintah daerah dan desa, memberikan pelayanan

bantuan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan desa sera pembinaan

terhadap desa dan keluarga sadar hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagan

Bantuan Hukum mempunyai fungsi:

a penyiapan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang bantuan
hukum,

b. pelaksanaan koordinasi di bidang bantuan hukum;,

c. pelaksanaan bantuan hukum bagi aparatur pemerintah dan desa

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang bantuan hukum,
dan

2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagsimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat {3), Kepala Subbagian Bantuan Hukum mempunyai uraian

tugas:

a. membantu Kepala Bagian Hukum, dalam meiaksanakan tugas di bidang

bantuan hukum;
b. menyapkan rencana dan program kena Subbagian Bantuan Hukum,
sabagai pedoman pelaksanaan tugas,
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€. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

d. membina dan memotivasi para pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan
tugas pelaksana;

f.  menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan dalam penanganan
permasalahan hukum;

menyiapkan pelaksanaan pengumpulan bahan dan pelayanan bantuan
hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan,

menyiapkan pelaksanaan pembinaan desa dan keluarga sadar hukum;
melaksanakan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
mengoreksi hasil kerja pelaksana;

menyiapkan rencana, pembahasan dan pelaksanaan anggaran

Subbagian Bantuan Hukum;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian

Hukum, yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum, dalam rangka

pengambilan keputusan/strategi kebijakan pemerintah daerah;

m. melaporkan kepada Kepala Bagian Hukum, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

n. menyiapkan evaluasi dan pelaporan peleksanaan tugas/kegiatan

Subbagian Bantuan Hukum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

0. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

T o R

Bagian Ketiga
Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum

Pasal 19

Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Hukum.

Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan
pelaksanaan penyebaran informasi hukum, mempublikasikan,
mensosializasikan produk hukum daerah, menerbitkan dan pendokumentasian
Lembaran Daerah dan Berita Daerah,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Informasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi:

8. penyiapan penyusunan kebijakan pemerintanan daerah di  bidang
informasi dan dokumentasi hukum;

b. pelaksanaan koordinasi tugas di bidang informasi dan dokumentas
hukurm;

c. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, dan penyimpanan bidang
informasi dan dokumentasi hukum;,

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang informasi dan
dokumentasi hukum: dan

@. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum, sesuai
dengan tugas dan fungsinya
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum
mampunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Hukum, dalam melsksanakan tugas di bidang
Informasi dan dokumentasi hukum:;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Informasi dan
Dokumentasi Hukum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

c.  membina dan memaotivasi para pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksana;

e memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan
tugas pelaksana;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pempublikasian, sosialisasi, dan
pendokumentasian produk hukum daerah;

9. menyiapkan pelaksanaan kodifikasi produk hukum daerah dan produk
hukum desa serta menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;,

h menyiapkan pelaksanaan penyebaran produk hukum daerah dan produk
hukum desa;

. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi dan
informasi  hukum;

] melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian Hukum;
k. mengoreksi hasil kerja pelaksana,

. menyiapkan rencana, pembahasan dan pelaksanaan anggaran
Subbagian Dokumentasi dan Informasi;

m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kspala Bagian
Hukum, yang berkaitan dengan bidang informasi dan dokumentasi hukum,
dalam rangka pengambilan keputusan/strategi kebijakan pemeriniah
daerah;

n.  melaporkan kepada Kepala Bagian Hukum, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

0. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan

Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum, sesuai ketentuan yang
beraku, dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIl

ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN

Pasal 20

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan adalah unsur pembantu
dipimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Daerah.

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyal tugas
meanyusun kebijakan pemerintah daerah dan pengoordinasian serta pembinaan
administrasi satuan kerja perangkat daerah di  bidang administrasi
perekonomian dan pembangunan.



(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten
Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

(4)

penyusunan kebijakan pemerintah deerah di bidang administrasi
perekonomian dan pembangunan,

pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah di
bidang administrasi perekanomian dan pambangunan,

pembinaan adminisirasi pemerintah daerah lingkup administrasi
perekonomian dan pembangunan;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
bidang administrasi perekonomian dan pembangunan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah, sesuzi
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2). dan ayat (3}, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
mempunyai uraian tugas:

a.

b

menyusun kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan
pembangunan;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi perekcnomian
dan pembangunan,

menyelenggarakan penyusunan rencana kerja lingkup Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada para Kepala Bagian, dalam
rangka pelaksanaan tugas di lingkup perekonomian dan pembangunan;

mamimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh
kegiatan pelaksanaan tugas di lingkup perekonomian dan pembangunan;

membina dan memotivasi pegawai serta memelihara kinena pegawai di
lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dalam rangks
peningkatan produktifitas kerja dan mengambangkan karier pegawai;

mengevaluasl pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan unfuk mengetahui sampai sejauh mana
kesesuaian dengan program dan langkah-langkah kerja yang ditentukan;

mengoordinasikan rencana anggaran satuan kerja di lingkup Asisten
Administrasi Perekonomian dan Pembangunan,

mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas yang
menjadi kewenangannya;

mengoordinasikan kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam lingkup Asisten
Administragi Perekonomian dan Pembangunan;

mengoordinasikan penyusunan program pembinaan pembangunan daerah,
pembangunan antar daerah dan antar sektor;

merumuskan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan
bidang perekenomian, pembangunan dan sumber daya alam;

mengoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di
bidang perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam;

mengoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang
perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris Daerah,
yang berkattan dengan kegiatan bidang pemerintahan dan kesejahteraan
rakyat, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan daerah;
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p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretans Daerah;

q. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi perekonomian
dan pembangunan; dan

r. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris Daerah, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX

BAGIAN PEMBANGUNAN
Bagian Pertama
Bagian Pembangunan

Pasal 21

Bagian Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian adalah unsur staf
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi

Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Pembangunan mempunyai tugas mengelola bahan kebijakan

pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta

pembinaan administrasi satuan kerja perangkat daerah di bidang administrasi

pembangunan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pengelolaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
administrasi pembangunan;

b. pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
administrasi peambangunan;

¢ pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang perencanaan
pembangunan, penelitian, pengembangan, statistik, perhubungan
komunikasi, informatika dan pekerjaan umum,

d pemantauan dan evsluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
bidang administrasi pembangunan; dan

e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

{4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bagian Pembangunan mempunyai uraian lugas:

a8 membantu Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, dalam
melaksanakaan tugas di bidang administrasi pembangunan,

b. mengelola rencana dan program kerja Bagian Pembangunan, sebagai
paedoman pelaksanaan tugas;

c. membinga dan memotivasi pelaksana/pegawal serta memelihara
kemampuan berprestasi pegawai, dalam rangka peningkatan produktifitas
pegawai dan pengembangan karier pagawai;

d. memimpin. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan iugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuail bidang tugasnya,

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. mengoreksi dan menyempumakan konsep-konsep naskah dinas Bagian
Pembangunan,

g. melaksanakan fungsi sebagai anggota Tim Anggaran Eksekutif;
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menganalisis data untuk bahan usulan pelaksanaan program
pembangunan yang dibiayai APBD dan sumber lainnya;

mengumpulkan dan mengolah baban laporan dani Perangkat Daerah,
sebagai bahan pemantavan dan evaluasi di  bidang administrasi
pembangunan;

memantau dan membina pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup
pemernntah daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;

melaksanakan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas,

mengelola penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis bidang
perencanaan pembangunan, penslitian, pengembangan, statistik,
perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum;

mengelola penyusunan kebijakan dan program dalam rangka pembinaan
dan peningkatan sarana dan |rasarana bideng perencanaan
pembangunan, peneglitian, pengembangan, statistik, perhubungan,
komunikasi, informatika dan pekergaan umum;

mengelcia pengumpulan data, koordinasi dan program  tahunan
pembangunan daerah,

mengelola pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang di
biayai APBD dan dana pembangunan lainnya;

mengelola pengumpulan  bahan dan  kelengkapan administrasi
pembangunan dari Pemerintah dan bantuan lainnya;

mengeiola hasil analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan,

mengelola penyusunan petunjuk teknis pengelolaan APBD,
mengelola penyusunan rencana anggaran Bagian Pembangunan;
mengevaluasi hasil kerja para Subbagian, sesuai program kera;

mamberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan, yang berkaitan dengan kegiatan
pembangunan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan daerah;

maelaporkan  kepada  Asisten  Administrasi Perekonomian  dan
Pembangunan, setiap sslesai melaksanakan tugas/penugasan,

mengelola evalugsi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Pembangunan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberkan oleh Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian,
Pengembangan dan Statistik

Pasal 22

Subbagian Perencanaan Pembangunan, Penelitan, Pengembangan, dan
Statistik dipimpin cleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Pembangunan.
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Subbagian Parencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan, dan

Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintahan daerah

dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinaan administrasi satuan

karja perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian,
pengembangan, dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Statistik

mempunyai fungsi;

g penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perencanaan
pembangunan, penelitian, pengembangan, dan statistik;

b. pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan statistik;

¢. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang
perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan statistik;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di
bidang perencanaan pembangunan, penelitan, pengembangan, dan
statistik, dan

e pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Pserencanaan Pembangunan,

Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Pembangunan, dalam melaksanakan tugas di
bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan
statistik;

b. menyiapkan rencana dan program kera Subbagian Persncanaan
Pembangunan, Penelitian, Pengembangan, dan Statistik, ssbagai pedoman
pelaksanaan tugas,

Cc. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas,

d. mendistnbusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana,

. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilal pelaksanaan tugas
pelaksana,

f. melaksanakan pengumpulan data bidang perencanaan pembangunan,
penelitian, pengembangan dan statistik;

g. melaksanakan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah bidang
perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik;

h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan
pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik;

i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan {ugas bidang perencanaan
pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik;

j. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang
perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik;

k. menyiapkan pelaksanaan pembinaan pengadaan barang/asa terhadap
pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah,

. menyiapkan penyusunan data aslokasi kegiatan di masing-masing satuan
kerja;

m. menyiapkan penyusunan petunjuk leknis pengeloclaan Anggaran Belanja
Daerah;

n. meiaksanakan analisa dan pengksgjian serta evaluasi terhadap produk
hukum bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan
statistik;
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0. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengambangan dan
statistik;

p. meilaksanakan penyusunan rencana, pembahasan dan pelaksanaan
anggaran  Subbagian  Perencanaan  Pembangunan Penelitian,
Pengembangan dan Statistik;

mengoreksi hasil kerja pelaksana,

r. menyiapkan rencana anggaran Subbagian Perencanaan Pembangunan,
Penelitian, Pengembangan, dan Statistik;

S. memberkan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Pembangunan, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang perencanaan
pembangunan, penaltian, pengembangan, dan stafistik, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan daerah;

t. melaporkan kepada Kepala Bagian Pembangunan, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan,

U. melaksanakan evaluasi dan pelaporan  pelaksanaan  tugas/kegiatan
Subbagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan, dan
Statistik, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 23

Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Pembangunan,

Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas
menyiapkan bahan kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan
pelaksanaan fugas serta pembinaan administrasi satuan kerja perangkst
daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (2), Subbagian

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
komunikasi dan informatika:

b. pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika;

c. pembinaan administrasi pemerintahan daerah di bidang perhubungan,
komunikasi dan informatika;

d. pelaksanaan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemearintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
dan

e pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan,
sesiai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Pembangunan, dalam melaksanakaan fugas
bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
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membina dan memaotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan membern petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan manilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

mengeicla pengumpulan data sebagsi bahan kebijakan pemernntahan
daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

melaksanakan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika;

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika;

melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika;

menyiapkan bahan koordinasi untuk kegiatan Badan Koordinasi Lalu Lintas
(Bakorlantas) dalam rangka antisipasi permasalahan lalu lintas,

menyiapkan pelaksanaan koordinasi pengendalian frayek angkutan
bersama tim dan unsur kerja terkait;

mengelola rapat pembahasan dengan instansi terkait dalam rangka
pemberian rekomendasi di bidang penerbitan trayek baru untuk angkutan
LTI,

menyiapkan pembentukan tim bakorlantas/pelayanan pengamanan
pengendalian Ialu lintas angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru dan hari
besar lainnya;

melaksanakan koordinasi dengan sstuan kerja terkait guna melakukan
peninjauan ke lokasi rawan kecelakaan atau kemacetan lalu lintas,

melaksanakan analisa dan pengkajian serta evaluasi terhadap produk
hukum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika,

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelsksanaan kehiakan
pemerintahanan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan
informatika;

mengelola penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

melaksanakan koordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang perhubungan, komunikasi dan informasika,

melaksanakan koordinasi penyusunan target standar pelayanan minimal
(SPM) di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

mengoreksi hasil kena pelaksana,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan, yang berkaitan dengan kegiatan bidang
parhubungan, komunikasi dan informatika, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan pemenntahan daerah;

mealaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Pembangunan;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Perhubungan, Komunikesi dan Informatika, sesual ketentuan
yang berlaky; dan

melaksanakan tugas lan yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pambangunan, sesual dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Keempat
Subbagian Pekerjaan Umum

Pasal 24

Subbagian Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah
unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Pembangunan

Subbagian Pekenaan Umum mempunyai tugas menyiapkan kebijakan
pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sera
pembinaan administrasi satuan kerja perangkat daerah bidang pekerjaan
umum.

Untuk melaksanakan tugss sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
pekeriaan umum;

b. pelaksan@an koordinasi tugas satuan kerja perangkat dasrah di bidang
pekeraan umum;

c. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintshan daerah bidang
kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan ketataruangan,

d. pelaksanaan pemantauan, pengendalan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintahan daerah bidang kebinamargaan, pengairan,
keciptakaryaan dan ketataruangan; dan

e. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2}, dan ayat (3), Kepala Subbagian Pekerjaan Umum mempunyai uraian

tugas:

a. membantu Kepala Bagian Pembangunan, dalam melaksanakan tugas
bidang kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan ketataruangan,

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Pekerjaan Umum,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

e memantau, meangendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. mengelola pengumpulan data bidang kebinamargaan, pengairan,
keciptakaryaan dan ketataruangan;

g. melaksanakan perumusan kebijakan pemerintahan daerah  bidang
kelinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan ketataruangan;

h. melaksanakan koordinas:i pelaksanaan tugas di lingkup bidang
kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan ketatarvangan,

i, melaksanakan pembingan administrasi pemerintahan daersh bidang
kebinamargaan. pengairan, keciptakaryaan dan ketataruangan;

J melaksanakan anaksa dan pengkajian serta evaluasi terhadap produk
hukum bidang kebinamargaan, pengairan, keciplakaryaan dan
ketataruangan,

k. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah bidang kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan
xetataruangan;

. menyiapkan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Pekerjaan Umum;
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m. menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan fisik
pembangunan yang telah selesai (100%) dan yang akan diserah terimakan;

n  melaksanakan koordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang pekerjaan umum;

0. melaksanakan koordinasi penyusunan target standar pelayanan minimal
(5PM) di bidang pekerjaan umurn,

p. mengoreksi hasil kerja pelaksana;

q. memberikan saran dan bahan perimbangan kepada Kepala Bagian
Pembangunan, yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pekerjaan
umum, delam rangka pengambilan keputusan/kebijakan pemerintahan
daerah;

r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Pembangunan;

s. melaksanaken evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Pekerjaan Umum, sesuai ketentuan yang berlaku, dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberkan oleh Kepala Bagian
Pembangunan, sesual dengan tugas dan fungsinya.

BAB X
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
Bagian Pertama
Bagian Sumber Daya Alam

Pasal 25

Bagian Sumber Daya Alam dipimpin cleh seorang Kepala Bagian adalah unsur

staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi

Pereskonomian dan Pembangunan.

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengelola bahan kebijakan

pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seria

pembinaan administrasi bidang sumber daya alam,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian

Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang sumber daya alam,

b pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan Kerja perangkat daerah di
bidang sumber daya alam;

¢. pembinaan administrasi pemerintah daerah bidang pertanian. perkebunan,
peternakan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup
pertambangan dan energi,

d pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenntah daerah
bidang sumber daya alam; dan

e pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan, sesusi dengan tugas dan fungsinya,

(4} Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bagian Sumber Daya Alam mempunyai uraian
tugas:

a. membantu Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, dalam
melaksanakaan tugas di bidang sumber daya alam;,

b mengelola rencana dan program kerja Bagian Sumber Daya Alam, sebagai
pedoman pelaksanaan tugss;
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c. membina dan memotivasi pelaksana/pegawai  serta memelihara
kemampuan berprestasi pegawai di Bagian Sumber Daya Alam, dalam
rangka peningkatan produktifitas pegawal dan pengembangan karier
pagawal;

d. memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya;

e memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f mengelola pengumpulan data di bidang sumber daya alam, ketahanan
pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

g. mengoordinasikan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program
bersubsidi, gerakan rehabilitasi lahan kritis dan program pembantuan;

h. melaksanakan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
sumber daya alam, ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan,

i.  melaksanakan keordinasi pelaksanaan tugas di bidang sumber daya alam,
ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan,

j.  melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah di bidang
sumber daya alam, keiahanan pangan dan penyuluhan pertanian,
parikanan dan kehutanan;

k. melaksanakan analisa dan pengkajian sera evaluasi terhadap produk
hukum di bidang sumber daya alam, ketahanan pangan dan penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan;

I.  melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang sumber daya alam, ketahanan pangan dan penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan,

m. mengelola penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Bagian
Sumber Daya Alam;

mengevaluasi hasil kerja para Subbagian, sésuai program kena;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan, yang berkaitan dengan  kegiatan
administrasi sumber daya alam, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan pemerintahan daerah;

p. melaporkan kepada  Asisten  Administrasi Perekonomian  dan
Pembangunan, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

q. meangelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Sumber Daya Alam, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan

Pasal 26

Subbagian Perlanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf yang langsung berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam.
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Subbagian Pertarwan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan mempunyai
tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintahan daerah dan
mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinzan administrasi satuan
kerja perangkal daerah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan
kehutanan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pertanian,
perkebunan, peternakan, dan kehutanan,

b. pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkal daerah di bidang
pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;

c. pelaksanaan pembinaan adminisirasi pemerintah daerah bidang pertanian,
perkebunan, petermnakan, dan kehutanan,

d pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintahan daerah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan
kehutanan; dan

e. pelaksanaan tugas lain, yang dibenkan cleh Kepala Bagian Sumber Daya
Alam, sesual dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2). dan ayat (3), Kepala Subbagian Pertanian, Perkebunan, Peternakan

dan Kehutanan mempunyai uraian tugas:

a membantu Kepala Bagian Sumber Daya Alam, dalam melaksanakan
tugas di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Pertanian, Perkebunan,
Peternakan dan Kehutanan, sebaga pedoman pelaksanaan tugas,

€. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana,;

e memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana,

f. melaksanakan pengumpulan data di bidang pernanian, perkebunan,
peternakan, kehutanan, dan ketahanan pangan,

g melaksanakan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan ketahanan pangan;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup di bidang pertanian,
perkebunan, peternakan, kehutanan, dan ketahanan pangan;

i, melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah di bidang
pertanian, perkebunan, petermakan, kehutanan, dan ketahanan pangan;

j. melaksanakan analisa dan pengkajian serta evaluasi terhadap produk
hukum di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan
ketahanan pangan;

k. menyiapkan bahan rancangan produk hukum di bidang pertanian,
perkebunan, peternakan, kehutanan, dan ketahanan pangan;

. meleksanakan pemantauan terhadap pelaksansan kebijakan pemerintah
daerah di bidang pertanian, perkebunan, petemakan dan kehutanan dan
ketahanan pangan;

m. menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Pertanian,
Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan,

n. melaksanakan koordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;

0. melaksanakan koordinasi penyusunan target standar pelayanan minimal
(SPM) di bidang perianian, perkebunan, petermnakan dan kehutanan;
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p. mengoreksi hasil kera pelaksana;

q. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Sumber Daya Alam, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pertanian,
perkebunan, peternakan, kehutanan, dan ketahanan pangan dalam rangka
pengambilan keputusan/kebiiakan pemerintahan daerah;

r. melaporkan kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam, sefiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Pertanian, Perkebunan. Petemmakan. dan Kehutanan, sesuai
ketentuan yang berlaku. dan

t melaksanakan tugas fain yang diberikan oleh Kepala Bagian Sumber Daya
Alam, sesual dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Kelautan dan Perikanan

Pasal 27

Subbagian Kelautan dan Perikanan dipimpin cleh seorang Kepala Subbagian

adalan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bagian Sumber Daya Alam;

Subbagian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan

kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas

seria pembinaan administrasi satuan kerja perangkat daerah bidang kelautan

dan perikanan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelautan dan
perikanan,

b. pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
kelautan dan perikanan;

¢ pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintah daerah bidang kelautan
dan perikanan,

d pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang kelautan dan penkanan; dan

e pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Sumber Daya
Alam, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Kelautan dan Perikanan mempunyai

uraian tugas.

a. membantu Kepala Bagian Sumber Daya Alam, dalam melaksanakaan
tugas bidang kelautan dan perikanan;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Kelautan dan
Perikanan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. membina dan memaotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tuges pada
pelaksana,

& memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. melaksanakan pengumpulan data bidang kelautan dan perikanan,

g. melaksanakan penyusunan kebijakan pemerntahan daerah bidang
kelautan dan perikanan;
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h. melaksanakan koordinas: dalam rangka penyusunan pedoman dan
patunjuk teknis bidang kelautan dan perikanan;

i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan
perikanan;

j. metaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daersh bidang
kelautan dan perikanan;

k. melaksanakan fasilitasi/rapat koordinasi dengan satuan kena terkait
terhadap permasalahan yang muncul berkenaan dengan bidang kelautan
dan perikanan;

| menyiapkan penyusunan target standar pelayanan minimal bidang kelautan
dan perikanan;

m. menyiapkan penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang
kelautan dan perikanan;

n. melaksanakan analisa dan pengkajian serta evaluasi terhadap produk
hukum di bidang kelautan dan perikanan,

0. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah di bidang kelautan dan perikanan;

p. menyiapkan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Kelautan dan Perikanan;

g. melaksanakan koordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang kelautan dan perikanan;

r. melaksanakan koordinasi penyusunan target standar pelayanan minimal
{SPM) di bidang kelautan dan perikanan;

s mengoreksi hasil kena pelaksana;

t. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Sumber Daya Alam, yang berkaitan dengan kegiatan administrasi bidang
kelautan dan perikanan, dalam rangka pengambilan keputusan'kebijakan
pemeriniahan daerah;

u. melaporkan kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan,

v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Kelautan dan Perikanan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

w. melaksanakan fugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Sumber Daya
Alam, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi

Pasal 28

Subbagian Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi dipimpin cleh seorang

Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan beranggung

jawab kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam

Subbagian Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi mempunyai fugas

menyiapkan bahan kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan

pelaksanaan tugas serfta pembinaan administrasi satuan kerja perangkat

daerah bidang lingkungan hidup, pertambangan, dan energi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang lingkungan
hidup, pertambangan, dan energi;
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pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
lingkungan hidup, pertambangan dan energi;

palaksanaan pembinaan administrasi pemerintah daerah bidang lingkungan
hidup, pertambangan dan energi;

palaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang lingkungan hidup, pertambangan dan energi; dan
pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Sumber Daya
Alam, sesual dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Lingkungan Hidup, Pertambangan dan
Energi, mempunyai uraian tugas:

.

b.

o

membanty Kepala Bagian Sumber Daya Alam, dalam melaksanakan
tugas bidang lingkungan hidup, pertambangan dan energ;;

menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Lingkungan Hidup,
Pertambangan dan Energi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan fugas pada
pelaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

melaksanakan koordinasi pengumpulan dan penyajian dafa termasuk
sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan bidang lingkungan hidup,
partambangan dan energi,

melaksanakan penyusunan kebijakan pemerintah daerah bidang
lingkungan hidup, pertambangan dan energi,

menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup,
pertambangan dan enargi,

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup di bidang
lingkungan hidup, pertambangan dan energi;

melaksanakan faslitasirapat koordinas: dengan satuan kKena terkait
terhadap permasalahan yang muncul berkenaan dengan bidang lingkungan
hidup, pertambangan dan energi;

menyiapkan bahan dalam rangka rapat koordinasi dengan dinas instansi
terkait untuk kegiatan kelestarian lingkungan hidup dan penambangan
galian golongan C.

melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah di bidang
lingkungan hidup, pertambangan dan energi;

melaksanakan analisa dan pengkajian serta evaluasi terhadap produk
hukum di bidang lingkungan hidup, pertambangan dan energi,
melaksanakan pemantauan terhadap pelaksansan kebijakan pemerintah
daerah di bidang lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
melaksanakan koordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang lingkungan hidup, pertambangan dan energi;

melaksanakan koordinasi penyusunan terget standar pelayanan minimal
{SPM) di bidang lingkungan hidup, pertambangan dan energi;

mengoreksi hasil kerja pelaksana;

menyiapkan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi;

memberikan saran dan bahan perimbangan kepada Kepala Bagian
Sumber Daya Alam, yang berkaitan dengan kegiatan administrasi di
bidang lingkungan hidup, pertambangan dan energi, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan pemerintahan daerah;
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t. melaporkan kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

u. melaksanakan ewvaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Lingkungan Hidup, Pertambangan Dan Energi, sesuai ketentuan
yang berlaku, dan

v. melaksanakan tugas |ain yang diberikan cleh Kepala Bagian Sumber Daya
Alam, sesual dengan tugas dan fungsinya.

BAB X
BAGIAN PEREKONOMIAN
Bagian Pertama
Bagian Perekonomian

Pasal 29

Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian adalah unsur staf
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Perekonomian mempunyai tugas mengelola bahan kebijakan
pemenntahan daerah dan mengoordinasikan pelaksangan tugas sera
pembinaan administrasi bidang perekonomian daerah,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bagian Perekonomian

mepunyai fungsi:

a, pengelolaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
perekonomian;

b. pengelolaan pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah
di bidang perekonomian;

€. pengelolaan pembinaan administrasi pemenntahan daerah bidang
koperasi, UMKM, penanaman modal, perindustrian, perdagangan,
pendapatan dan badan usaha daerah;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
bidang koperasi, UMKM, penanaman modal, perindustrian, perdagangan,
pendapatan dan badan usaha daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bagian Perekonomian mempunyai uraian fugas:

a. membantu Asisten Adminisitrasi Perekonomian dan Pembangunan, dalam
melaksanakan tugas di bidang perekonomian;

b. menyusun rencana dan program kerja Bagian Perekonomian, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

c. membina dan memaotivasi pegawai serta memelihara secara terus menerus
kemampuan berprestasi pegawai dalam rangka penmngkatan produktifitas
pegawai dan pengembangan karier pegawai;

d. memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada pars Kepala Subbagian. sesuai dengan tugas dan fungsinya,

e, memantau, mangendalikan, mengevaluasi, dan menilai peiaksanaan fugas
Kepala Subbagian dan pelaksana;

f. mengelola pengumpulan data bidang koperasi, UMKM, penanaman maodal,
perindustrian, perdagangan, pendapatan dan badan usaha daerah;
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menyusun kebijakan pemerintahan daerah bidang koperasi, UMKM,
penanaman modal, perindustrian, perdagangan. pendapatan dan badan
usaha daerah;

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang koperasi, UMKM,
penanaman modal, perindusirian, perdagangan, pendapatan dan badan
usaha daerah,

melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang
koperasi, UMKM, penanaman modal perindustnan, perdagangan,
pendapatan dan badan usaha daarah;

mengelola pemibxnaan dan memberi motivasi pada Perusahaan Daerah
Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian target dan peningkatan
kinerja;

mengelola koordinasi dengan instansi terkat berkenaan dengan
pelaksanaan program penanganan masalah untuk mencar solusi yang
terkait dengan bidang koperasi UMKM dan penanaman modal
perindustrian, perdagangan dan pendapatan, serta badan usaha daerah;

mengelola pembingan terhadap para sarjana pendamping kredit program
bantuan dan dakabalarea:

m. mengoreksi dan menyempurnaxan konsep-konsep naskah dinas;

=

5.

mengevaluasi hasil kerja para Kepala Subbagian, sesuai program kerja;

melaksanakan analisis dan pengkajian serta fasilitasi terhadap produk
hukum bidang koperasi, UMKM, penanaman modal, penndustran,
perdagangan, pendapatan dan badan usaha daerah;

melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah bidang koperasi UMKM, penanaman modal, penndustrian,
perdagangan, pendapatan dan badan usaha daerah:

mengelola penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Bagian
Perekonomian,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Perekonomian
dan Pembangunan, yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi
bidang perekonomian, dalam rangka pengambilan/keputusan kebljakan
pemerintahan daerah;

melaporkan  kepada  Asisten  Administrasi Perekonomian  dan
Pembangunan, setiap selesal melaksanakan tugas/penugasan,

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanazn tugas/kegiatan Bagian
Parekonomian, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan, sesual dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Subbagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah
dan Penanaman Modal

Pasal 30

Subbagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanaman Modal
dipimpin oleh secrang Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berada di
bawah can bertanggung jswab kepada Kepala Bagian Perekonomian.



(2)

(3)

(4)

Subbagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanaman Modal
mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintahan daerah dan
mengoordinasikan pelsksanaan tugas serta pembinaan adminisirasi satuan
kerja perangkat daerah bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan
penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanaman Modal, mempunyai

fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman modal;

b. pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerjg perangkat daerah di bidang
koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman modal,

c. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintah daerah bidang koperasi,
usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman modal;

d. pefaksanaan pemantauan dan evaluasi peleksanaan kebijakan
pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan
penanaman modal, dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberkan oleh Kepala Bagian
Parekonomian, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ssbagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Koperasi, Usaha Mikro, Keci,

Menengah dan Penanaman Modal mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Perekonomian, dalam melaksanakan tugas
bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman modal,

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil, Menengah dan Penanaman Modal, sebagai pedoman
pelaksanasan tugas,

membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistibusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

£. memantau, mengendalikan, mengevaiuasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. melaksanakan pengumpulan data bidang koperasi, usaha mikro, kecil,
menengah dan penanaman modal,

g. menyusun kebijakan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha mikro,
kecil, menengah dan penanaman modal,

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang koperasl, usaha mikro,
kecil, menengah dcan penanaman modal;

i. meiaksanakan pembinaan administrasi pemerintah daerah di bidang
koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman modal;

B

j- melaksanakan fasilitasi/rapat koordinasi dengan satuan kerja terkait serta

mencari sclusi terhadap permasalahan yang muncul berkenaan dengan
bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menangah dan penanaman modal,

k. meneliti dan pengesahan proposal ajuan kredit program bantuan;

|. melaksanakan penyiapan pembinaan sarjana pendamping dalam rangka
pengoptimalisasian pemberdayaan kelompok usaha mikro, kecil, menengah
dan koperasi,

m. melaksanakan pembinaan dan pemantavan terhadap usaha mikro, keci
dan menengsh (UMKM) dan koperasi penarima kradit pregram bantuan,;

n. melakukan asistensi penyusunan APBD, dalam hal penambahan
penyertaan madal kredit program bantuan;
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r.

bb.
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melaksanakan penelitian dan pengesahan proposal ajuan kredit program
bantuan;

melaksanakan inventarisasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang
bergerak di bidang industn, perdagangan, jasa, pertanian, peternakan,
perkebunan, koperasi dan perikanan;

mengoordinasikan dalam pelaksanaan pekan promosi (pameran) guna
meningkatkan pemasaran produk lokal;

melaksanakan koordinasi dalam rangka menark invesior balk asing
maupun lokal untuk menanamkan investasi diberbagai sektor yang
memiliki peluang bisnis yang besar;

melaksanakan anzlisis dan pengkajian serta fasilitasi terhadap produk
hukum di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman
modal; '

melaksanakan pemantauan terhadap pelasksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman
modal;

menyiapkan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanaman Madal;

melaksanakan koordinasl penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman modal,

melaksanakan koordinasi penyusunan target standar pelayanan minimal
(SPM) di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman
modal;

mengoreksi hasil kerja pelaksana,

manyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanaman Modal;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Parekonomian, yang berkaitan dengan kegiatan administrasi bidang
koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan penanaman modal, dalam
rangka pengambilan keputusan/kebijakan pemerintan daerah;

. melaporkan hasil pelaksanaan fugas kepada Kepala Bagian Pergkonomian,

setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegatan
Subbagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecll, Menengah dan Penanaman
Modal, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan fugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perekonomian, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Perindustrian, Perdagangan, dan Pendapatan

Pasal 31

Subbagian Perindusirian, Perdagangan, dan Pendapatan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pergkonomian.
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Subbagian Perindustrian, Perdagangan, dan Pendapatan mempunyai tugas
menyiapkan bahan kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan
pelaksanaan tugas serta pembinaan administrasi satuan kerja perangkat
daerah bidang perindustran, perdagangan, dan pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Subbagian
Perindustrian, Perdagangan, dan Pendapatan, mempunyai fungsi:

a.

b.

e.

pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
perindustrian, perdagangan, dan pendapatan,

pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangksat daerah di bidang
perindustrian, perdagangan, dan pendapatan,

pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang
perndustrian, perdagangan, dan pendapatan;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, dan pendapatan;
dan

metaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perekonomian, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (2), Kepala Subbagian Perindustrian, Perdagangan, dan
Pendapatan, mempunyai uralan tugas:

b.

o

membanty Kepala Bagian Perekonomian, dalam melaksanakan tugas
bidang perindustrian, perdagangan dan pendapatan;

menyiapkan rencana dan program kena Subbagian Perindustrian,
Perdagangan dan Pendapatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
membina dan memaotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan (ugas pada
palaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

melaksanakan pengumpulan data dan pembinaan di bidang perindusinan,
perdagangan dan pendapatan,

melaksenakan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
perindustrian, perdagangan dan pendapatan;

melaksanakan koordinasi pelaksanaan fugas di bidang perindustrian,
perdagangan dan pandapatan;

melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan pendapatan;
melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah di bidang
penndustnan, perdagangan dan pendapatan,

melaksanakan fasilitasirapat koordinasi dengan dinas instansi terkait
terhadap permasalahan yang muncul berkenaan dengan bidang
perindustrian, perdagangan dan pendapatan;

pelaksanaan fasiliitasi kerjasama dalam rangka promosi Kabupaten Cirebon
di tingkat nasional;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penetapan
lokasi reklame di wilayah Kabupaten Cirebon,

melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka penyusunan bahan
pertimbangan dalam pembustan rekomendasi;

melaksanakan keordinasi pemantauan harga-harga sembilan bahan pokok
{sembako) di pasar yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon,
melaksanakan penelitian dan pengesahan proposal ajuan kredit program
penunjang dakabalarea,
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melaksanakan pembinazan sarana pendamping dalam  rangka
pengoptimalisasian pemberdayaan kelompok wusaha mikro, kecil dan
menengah,

melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM) penerima kredit program penunjang dakabalarea;
melakukan asistensi penyusunan APBD, dalam hal penambahan
penyertaan modal kredit program penunjang dakabalarea,

melaksanakan analisis dan pengkajian serta fasilitasi terhadap produk
hukum di bidang perindustrian, perdagangan dan pendapatan;
mealaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan pendapatan,
melaksanakan koordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang perindustrian, perdagangan dan pendapatan

melaksanakan koordinasi penyusunan target standar pelayanan minimal
{SPM) di bidang perindustrian, perdagangan dan pendapatan

mengoraksi hasil kerja pelaksana,

melaksanakan penyusunan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan
anggaran Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Pendapsatan,
memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Perskonomian, yang berkaitan dengan kegiatan administrasi di bidang
Perindustrian, Perdagangan dan Pendapatan, dalam rangka pengambilan
keputusankebiakan pemenintah daerah;

melaporkan kepada Kepala Bagian Perekonomian, sefiap selesal
melaksanakan tugas/penugasan;

. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan

Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Pendapatan, sesuai ketentuan
yang berlaky; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagan
Perekonomian, sesuai dengan fugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Badan Usaha Daerah

Pasal 32

Subbagian Badan Usaha Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Perekonomian

Subbagian Badan Usaha Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan
kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta
pembinaan administrasi satuan kera perangkst daserah bidang badan usaha
daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Badan Usaha Daerah mempunyai fungsi:

a

D.
c

pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang badan
usaha daerah;

pelaksanaan koordinasi tugas di bidang badan usaha daerah;

pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintah daerah bidang badan
usaha daerah;

pelaksanaan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemernintah
daerah bidang badan usaha daerah; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan coleh Kepala Bagian Perekonomian,
sesusi dengan tugas dan fungsinya.
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Dalam melaksanakan fugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Badan Usaha Daerah mempunyai

uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Perekonomian, dalam melaksanakan tugas di
bidang badan usaha daerah;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Badan Usaha Daerah,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

c. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistibusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. mengelola pengumpulan data dan pembinaan di bidang badan usaha
daerah,;

g. melaksanakan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang badan
usaha daerah;

h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang badan usaha daerah;

i, melaksanakan koordinasi pelaksansan tugas di bidang badan usaha
daerahn,

j. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah bidang badan
usaha daerah;

k. melaksanakan fasilitasirapat koordinasi dengan dinas instansi terkait
terhadap permasaiahan yang muncul berkenasn dengan bidang badan
usaha daerah:

. menyiapkan bahan serta menyusun petunjuk teknis/kebijakan Bupati yang
berkaitan dengan badan usaha daerah;

m. melaksanakan fasilitasi pelatihan bagi Dewan Pengawas Perusahaan
Daerah;

n. melaksanakan pembahasan dengan panitia anggaran Kabupaten Cirebon
dalam rangka penyertaan modal bagi perusahaan daerah;

0. melaksanakan penstapan masing-masing nominal penyertaan modal yang
akan disalurkan kepada perusahaan daerah,

p. melaksanakan penyelesaian permasalahan yang timbul pada perusahaan
daerah;

q  melaksanakan fasilitas dalam rangka penerbitan Keputusan Bupati Cirebon,
dalam rangka penetapan posisijabatan Direktur Perusahaan Daerah;

r. melaksanakan koordinazi dan fasilitasi pembinaan dari Bupati Cirebon,
yang dalam hal ini sebagai pemilik perusahaan daerah dengan para Dewan
Pengawas,

&. melaksanakan analisa dan pengkajian serta fasilitasi terhadap produk
hukum di bidang badan usaha daerah;

t. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang badan usaha daerah;

u.  melaksanakan kcordinasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
di bidang badan usaha daerah;

v. melaksanakan koordinasi penyusunan target standar pelayanan minimal
(SPM) di bidang badan usaha daerah,

w. mengoreksi hasil kerja pelaksana,

x. melaksanakan penyusunan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan

anggaran Subbagian Badan Usaha Daerah,
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y. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Perakonomian, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Badan Usaha
Daerah, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

Z. melaporkan kepada Kepala Bagian Perekonomian, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

aa melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tuges/kegiatan
Subbagian Badan Usaha Daerah, sesuai ketentuan yang berlaku, dan

bb. melaksanakan tugas fain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perekonomian, sesual dengan tugas dan fungsinya.

BAB Xl
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Pasal 33

Asisten Administrasi Umum adalah unsur staf yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Asisten Administrasi Umum meampunyai tugas menyusun kebijakan pemenntah

daerah dan mengoordinasikan serta pembinaan administrasi satuan kerja

perangkat daerah di bidang aministrasi umum,

Untuk melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten

Administrasi Umum mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi umum;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah di
bidang keuangan, perlengkapan, ketatsusahaan dan rumah tangga
Sekretariat Daerah , dan organisasi dan tata kerja;

c. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah bidang keuangan,
perlengkapan, ketatausahaan dan rumah tangga Sekretariat Daerah , dan
organisasi dan tata kena;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
lingkup administrasi umum; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Sekretaris Daerah, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Asisten Administrasi Umum mempunyai uraian tugas:

a membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah, dalam bidang
administrasi umum, yang meliputi umum, keuangan, perlengkapan,
organisasi dan tata kena;

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kera lingkup
Asisten Administrasi Umum dan Sekretariat Daerah;

e mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada para Kepala Bagian, dalam
rangka pelaksanaan tugas di lingkup Asisten Administras Umum,

d. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan seluruh
kegiatan pelaksanaan tugas di ngkup Asisten Administrasi Umum;

e. membina, memotivasi pegawal dan memelihara kemampuan berprestasi
pegawai di lingkup Asisten Administrasi Umum dalam rangka peningkatan
produktifitas kerja dan mengembangkan karier pegawai,

f mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Asisten Administrasi
Umum untuk mengetahui sampai sejauh mana kesesuaian dengan program
dan langkah-langkah kera yang ditertukan,

g. mengkoordinasikan rencana anggaran kegiatan bagian-bagian di lingkup
administrasi umum;
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mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep nasksh dinas yang
menjadi kewenangannya;

mempelajari dan menganalisis rancangan peraturan daerah (raperda),
peraturan bupati, keputusan bupati dan produk-produk lainnya yang
digjukan oleh bagian-bagian di lingkup administrasi umum;
mengoordinasikan kegiatan bagian-bagian yang ada dalam lingkup
administrasi umum;

mengoordinasikan penyusunan program anggaran dan pengelolaan
administrasi keuangan;

menyusun kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan lingkup
Administrasi Umum;

mengoordinasikan panyusunan program kebutuhan perbekalan dan
perlengkapan serta membina administrasi perlengkapan dan kekayaan
daerah;

menyelenggarakan urusan umum, rumah tangga, tata usaha dan kearsipan
serta organisasi dan tata kerja,

mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan
kelembagaan, pembinaan organisasi dan tatalaksana serta pendayagunaan
aparatur,

membenkan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretanis Daerah,
yang berkaitan dengan kegiastan bidang administrasi umum, dalam rangka
pengambilan keputusanikebijakan pemerntahan daerah,

melaporkan hasil pelaksanaan jugas kepada Sekretaris Daerah;
memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi umum; dan
melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris Daerah, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
BAB XVI
BAGIAN UMUM
Bagian Pertama
Bagian Umum

Pasal 34

Bagian Umum dipimpin cleh seorang Kepala Bagian adalah unsur staf yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Asisten Administrasi
Umum.

Bagian Umum mempunyal tugas mengelola urusan ketatausahaan dan
protokol, keuangan dan rumah tangga Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayst (2), Bagan
Umum mempunyai fungsi:

pengelolaan administrasi sekretariat daerah di bidang ketatausahaan,
protokol, keuangan dan rumah tangga:

pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi meliputi ketatausahaan
dan protokol, keuangan dan rumah tangga;

pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Sekretariat Daerah;

pemantavan dan evaluasi pelaksanaan ftugas ketatausahaan, rumah
tangga, keuangan Sekretariat Daerah; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan ocleh Asisten Administrasi Umum,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3). Kepala Bagian Umum mempunyai uraian tugas:

(1)

a

L e, =5 p
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rqamhantu Asisten Administrasi Umum, dalam melaksanakan tugas di
bidang tata usahs, protokol, rumah fangga, dan keuangan Sekretariat
Daerah;

menyusun rencana dan program kerja Bagian Umum, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

membina dan memotivasi pelaksana/pegawai  serta  memelihara
kemampuan berprestasi pegawsi di Bagian Umum dalam rangka
peningkatan produktifitas pegawai dan pengembangan karier pegawai;

memimpin, mendistribusikan, dan member petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana,

mengelola urusan administrasi ketatausahaan, keprotokolan,
kerumahtanggaan dan keuangan Sekretanat Daerah;

mengelola urusan ketatausahaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
mengelola pembinaan kearsipan Sekretariat Daerah;
mengelola urusan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;

mengelola pengembangan budaya kera aparatur di lingkup Sekretariat
Daerah;

mengelola urusan penatausshaan keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah;

mengelola urusan perbekalan Sekretariat Daerah,

. mengelola urusan pelayanan tamu daerah;

mengoreksl hasil kera bawahan;

mengevaluasi hasil kerja para Kepala Subbagian, sesual program kerja;
mealaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lain,
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

mengelola perencanaan dan program Sekretariat daerah;

mangelola penyusunan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan anggaran
Bagian Umum;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Umum, yang berkaitan dengan kegiatan Bagian umum, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan pemerintahan daerah;

melaporkan kepada Asisten Administrasi, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Umum, sesuai kelentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberkan oleh Asisten Adminisirasi Umum,
sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha dan Protokol

Pasal 315

Subbagian Tata Usaha dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
adalah unsur staf yang berads di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Umum,
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Subbagian Tata Usaha dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan yang meliputi tata usaha pimpinan, kepegawaian dan pratokol,
perencanaan dan program Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Tata Usaha dan Protokol mempunyai fungsi:

pelaksanaan perencanaan kebutuhan Sekretariat Daerah di bidang tata
usaha dan keprotokolan;

pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, dan Keprotokolan;

pemantauan dan evaluas: pelaksanaan tugas di bidang tata usaha dan
keprotokolan; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum, sasuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Tata Usaha dan Protokol mempunyai
uraian tugas:

membantu Kepala Bagian Umum, dalam melaksanakan tugas di bidang
tata usaha, kepegawaian, dan keprotokolan;

menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Tata Usaha dan
Protokol, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

melaksanakan administrasi ketatausahaan Sekretariat Daerah meliputi
surat menyurat, pengagendaan, penggandaan, ekspedisi dan kearsipan;,

mealaksanakan tugas tata usahs Bagian Umum;
melaksanakan urusan tata usaha Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

menyiapkan akomodasi, makan, minum dan kelengkapan acara yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah;

melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lain dan
konsultasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

menyusun acara dan mengurus administrasi perjalanan dinas pejabat
Pemerintah Daerah dan pejabat negara;

malaksanakan urusan administrasi kepegawaian Sekretariat Dasrah;

melaksanakan pengembangan budaya kerja aparatur di lingkup Sekretariat
Daerah;

malaksanakan urusan pelayanan tamu daerah;
mengoreksi hasil kerja pelaksana;

menyiapkan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Tata Usaha dan Protokol;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepsla Bagian Umum,
yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan dan keprotokolan, dalam
rangka pengambilan keputusan/kebijakan pemerintahan daerah;

melaporkan kepada Kepala Bagian Umum, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugsasan;
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melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugasfkegiatan
Subbagian Tata Usaha dan Profokol, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum,
sasuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Rumah Tangga

Pasal 36

Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah
unsur staf yang berada di bawsh dan berianggung jawab kepada Kepala
Bagian Umum.

Subbagian Rumah Tanggs mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah
tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Dagrah dan Sekrataris Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Rumah Tangga mempunyai fungsi:

a.

C.
d.

pelaksanaan perencanaan kebutuhan rumah tangga Bupatiakil Bupati
dan Sekretaris Daerah,

pelaksanaan tugas kerumah tanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
dan Sekretans Daerah;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang tumah tangga; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Rumah Tangga mempunyai uraian

tugas

a. membantu Kepala Bagian Umum, dalam melaksanakan tugas di bidang
rumah tangga;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Rumah Tangga,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

¢. mambina dan memotivasi bawshan, dalam pelaksanaan tugas,

d. mendistnbusikan dan member petunjuk pelaksanaan fugas pada
pelaksana;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. melaksanakan urusan penyediaan, penyimpanan, distribusi alat tulis
keperiuan Sekretaris Daerah;

g. melaksanakan urusan penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan berang-
barang untuk Kepala Daerah/Vakil Kepala Daerah,

h. mengurus keperluan, penggunaan dan pemeliharaan rumah dinas Kepala
DaerahMakil Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah;

i. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan penggunaan ruangan rapat
lingkup Sekretariat Daarah;

j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretariat Daerah;

k. menyediakan akomodasi tamu-tamu pemerintah daerah;

melaksanakan urusan pangamanan dan pemeliharaan kebersihan lingkup
Sekretariat Daerah,
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m. mengoreksi hasil kerja pelaksana,
menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Rumah
Tangaa,

0. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Umum,
yang berkaitan dengan keglatan administrasi di bidang kerumah tanggaan,
dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan pemerintah daerah;

p. melaporkan kepada Kepsla Bagian Umum, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan,

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan tugas/kegiatan
Subbagian Rumah Tangga, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum, sesual
dengan tugas dan fungsinya,

=

Bagian Keempat
Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah

Pasal 37

Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah dipimpin oleh secrang Kepala
Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Umum,

Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan
urusan penatausahaan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
saria Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padsa ayat (2), Subbagian
Keuangan Sekretariat Daerah mempunyai fungs::

a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah seria Sekretariat Daerah;

k. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretanal Daerah;

¢. pelaksanaan tugas administrasi dan penatausahaan keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah, dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum, sasuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah
mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Umum, dalam melaksanakan tugas di bidang
penatatausahaan keuangan,

b menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Keuangan Sekretariat
Daerah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

¢. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan member pelunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan,

e memantau, mengendalikan, mengavaluasi, dan menilai pelaksanaan fugas
bawahan;

f. menyiapkan penyusunan anggaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah serta Sekretaris Daerah;

g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan anggaran Sekretariat Daerah;

o
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h. melaksanakan urusan penatausahaan keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah serta Sekretarat Daerah;

. menyiapkan laporan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daersh
seria Sekretariat Daerah;

j menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara dan bendahara
pembantu di lingkup Sekretarist daerah;

k. membina bendahara dan bendahara pembantu, sesuai ketentuan yang
bertaku;

| mengoreksi hasil kerja pelaksana;
m. menyiapkan rencana anggaran Subbagian Keuangan Sekretanat Daerah,

u. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Umum,
yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan penatausahaan keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah, dalam
rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

v. melaporkan kepada Kepala Bagian Umum, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

w. melaksanskan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Keuangan Sekretanat Daerah, sesuai ketentuan yang berlaku;
dan

¥. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIV
BAGIAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Bagian Keuangan

Pasal 38

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian adslah unsur staf yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Adminstrasi Umum.

Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola dan mengoordinasikan

penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, pelaksanaan

APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta pembinaan

adminisirasi keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagan

Keuangan mempunyai fungsi:

a penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang keuangean;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah di
bidang keuangan,

c pelaksansan dan pembinaan terhadap satuan kerja perangkat daerah
bidang anggaran, perbendaharaan dan pembukuan dan verifikasi,

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijjakan pemerintah daerah
bidang anggaran, perbendaharaan, dan pembukuan dan verifikasi, dan

e pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh Asisten Administrasi Umum,
sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

a membantu Asisten Administrasi Umum, dalam melaksanakan tugas di
bidang keuangan,
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b. menyusun rencana dan program kerja Bagian Keuangan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

c. membina dan memotivasl pelaksana/pegawal seria memelihara
kemampuan berprestasi pegawai di Bagian Keuangan, dalam rangka
paningkatan produktifitas pegawai dan pengembangan karier pagawai;

d. memimpin, mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya,

e, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelsksanaan fugas
pelaksana:

f. mengumpulkan bahan dan melaksanakan penyusunan, perubahan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

g. mengelola penatausahaan keuangan daerah;

h. menganalisa dan evaluasi pelaksanaan APBD;,

i.  melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang keuangan,

j- memberkan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Umum, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang keuangan daerah, dalam
rangka pengambilan keputusan/kebijakan pemerintah daerah;

k. melaporkan kepada Asisten Administrasi Umum, setiap selesa:
melaksanakan tugas/penugasan;

|.  melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanasan tugasfkegiatan Bagian
keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Asisten Administrasi Umum,,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Anggaran

Pasal 39

Subbagian Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur
staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Keuangan.

Subbagian Anggaran mempunya tugas menyiapkan bahan penyusunan
rancangan APBD dan rancangan perubahan AFPBD.

Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Anggaran mempunyai fungsi
a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang anggaran,

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan satuan kerja perangkat daerah di bidang
anggararn;

c. pelaksanaan dan pembinaan administrasi bidang anggaran;

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang anggaran; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bagian Keuangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melsksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Anggaran mempunyai uraian tugas:

a membantu Kepala Bagian Keuangan, dalam melaksanakan tugas di
bidang anggaran,

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Anggaran, sebaga
pedoman pelaksanaan tugas,
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¢ membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas,

d. mendistribusikan den memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

e memantau, mengendalikan, mangevaluasl, dan menilai pelaksanaan tugas
palaksana;

f.  menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah;

g. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyusunan APBD;

h. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyusunan perubahan
APBD;

i.  menyusun rencana alokasi pendapatan dan belanja daerah;

].  menyiapkan konsep Surat Penyediaan Dana (SPD);

k. mengoreksi hasil kerja pelaksana;

| menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Anggaran;

m. melaksanakan analisis dan pengkajian terhadap produk hukum di bidang
anggararn,

n. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Keuangan, yang berkaitan dengan kegiatan bidang anggaran, dalam
rangka pengambilan keputusan/kebijakan pemerintah daerah;

o. melaporkan kepada Kepala Bagian Keuangan, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

p. melaksanskan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub
Bagian Anggaran, sesuai ketentuan yang berlaku, dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan,
sesual dengan tugas dan fungsinys.

Bagian Ketiga
Subbagian Perbendaharaan

Pasal 40

Subbagian Perbendaharaan dipimpin cleh seorang Kepala Subbagian adalah

unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jswab kepada Kepala

Bagian Keuangan.

Subbagian Perbendaharaan mempunyal tugas menyiapkan bahan

penatausahaan keuangan di bidang perbendaharaan dasrah.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

{2), Subbagian Perbendaharaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perbendaharaan;

b. pelaksanaan koordinasi tugas dengan satuan kerja perangkat daerah di
bidang perbendaharaan;

€. pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan keuangan daerah bidang
perbendaharaan;

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang perbendaharaan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3). Kepala Subbagian Perbendaharaan mempunyai uraian

tugas:
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membantu Kepala Bagian Keuangan, dalam melaksanakan tugas di
bidang perbendaharaan;

menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Perbendaharaan,
sebagai pedoman pelaksanasan tugas;

membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan membern petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana,

memantau, mengendalikan, mangevaluasi dan menilai pelaksanaan fugas
pelaksana;

melaksanakan penelitian/pengujian semua tagihan, Surat Perintah
Membayar (SPM) dengan berdasarkan syarat wetmatigheid dan
doelmatigheid serta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
atas dasar Surat Penyediaan Dana (SPD);

menyiapkan bahan penyusunan konsep alokasi anggaran kas,
melaksanakan pengendalian/pengawasan terhadap penyediaan Kradit
Anggaran,

menyiapkan bahan laporan realisasi Dana Alckasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK). Dana Penyesuaian dan sumber dana lainnya;
membina bendahara/bendahara pembantu, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan pemberhentian
pembayaran (SKPF) gaji pegawai;

menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Daerah;

. melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian Keuangan,

mengoreks| hasil kerja pelaksana,

menyiapkan rencana dan  pelaksanaan anggaran  Subbagian
Perbendaharaan;

melaksanakan analisis dan pengkajian terhadap produk hukum di bidang
perbendaharaan;

meamberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Keuangan, yang berkatan dengan kegiatan di bidang perbendaharaan,
dalam rangka pangambilan keputusan/kebljakan pemerintah daerah,

melaporkan kepada Kepala Bagian Keuangan, sefiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasfkegiatan
Subbagian Perbendaharaan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan clen Kepala Bagian Keuangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Pembukuan dan Verifikasi

Pasal 41

Subbagian Pembukuan dan Verifilkesi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
adalah unsur staf yang berada di bawah dan beranggung jawab kepada
Kapala Bagian Keuangan.

Subbagian Pembukuan dan Verfikasi mempunyai tugas melaksanakan
pembukuan secara sistematis dan kronologis dan menyiapkan hahan
pertanggung jawaban pelaksanaan AFPBD.

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Pembukuan dan Verifikasi mempunyai fungsi :
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penyusunan kebijakan pemenntah daerah di bidang pembukuan dan
verifikasi;

pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
pembukuan dan verifikasi;

pelaksanaan dan pembinaan administrasi keuangan daerah bidang
pembukuan dan verifikasi;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang pembukuan dan verifikasi; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Pembukuan dan Verifikasi mempunyai

uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Keuangan, dalam melaksanakan tugas di bidang
pembukuan dan verifikasi;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Pembukuan dan
Verifikasi, sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

¢. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan fugas pada
pelaksana;

e. memantiau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. melaksanakan pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai
realisasi penerimaan/pengeluaran anggaran,

g. melaksanakan pembukuan vyang sifatnya admimnstratif,  berupa
perhitungan/pemindahan bukuan/perubahan dengan bentuk pemindah
bukuan/pembukuan administratif;

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan secara berkala balk semesteran
maupun tahunan mengenai pelaksanaan APBD;

i. menyiapkan bahan pemberian peringatan atau feguran kepada pimpinan
unit kera, dan bendahara atas keterlambatan pengiriman laporan
pertanggungjawaban fungsional bulanan;

j.  memberikan saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan penyelesaian
masalah tuntutan perbandaharaan dan tuntutan ganti rugi;

k. menyusun l|aporan keuangan daerah dan mempersiapkan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

I.  mengoreksi hasil kerja pelsksana;

m. menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Pembukuan
dan Verifikasi.

n. melaksanakan analisis dan pengkajian terhadap produk hukum di bidang
pembukuan dan verifikasi;

0. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Keuangan, yang berkaitan dengan kegiatan pembukuan dan wverifikasi,
dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan pemerintah daerah;

p. melaporkan kepada Kepala Bagian Keuangan, setiap selesal
melaksanakan tugas/penugasan;

g melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan

Subbagian Pembukuan dan Verifikasi, sesuai ketentuan yang berlaku, dan

melaksanakan tugas lain vang diberikxan oleh Kepala Bagian Keuangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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BAB XV
BAGIAN PERLENGKAPAN
Bagian Pertama
Bagian Perlengkapan

Pasal 42

Bagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian adalah unsur staf
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi
Umum.

Bagian Perengkapan mempunyai tugas mengelola barang dan kekayaan
daerah.

Untuk melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada ayat (Z), Bagian
Perlengkapan mempunyai fungsi:

.

b.

-

penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang adminsirasi barang
dan kekayaan daerah;

pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah di
bidang barang dan kekayaan daerah,;

pelaksanaan dan pembinaan administrasi barang dan kekaysan daerah;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di
bidang barang dan kekayaan daerah; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bagian Perengkapan mempunysai uraian tugas:

a

membanty Asisten Administrasi Umum, dalam melaksanakan tugas di
bidang barang dan kekayaan daerah;

menyusun rencana dan program kerja Bagian Perlengkapan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi pelaksana/pegawai serta memelihara secara
terus menerus kemampuan berprestasi pegawal, dalam rangka
peningkatan produktifitas pegawai dan pengembangan karier pegawai,

memimpin, mendistribusi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

mengkoordinasikan peiaksanaan kegiatan di bidang perlengkapan dan
kekavaan daerah;

mengelola data dan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan
perbekalan;

mengelola penyusunan dan pencatatan data aset daerah dan perbekalan
yang masih ada;

mengelola penyusunan data pengadaan perlengkapen dan kekayaan
daerah;

mengelola penyimpanan dan pemeliharaan data pengadaan perlengkapan
dan kekayaan daerah;

mengelola penyimpanan dan pemeliharaan perlengkapan aset-aset milik
daerah;
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mengelola panataan dan penyusunan daftar aset milik daerah;,
. memantau dan mengawasi daftar aset milik daerah,
mengelola dan mendistribusikan aset milik daerah,
mengalola pencatatan usulan kebutuhan barang milik daerah;
mengeiola penyusunan daftar barang yang telah didistribusikan;

mengelola administrasi perlengkapan, inventarisasi dan pemanfaatan aset
milik daerah,

r. mengelola penghapusan dan pemindah tanganan aset/barang milik daerah;

s, melaksanakan analisis dan pengkajian terhadap produk hukum di bidang
pengelolaan aset/barang milik daerah;

t. mengelola penyusunan rencana, dan pelaksanaan anggaran Bagian
Periengkapan,

u. mengelola dan mengendalikan perlengkapan dan aset milik daerah;

v. membernkan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Umum, yang berkaitan dengan kegiatan administrasi di bidang pengelolaan

kekayaan daerah, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan
pemerintahan daerah,

w. melaporkan kepada Asisten Administrasi Umum, setap sslesai
melaksanakan lugas/penugasan;

¥, mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Perlengkapan, sesuai ketentuan vang berlaku;,

y. melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

s ® o0 2 3

Bagian Kedua
Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan

Pasal 43

Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Perlengkapan.

Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan
dan melakzanakan analsis kebutuhan dan pengadaan barang dan jasa
Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada syat (2), Subbagian
Analisis Kebutuhan dan Pengadaan mempunyai fungsi

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang analisis kebutuhan
dan pengadaan barang,

b. pelaksanaan koordinasi tugas di bidang analisis kebutuhan dan pengadaan
barang,

¢. pelaksanaan tugas bidang analisis kebutuhan dan pengadaan barang;

d. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan analisis kebutuhan
dan pengadaan barang; dan

e. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Perlengkapan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3}, Kepala Subbaglan Analisis Kebutuhan dan Pengadaan
mempunyai uraian lugas.

a,

membantu Kepala Bagian Perlengkapan dalam melaksanakan tugas di
bidang analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan jasa;

menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Analisis Kebutuhan dan
Pengadaan, sebagal pedoman pelaksanaan tugas,

membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusiken dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan fugas
pelaksana;

mengumpulkan dan menyusun standar harga barang;

melaksanakan pengumpulan dan penyusunan rencana kebutuhan barang
lingkup Sekretariat Dasrah;

menyusun réncana tahunan barang daerah;
melaksanakan pengadaan barang dan jasa keperiuan Sekretariat Daerah;

melaksanakan pengumpulan dan penyusunan semus hasil pengadaan
barang dan jasa lingkup pemerintah daerah;

menyampaikan dan penyajian data kebutuhan dan pengadaan barang yang
akan dilaksanakan /direalisir pengadaannya;

menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Bagian Keuangan mengenai
ketersediaan anggaran bagi kebutuhan dan pengadazn materil atau
dengan unit kena lain unfuk kepentingan penganalisaan kebutuhan
periengkapan;

mengoreksi hasil kerja pelaksana;

melaksanakan koordinasi dengan subbagian lain dalam lingkup Bagian
Perlengkapan;

menyiapkan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan anggaran Subbagan
Analisis Kebutuhan dan Pengadaan:

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Perlengkapan yang berkaitan dengan kegiatan analisis kebutuhan dan
pengadaan barang dan jasa, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan pemerintahan daerah:;

melaporkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas‘kegiatan
Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Barang/Jasa, sesual
ketentuan yang berlaku, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perlengkapan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Subbagian Distribusi, Pemeliharaan Dan Pengamanan Aset

Pasal 44

Subbagian Distribusi, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perlengkapan.

Subbagian Distribusi, Pemeliharaan dan Pengamanan Asel, mempunyai tugas
melaksanakan pengadministrasian, distribusi, pemeliharaan dan pengamanan
aset milik daerah,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Subbagian

Distribusi, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebigkan pemerintah daerah di bidang distribusi,
pemeliharaan dan pengamanan aset;

b. pelaksanaan kKoordinasi tugas distribusi, pemeliharaan dan pengamanan

aset;

pelaksanaan tugas distribusi, pemeliharaan dan pengamanan aset,

d. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebiakan
pamerintah daerah bidang distribusi, pemeliharaan dan pengamanan aset,
dan

e. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bagian Perlengkapan,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayatl (3), Kepala Subbagian Distribusi, Pemelinaraan dan

Pengamanan Aset mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Perlengkapan dalam melaksanakan tugas di
bidang distribusi, pemeliharaan dan pengamanan aset milik daerah;,

b. menyiapkan rencana dan program kera Subbagian Distribusi,

Pemeiliharaan dan Pengamanan Aset Milik Daerah, sebagai pedoman

pelaksanaan tugas,

membina dan memotivasi pelaksana dalam melaksanakan tugas;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana,

&. mamantau, mengendslikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang distribusi dan
pengamanan aset milik daerah;

g melaksanakan pengumpulan dan penyusunan kebutuhan pemeliharaan
barang milik daerah,

h. melaksanakan administrasi penerimasn, penyimpanan dan pendistribusian
barang milik daerah dalam lingkup sekretariat daerah,

i. melaksanakan pendistribusian, pemeliharaan dan pengamanan aset milik
daerah;

j.  melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga di Bagian Perlengkapan,

k. menyusun rencana anggaran di Subbagian Distrbusi, Pemeliharaan dan
Pengamanan Aset;

|, melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain dalam lingkup Bagian
Perelengkapan,

o

0

m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kspala Bagian
Perlengkapan, vang berkaitan dengan kegiatan dibidang distribusi,
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pemeliharaan dan pengamanan aset milikk daerah, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan pemerintahan daerah;

melaporkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan, seliap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Distribusi, Pemeliharesan dan Pengamanan Aset, sesuai
ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perlengkapan,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset

Pasal 45

Subbagian Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan beranggung jawab
kepada Kepala Bagian Perlengkapan.

Subbagian Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas menyiapkan
pelaksanaan inventansasi dan pemanfaatan aset milik daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset mempunyai fungsi:

a.

a

penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang inventarisasi dan
pemanfaatan aset;

pelaksanaan koordinasi tugas inventarisasi dan pemanfaatan aset;

pelaksanaan tugas dan pembinaan administrasi inventarisasi dan
pemanfaatan aset milik pemenntah daerah;

pemantavuan dan evaluasi serta pelaporan pelaksansan kebijakan
pemerintah daerah bidang inventansasi dan pemanfaatan aset; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan cleh Kepala Eagian Perlengkapan,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Subbagian Inventansssi dan Pemanfaatan Aset mempunyai uraian

tugas :

a  membantu Kepala Bagian Perlengkapan dalam malaksanakan fugas
dibidang inventarizsasi dan pemanfaatan aset milik daerah;

b.  menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Inventarisasi dan
Pemanfaatan Aset, sebagai pelaksanaan tugas;

c. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas,

d. mendisiribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas pada
pelaksana;

e memantau, mengendalikan, mengevaiuasi dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana,

f.  menyiapkan data dan mengolah barang milik daerah;

g  melaksanakan inventarisasi data barang milik daerah;

h.  melaksanakan pemanfaatan dan pendayagunaan asat daerah,

melaksanakan pengawasan aset milik daerah;

melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data usul penghapusan dan
pemindah tanganan aset/barang milik daerah,
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kK. melaksanakan penghapusan dan pemindahtanganan aset/barang milik
daerah;

|, melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait,
dalam rangka kegiatan inventarisasi aset milik daerah;

m. melaksanakan revaluasl dan sensus barang milik daerah, sesuai dengan
ketentuan yang berlaky,

n. melaksanakan fasilitasi tuntutan ganti rugi mengenai aset/barang milik
daerah sesuai ketentuan peraiuran perundang-undangan yang beriaku,

0. menyiapkan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris
beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah,

p. melaksanakan aplixasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
(SIMBADA),

g.  mengoreksi hasil kerja pelaksana;

r menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Inventarisasi
dan Pemanfaatan Aset;

s. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Perlengkapan, yang berkaitan dengan kegiatan administrasi di bidang
inventarisasi dan pemanfaatan aset, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan pemerintah daerah;

i melaporkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan,

u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset, sesuai ketentuan yang
beraku; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikkan oleh Kepala Bagian
Perengkapan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVI
BAGIAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Bagian Organisasi
Pasal 46
Bagian Organisasi dipimpin cleh seorang Kepala Bagian adalah unsur staf yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Adminisirasi Umum,

Bagian Organisasi mempunyai tugas mengelola penyusunan kebijakan
pemerintah daerah dan pengoordinasian dan pembinaan administrasi satuan
kerja perangkat deerah meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan
pendayagunaan aparatur daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Organisasi mempunyai fungsi

a.  penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang organisasi;

b. pengelolaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
organisasi;

c. pembinaan administrasi dan aparatur pemernintah daerah;

d  pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah bidang organisasi; dan
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@ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum,
sesual dengan tugas dan fungsinya,

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3). Kepala Bagian Organisasi mampunyai uraian tugas:

a. membantu Asisten Administrasi Umum, dalam menjalankan ftugas di
bidang organisasi;

b. menyusun rencana dan program kerja Bagian Organisasi, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

c.  memimpin, mendistnbusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya,

d. membina dan memotivasi pelaksanalpegawai serta memelihara
kemampuan berprestasi pegawai di Bagian Organisasi, dalam rangka
peningkatan produktifitas kerja dan mengembangkan karier pegawai,

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menial pelaksanaan
tugas pelaksanz;

f.  mengelola pengumpulan dan pengolahan data Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

o] mengelola penyiapan data sebagai bahan pembinaan dan penataan
kelembagaan;

h. mengelola penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan analisa
dan formasi jabatan;

i mengkoordinasikan pelaksanaan analisa dan formasi jabatan;

j mengeicla pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan ketatalaksanaan yang melipuli tata kena, metode kerja,
prosedur kerja dan tugas-tugas ketatalaksanaan lainnya;

k. menyusun rancangan peraturan perundang-undangan di  bidang
kelembagaan, ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur daerah;

l mengelola bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan dokumentasi
keorganisasian;

m. mengelola pembinaan aparatur pemerintah dasrah;

g mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang
kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pendayagunaan aparatur daerah,

r. mengelcla rencana dan pelaksanaan anggaran Bagian Organisasi,

8. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi
Umum, yang berkaitan dengan penataan kelembagaan dan lata laksana
serta pendayagunaan aparatur daerah, dalam rangka pengambilan
keputusan/strategi kebijakan pemerintahan daerah;

t.  melaporkan kepada Asisten Administrasi Umum, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

u.  melaksanakan ewvaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Bagian Organisasi, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Asisten Administrasi
Umum, sesuai dengan tugas dan fungsinya,
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Bagian Kedua
Subbagian Kelembagaan

Pasal 47

Subbagian Kelembagsan dipimpin cleh secrang Kepala Subbagian adalah
unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Organisasi.

Subbagian Kelembagaan mempunyai fugas menyiapkan bahan penataan
kelembagaan perangkat daerah pemerintahan daerah,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud peda ayat {2), Subbagian
Kelembagaan mempunyai fungsi

a
b.

€.

penyiapan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan,

pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
kelembagaan;

penyiapan bahan pembinaan kelembagaan pemerintah daerah;,

pemantauan dan evaluasi pelsksanaan kebijakan pemerintahan daerah di
bidang kelembagaan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesbagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat {2). dan ayat (3). Kepala Subbagian Kelembagaan mempunyal urgian

tugas:

a. membantu Kepala Bagian Organisasi, dalam mealaksanakan tugas di bidang
kelembagaan:

b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Kelembagaan,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

¢. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksana;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana,

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang kelembagaan,

g. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan evaluasi terhadap
kelembagaan perangkat daerah;

h. menyiapkan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan perangkat daerah;

i. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan analisis jabatan,

j. menyusun persyaratan jabatan, kriteria jabatan dan karakteristik untuk
jabatan struktural, sebagai pedoman pengembangan pegawai;

k. melaksanakan fasililasi dan penataan jabatan fungsional

I, melaksanakan analisa permasalahan kelembagaan pemerintahan daerah,

m. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
dan penataan organisasi,

n. menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah kelembagaan

pemerintah daerah;
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0. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan
penyempurnaan kelembagaan satuan organisasi di lingkup pemerintah
daerah;

p. menyiapkan pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pembinaan,
pengembangan dan penyempurnaan kelembagaan satuan-satuan
organisasi pemerintah daerah;

g. melaksanakan analisis dan pengksjian terhadap produk hukum di bidang
kelembagaan;

r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi, dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

5. mengoreksi hasil kerja pelaksana;
t. menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Kelembagaan,

u. melaksanakan tugas-ugas kelembagaan dan analisis formasi jabatan
lainnya, sesual ketentuan yang berlaku;

v. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Organisasi, yang berkaitan dengan kegiatan pembingan dan penataan
bidang kelembagaan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan
pemerintahan daerah;

w. melaporkan kepada Kepala Bagian Organisasi, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

¥. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Kelembagaan, sesual ketentuan yang berlaku; dan

y. maelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi,
sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Bagian Ketiga
Subbagian Ketatalaksanaan

Pasal 48

Subbagian Ketatalaksanaan dipimpin cleh secrang Kepala Subbagian adalah
unsur siaf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Qrganisasi.

Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penataan
ketatalaksanaan perangkat daerah pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai fungsi

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang
ketatalaksanaan,

b. pelaksanaan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah di bidang
ketalalaksanaan,

c. penyiapan bahan pembinaan ketatalaksanaan pemerintah daerah;

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemernntah
daerah bidang ketatalaksanaan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bagian Organisasi,
sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Kelatalaksanaan mempunyal uraian

tugas.:
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membantu Kepala Bagian Organisasi, dalam melaksanakan tugas di bidang
ketatalaksanaan;

menyiapkan rencana dan program kera Subbagian Ketatalaksanaan,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi pelaksana, dalam pelaksanaan tugas;

mendistiibustkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksana,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

melaksanakan pengumpulan dan mengolah data ketatalaksanaan:
melaksanakan analisa permasalahan ketalalaksanaan pemeriniah daerah;,

melaksanakan peneliian  dan evalussi terhadap pelaksanaan
ketatalakzanaan pemerintah daerah;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam
rangka pembinaan dan pengembangan prosedur kerja pemerintah daerah;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam
rangka pembinaan dan pengembangan sistem dan metode kerja
pemerintah daerah;

menyiapkan pelaksanaan pembinaan program dan pelaksanaan tugas,
pada seluruh satuan kerja pemerintah daerah;

menyusun tata naskah dinas pemerintah daerah;

. membina dan mengevaluasi pelaksanaan tata naskah dinas, sesuai
ketentuan yang beriaku;

menyusun dan mengevaluasi penggunaan pakaian dinas di lingkup
pemerintah Kabupaten Cirebon;

mealaksanakan fasilitasi penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kabupaten Cirebon;

melaksanakan fasilitasi penyusunan pencapaian standar pelayanan
minimal {SPM);

menyusun dan mengevaluasi tata hubungan kerja (tahubja);

melaksanakan analisa dan mengevaluasi ketentuan jam kerja di lingkup
pemerntah kabupaten Cirebon;

menghimpun, mempelajari dan memelihara peraturan peraturan
perundangan di bidang ketatalaksanaan;

melaksanakan analisis dan pengkajian terhadap produk hukum di bidang
ketatalaksanaan,

menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP),

melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan
publik pada lingkup satuan kerja perangkat daerah;

. menyusun pembakuan alat kelengkapan kerjalstandarisas sarana kerja,

melaksanakan koordinasi dan konsultasi, dalam rangka kelancaran
pelaksanaan fugas,;

mengoreksi hasil kerja pelaksana;

menyliapkan rencana dan pelsksanaan anggaran  Subbagian
Ketatalaksanaan;
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aa. melaksanakan tugas-tugas ketatalaksanaan lainnya, sesusai ketentuan yang
beriaku;

bb. memberikan saran dan bahan perimbangan kepada Kepala Bagian
COrganisasi, yang berkaitan dengan pembinaan dan penataan
ketatalaksanaan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan
pemerintahan daerah;

cc. melaporkan kepada Kepala Bagian Organisasi, satiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

dd. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasikegistan
Subbagian Ketatalaksanaan, sesuai ketentuan yang beriaku, dan

ee. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bagian Organisasi,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah

Pasal 49

Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah dipimpin oleh secrang Kepala
Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Organisasi.

Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penataan pendayagunaan aparatur pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Pendayagunaan Aparatur Daerah mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di
bidang pendayagunaan aparatur daerah;

b. pelaksanaan koordinasi lugas satuan kefja perangkat daerah di bidang
pendayagunaan aparatur daerah;

C. penyiapan bahan pembinaan aparatur pemerintah daerah bidang
pendayagunaan aparatur daerah;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenntah daerah
bidang pendayagunaan aparatur daerah; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah
mempunyai uraian fugas:

8. membantu Kepala Bagian Organisasi, dalam melaksanakaan tugas di
bidang pendayagunaan aparatur daerah;

b. menyiapkan rencana dan program keria Subbagan Pendayagunaan
Aparatur Daerah, sebagai pedoman pelaksanaan fugas,

c. membina dan memcotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanasn tugas kepada
pelaksans;

e memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
pelaksana;

o
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mengumpulkan dan mengolah data aparatur daerah;

menyusun, penyajikan dan mendokumentasikan data aparatur daerah;
menyusun standar kompetansi jabatan;

menyiapkan bahan penilaian kinerja aparatur,

menyiapkan bahan pembinaan Gerakan Disiplin Nagional,

melaksanakan kegiatan Gerakan Disiplin Nasional, dengan satuan kerja
terkait;
melaksanakan pengelolaan perpustakaan Sekretariat Daerah;

menyiapkan pengkajian, penyusunan perencanaan dan  program
Sekretariat Daerah;

melaksanakan analisis dan pengkajian terhadap produk hukum di bsdang
pendayagunaan aparatur daerah;

menyusun rencana dan program kerja Bagian Organisasi, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Organisasi, sesuai ketentuan yang berlakuy;

melaksanakan koordinasi dan konsultasli, dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas,

menyiapkan bahan pelaksanaan kegialan Forum  Komunikasi
Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (Forkompanda);

mengoreksi hasil kerja pelaksana,

menyiapkan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan anggaran Subbagian
Pendayagunaan Aparatur Daerah;

melaksanakan penyusunan parencanaan dan program Sekretariat Daerah;

melaksanaan panyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kera Tahunan
Sekretariat Daerah;

melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemanntah
Sekretariat daerah;

melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga Bagian Organisasi;

memberikan saran pertimbangen kepada Kepala Bagian Organisasi, yang
berkailan dengan kegiatan penatsan pendayagunaan aparatur daerah,
dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan pemerintah daerah,

melaporkan kepada Kepala Bagian Organisasi, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;
melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan

Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah, sesuai ketentuan yang
beraku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi,
sesuai dengan tugas dan fungsinya
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BAE XV
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 50

Sekretariat DPRD dipimpin cleh secrang Sekretaris DPRD yang merupakan
unsur pendukung terhadap kegiatan DPRD yang secara teknis operasional
langsung barada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan
secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyslenggarakan administrasi
kesskretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DFRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang
dibutuhkan DPRD.

Untuk malaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretanat
DPRD mempunyai fungsi

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

¢. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana kerja'program kerja DPRD dan kegiatan-kegiatan yang
menyangkut Bagian-bagian di lingkup Sekretarnat DPRD;

b. menyusun anggaran kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;

€. mengoreksi dan penganalisaan serta pemarafan konsep produk hukum
yang menjadi garapan Sekretariat DPRD;

d. menunjang penyelenggaraan pelaksanaan program kerja tahunan DPRD;

e, merencanakan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia berkaitan
dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

f. merencanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga, perjalanan
dinas dan ketatausahaan DPRO;

g. memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Bagian, sesuai bidang tugasnya;
h. membina dan memotivasi bawahan/pagawai serta memelihara kemampuan

berprestasi pegawai di setiap Bagian dalam rangka peningkatan
produktivitas kerja dan pengembangan karier pegawai;

I.  memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan fugas
bawahan;
j. mengoreksi dan memaraf konsep surat di lingkup Sekretariat DPRD;

k. menyelenggarakan koordinasi dengan Instans: pemerintah dan lembaga
lain dalam rangka kelancaran kegiatan DPRD;

|.  memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD, yang
berkaitan dengan kegiatan kesekretariatan DPRD, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;
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m. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretariz Daerah, yang

berkaitan dengan tugas-tugas administrasi DPRD, sesual ketentuan yang
berlaku;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelakszanaan tugas/kegiatan
Sekretariat DPRD, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD dan Bupati,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB XVl
BAGIAN UMUM
Bagian Pertama
Bagian Umum
Pasal 51

Bagian Umum dipimpin cleh seorang Kepala Bagian adalah unsur staf yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD,

Bagian Umum mempunyai tugas mengelola urusan administrasi umum dan
penyusunan perencanaan dan program Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian
Urum mempunyai fungsi

d.

moan o

f.

pelaksanaan perencanaan di bidang umum;
pelaksanaan administrasi kesekretanatan DPRD;
pelaksanaan tugas perancanaan dan program DPRD;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang umum;

pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas umum DPRD;
dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD, sesusi
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan (3), Kepala Bagian Umum mempunyai uraian tugas:

b.

membantu Sekretaris DPRD, di bidang urusan administrasi umum dan
menyusun perencanaan program Sekretariat DPRD,

mengelola rencana dan program keria Bagian Umum, sebagai proses
pelaksanaan tugas,

memimpin, mendistribusikan dan memberi pelunjuk pelaksansan tugas
kepada para kepala Subbagian, sesuai bidang fugasnya,

membina dan memotivasi bawahan atau pegawai serta memelihara terus
manarus kemampuan berprestasi pagawai di Bagian Umum, dalam rangka
peningkatan produkfifitas kerja dan mengembangkan karier pagawai;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

mengelola penyiapan seluruh kegiatan yang menjadi kewenangan bidang
LI,

mengelola penyiapan, pemeliharaan dan penyimpanan surat-surat di
bidang kearsipan;

mengelola penyiapan keperluan Rumah Tangga DPRD, Sekretariat DPRD
dan rumah dinas Ketua DPRD;

menyiapkan dan menyusun layanan perjalanan dinas untuk DPRD dan
Sekretariat DPRD;
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j. mengelola, menyiapkan serta memelihara sarana dan prasarana DPRD,
Sekretariat DPRD dan rumah dinas Ketua DPRD;

k. menyiapkan pengadaan barang untuk kepentingan DPRD, Sekretariat
DPRD dan rumah dinas Ketua DPRD;

l.  mengelola evaluasi dan pelaporan hasil kerja kegiatan Sekretariat DPRD,
sesuai ketentuan yang beriaku;

m. mengkoordinasikan kinerja aparatur Sekretariat DPRD:;

n. mengkoordinasikan pemeliharaan inventarsasi sarara dan prasarana
DPRD dan Sekretariat DPRD:

0. mengelola perencanaan dan pelaksanaan anggaran Bagian Umum;

p- mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat
DPRD, sesuai ketentuan yang berlaku,

g. memberkan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD,
yang berkaitan dengan kegiatan Bagian Umum, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan,

r. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Umum, sesuai ketentuan yang berlaku: dan

5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD, sesua:
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 52

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian adalah unsur
pelaksana yang langsung berada di bawah dan berianggungjawab kepada
Kepala Bagian Umum,

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi
ketatausahaan dan kepegawaian Sekretanat DPRD,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Subbagian
Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan di bidang ketatausahaan,

b. pelaksanasn administrasi ketatausahaan DPRD;

C. pelaksanaan tugas perancanaan dan program DPRD;,

d. pelaksanasn evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan;

€. pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas ketatausahaan

DPRD; dan
f. pelaksanasn tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

a membaniu Kepala Bagian Umum, dalam melaksanakan tugas di bidang
ketatausahaan DPRD dan Sekretariat DPRD:

b menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Tata Usaha, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

c. memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan,;

d.  membina dan memctivasi bawahan atau pegawai serta memelihara

kemampuan berpresiasi pegawai dalam rangka peningkatan produktifitas
kerja dan mengembangkan karier bawahan,
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memantau, mengendalikan, mangevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

melaksanakan urusan ketatausahaan;

melaksanakan pengendalian surat masuk dan surat keluar,
melaksanakan dan memberikan kartu disposisi pada surat masuk;
memberikan nomor surat masuk dan surat keluar,

mengerjakan pengiriman surat dan mengekspedisikan surat;
mealaksanakan pendistribusian suraf,

mengelola kearsipan surat (arsip surat statis dan arsip surat dinamis);
melaksanakan penggandaan surat;

melaksanakan penataan dan penyimpanan arsip,

melaksanakan pengolahan data administrasi ketatausahaan;
melaksanakan pengelolaan data administrasi kepegawaiaan,
melaksanakan penyusunan program dan perencanaan Sekretariat DPRD;

memberikan saran dan bahan pertimbangan Kepala Bagian Umum, yang

berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan, dalam rangks pengambilan

keputusan/kebiakan;

8. melaporkan kepada Kepala Bagian Umum, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

t menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasikegiatan Sub
Bagian Tata Usaha, sesuai ketentuan yang beriaku; dan

u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan cleh Kepala Bagian Umum,

sesual dengan tugas dan fungsinya,
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Bagian Ketiga
Subbagian Rumah Tangga

Pasal 53

Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian adalah
unsur pelaksana vyang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bagian Umum

Subbagian Rumah Tangga mempunyai fugas melaksanakan urusan rumah
tangga DPRD dan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Rumah Tangga mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perencanaan di bidang kerumah tanggaan DPRD;

b. pelaksanaan administrasi rumah tangga kesekretariatan DPRD,

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerumah tanggaan,
d

pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas kerumah
tanggaan DPRD,; dan

e. pelaksanasn tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Rumah Tangga mempunyai uraian

tugas:

a membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugas di bidang
urusan Rumah Tangga DPRD dan Sekretariat DPRD;
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b menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Rumah Tangga,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. membina dan memotivasi pelaksanaan dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksana;

e memantau, mengendalikan, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;

f.  menyiapksn pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data di bidang
rumah tangga,

g. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan evaluasi terhadap barang-
barang inventaris Sekretariat DPRD;

h. menyiapkan pelaksanaan pengadaan barang-barang untuk kepentingan
DPRD, Sekretariat DPRD dan rumah dinas Ketua DPRD;

|  melaksanakan pengadaan fasiitas, pemeliharaan barang-barang, inventans
sarana kendaraan, taman dan gedung-gedung, serta fasilitas lainnya;
j. menyusun persyaratan para penyedia pengadaan barang dan jasa,

k. menyiapkan pengemudi untuk Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD dan
Sekrataris DPRD;

I.  menylapkan kendaraan, untuk kepentingan tugas kegiatan kunjungan kerja
DPRD,

m. melaksanakan pemeliharaan kebersihan gedung-gedung dan sarana kerja
DPRD, serta rumah dinas Ketua DPRD;

n. menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Rumah
Tangga,
0. mealaksanakan koordinasi dengan Bagian lain bila diperlukan,

p. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Umum,
yang berkatan dengan kegiatan kerumah tanggasan, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

g melaporkan kepada Kepala Bagian Umum, sefiap melsksanakan
tugas/penugasan;

r. menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Rumah Tangga. sesuai ketentuan yang berlaku; dan

s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan olen Kepala Bagian Umum,
sesual dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIX
BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Pertama
Bagian Perundang-undangan

Pasal 54

Bagian Perundang-undangan dipimpin oleh secrang Kepala Bagian adalah
unsur staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
DPRD.

Bagian Perundang-undangan mempunyai lugas mengelola bahan untuk
bahasan rancangan dan kajian produk hukum serta melaksanakan pengolahan
data dan pendokumentasian produk hukum DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian
Perundang-undangan mempunyai fungsi:
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pelaksanaan perencanaan di bidang perundang-undangan;
pelaksanaan penyediaan kebutuhan DPRD bidang perundang-undangan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perundang-undangan;

pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas di bidang
perundang-undangan, dan

pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh Sekretaris DPRD, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3}, Kepala Bagian Perundang-undangan mempunyai uraian

tugas:

a.

b.

.

membantu Sekretaris DPRD, dalam melaksanakan tugas di bidang
perundang-undangan yang diselenggarakan DPRD,

mengelola rencana dan program kerja Bagian Perundang-undangan,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

memimpin, mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya;

membina dan memotivasi bawahan/pegawai serta memelihara kemampuan
berprestasi pegawai, dalam rangka peningkatan produktivitas kerja dan
mengembangkan karier pegawai;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

menyiapkan bahan bahasan rancangan dan kajian produk hukum serta
pengaolahan data dan pendokumentasian produk hukum;

mengelola pengaturan kegiatan kajian produk hukum serta pengclahan
data dan pendokumentasian produk hukum;

mengelola penyiapan pelaksanaan bahan kajian produk hukum serta
pengelahan data dan pendokumentasian produk hukum;

mengelola rencana, dan pelaksanaan anggaran Bagian Perundang-
undangan;

meneliti dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, pengajuan,
penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik,

meneliti berkas-berkas persyaratan administras| calon anggota Pengganti
Antar Waktu (PAW) DPRD;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD yang
berkaitan dengan pelaksanaan bidang perundang-undangan, sebagai
bahan pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Sekretaris DPRD, setiap selesal melaksanakan
tugas/penugasan;

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Perundang-undangan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Pengkajian Produk Hukum

Paszal 55

Subbagian Pengkajian Produk Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian Perundang-undangan,
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Subbagian Pengkajian Produk Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan
ranmggan dan kajian peraturan perundang-undangan yang menjadi tugas
DFRD.

Untuk mefaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Pengkajian Produk Hukum mempunyai fungsi :

b.
-4
d

pelaksanaan perencanaan di bidang pengkajian produk hukum;
pelaksanaan pelayanan pengkajian produk hukum DPRD;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian produk hukum;

pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas pengkajian
produk hukum DPRD; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perundang-
undangan, sesual dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), gan ayat (3), Kepala Subbagian Pengkajian Produk Hukum
mempunyai uraian tugas:

b.

membantu Kepala Bagian Perundang-undangan, dalam melaksanakan
tugas di bidang perundang-undangan;

menylapkan rencana dan program kerja Subbagian Pengkajian Produk
Hukum, yang disesuaikan dengan program kerja DPRD sebagai pedoman
pelzksanaan tugas;

membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

menyiapkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan
rancangan produk hukum yang tugas DPRD;

menyusun rancangan produk hukum yang menjadi tugas DPRD,

menyiapkan materi produk hukum yang menjadi bahan kapan, penelitian
dan pengembangan produk hukum untuk kepentingan DPRD;,

manyiapkan pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan
produk hukum untuk kepentingan DPRD;

menyusun konsep laporan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian
produk hukum;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagan
Perundang-undangan, yang berkaitan dengan pelaksanaan pengkajian
produk hukum, sebagai bahan pengambilan keputusankebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bagian Perundang-undangan, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Pengkajian Produk Hukum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perundang-
undangan, sesual dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Subbagian Pengolahan Data dan Dokumentasi

Pasal 56

(1) Subbagian Pengelahan Data dan Dokumentasi dipimpin cleh seorang Kepala
Subbagian adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perundang-undangan

{2) Subbagian Pengolahan Data dan Dokumentasi mempunyai tugas menyiapkan
dan mengolah data, menyimpan dan pendokumentasian produk hukum seria
melaksanakan fasilitasi layanan dokumentasl.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Pengolahan Data dan Dokumeantasi mempunyai fungsi :

(3)

(4)

g,

b.
tl

d.

e.

pelaksanaan perencanaan di bidang pengolahan data dan dokumentasi
DPRD;

pelaksanaan administrasi pengholahan dan dan dokumentasi DPRD;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengclahan data dan
dokumentasi;

pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas pengolahan dan
dokumentasi perundang-undangan DPRD; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perundang-
undangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat {2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Pengolahan Data dan Dokumentasi
mempunyal uraian tugas:

d.

b.

C.

= e
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membantu Kepala Bagian Perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas
di bidang pengolahan data dan dokumentasi;

menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Pengolahan Data dan
Dokumentasi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi pelaksana dalam melaksanakan tugas,

mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksana;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

mengoreksi data olahan hasil kena pelaksana;

mengolah, menyimpan dan mengelola bahan/data produk hukum;
melaksanakan kegiatan perpustakaan;

menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengkajian produk hukum
yang disesuaikan dengan kegiatan DPRD;

menyimpan dan mendokxumentasikan hasil kajan produk hukum;
menghimpun, mempelajari dan memelihara bahan layanan produk hukum;
melaksanakan unifikasi dan kodifikasi hukum;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi, dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Perundang-undangan, yang berkaitan dengan pelaksanaan ftugas
pengolahan data dan dokumentasi, dalam rangka pengambilan
keputusan/kehijakan;

melaporkan kepada Kepala Bagian Perundang-undangan, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan,
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p. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasfkegiatan
Subbagian Pengolahan Data dan Dokumentasi, sesual ketentusn yang
beriaku, dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perundang-
undangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XX
BAGIAN PERSIDANGAN

Bagian Pertama
Bagian Persidangan

Pasal 57
(1) Bagian Persidangan dipimpin cleh seorang Kepala Bagian adalah unsur staf
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD

(2) Bagian Persidangan mempunyai tugas mengelcla kegialan guna kelancaran
pelaksanaan persidangan DPRD.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian
Persidangan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan persidangan DPRD,
b. pelaksanaan administrasi persidangan DPRD,
€. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang persidangan,
d

pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas persidangan
DPRD; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Sekretaris DPRD, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

{4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bagian Persidangan mempunyai uraian tugas:

8. membantu Sekretaris DPRD, dalam melaksanakan tugas di bidang
Persidangan dan Rapat yang diselenggarakan DPRD,

b. menyusun rencana dan program kerja Bagian Persidangan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

c. memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan fugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya,

d. membina dan memotivasi bawahan/pegawai serta memelihara kemampuan
berprestasi pegawai, dalam rangka peningkatan produktivitas kerja dan
mengembangkan karier pegawai,

e, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f. membantu Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan dan pengkoordinasian
kegiatan penerangan, publikasi dan pemberitaan kegiatan DPRD seria
urusan keprotokolan,

mengelola pengaturan kegiatan persidangan dan rapat-rapat DPRD;
mengelola penyiapan pelaksanaan persidangan dan rapat-rapat DPRD;
menyusun dan mengoreksi konsep risalah rapat,

menyusun dan mengoreksi konsep hantaran Pimpinan DPRD;

mengelola penyaringan informasi dan analisis pemberitaan kegiatan DPRD,
mengelola dan koordinasi kegiatan penerangan, publikasi dan pemberitaan
kegiatan DPRD;

m. mengelola dan koordinasi kagiatan keprotokolan DPRD;

n. meangelola usulan dan pelaksanaan anggaran Bagian Persidangan;

— x v — Fa
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0. mempersiapkan bahan usulan anggaran Bagian Parsidangan;

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD yang
perkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan persidangan dan rapat-rapat
DPRD, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

Q. melaporkan kepada Sekretaris DPRD, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan,

r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian
Persidangan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD, sesuai
dengan tugas dan fungsinya,

Bagian Kedua
Subbagian Rapat dan Risalah

Pasal 58

Subbagian Rapat dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah
unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepals
Bagian Persidangan.
Subbagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
persidangan dan rapat dan mengumpulkan bahan serta menyusun risatah hasil
rapat.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Rapat dan Risalah mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan rapat dan risalah,
b. pelaksanaan administrasi rapat dan risalah DPRD;
C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rapat dan risalah,
d. pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas rapat dan risalah
DPRD; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persidangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Rapat dan Risalah mempunyai uraian
tugas:
a. membantu Kepala Bagian Persidangan, dalam melaksanakan tugas dalam
persiapan persidanganirapat;
b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Rapat dan Risalah,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. membina, memotivasi, dan mendorong bawahan dalam pelaksanaan tugas;
d mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan fugas kepada
bawahan;
e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan fugas
bawahan;
f. melaksanakan koordinasi untuk persiapan tempat rapat dan tempat
kunjungan kerja/peninjauan;
g. melaksanakan koordinasi dalam rangka mempersiapkan bahan/materi
persidangan rapat;
mengumpulkan dan mengclah bahan/materi persidangan/rapat;
mempersiapkan bahan/matan kegiatan kunjungan kerja DPRD,
menyusun dan mengoreksi konsep nsalah persidangan dan rapat,
melaksanakan koordinasi dan konsullasi dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas,

b b
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| memberkan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Persidangan yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan dan rapat,
dalam rangka pengambilan keputusanfkebijakan;

m. melaporkan kepada Kepala Bagian Persidangan, setiap selesal
melaksanakan tugasfpenugasan;

n. meny@apkan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Rapat dan Risalah, sesuai ketentuan yang beriaku; dan

0. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Persidangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Pasal 59

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepaia

Subbagian adalah unsur pelayanan yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan.

Subbagian Hubungan Masyarskat dan Protokol mempunyal tugas

melaksanakan huhungan masyarakat dan keprotokolan DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan di bidang hubungan masyarakat dan protokol,

b. pelaksanaan pelayanan bidang hubungan masyarakat dan protokel DPRD;

C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat dan
protokal,

d. pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas hubungan
rmasyarakat dan protokol DPRD; dan

e. pelaksanaan tuges lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persidangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

mempunyai uraian tugas:

a membantu Kepala Bagan Persidangan, dalam melaksanakan tugas di
bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;

b. menyiapkan rencana kegiatan dan program kerja Subbagian Hubungan
Masyarakat dan Protokol, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

¢, mendisiribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

d. membina, memotivasi, dan mendorong bawahan dalam pelaksanaan tugas;

g. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan:

f. melaksanakan penyarngan informasi dan analisis pemberitaan, kegiatan
publikasi, dan pemberiiaan serta kegiatan keprotokolan OPRD;

g. melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan informasi kegatan
DPRD:

h. melaksanakan dan memberikan layanan publikasi dan pembentaan
kegiatan DPRD,

i.  menyaring dan menyebarluaskan informasi kegiatan DPRD;
melaksanakan fasilitas layanan aspirasi masyarakat kegiatan DPRD,
k. melaksanakan koordinasi mengenai keprotokolan kegiatan DPRD;
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| melaksanakan perekaman, penyajian data dan mendokumentasikan hasil
kegiatan DPRD,

m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

n. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Persidangan, yang berkaitan dengan penyaringan informasi dan analisis
pemberitaan, penerangan, publikasi kegiatan DPRD serta kegiatan
keprotokolan DPRD, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

0. melaporkan kepada Kepala Bagian Persidangan, setiap salesai
melaksanakan tugas/penugasan;

p. menyiapkan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, sesuai ketentuan yang
berlaku; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Persidangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XXI
BAGIAN KEUANGAN
Bagian Pertama
Bagian Keuangan

Pasal &0

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian adalah unsur staf

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Keuangan mempunyai tugas mengeicla dan mengkoordingsikan

penyusunan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian

Keuangan mempunyai fungsi:

3. pengelolaan perencanaan di bidang keuangan DPRD;

b. pelaksanaan penatausahaan keuangan DPRD;

€. pengelolaan evaluasi dan pelaporan penatausahaan keuangan DPRD;

d. pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas administrasi
dan penatausahaan keuangan DFRD, dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. membantu Sekretaris DPRD, dalam melaksanakan tugas di bidang
keuangan DPRD;

b. mengelola rencana dan program kena Bagian Kevangan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

c. memimpin, mendistribusikan, dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnys;

d. membina dan memotivasi bawahan/pegawai serta memelihara kemampuan
berprestasi pegawai, dalam rangka peningkatan produkfivitas kera dan
mengembangkan karier pegawai;

e. memantau, mengendelikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan fugas
bawahan;

f. mengelcia dan pengkoordinasian penyusunan anggaran DPRD dan
Sekretanat DPRD;

g mengelola administrasi kevangan DPRD dan Sekretariat DPRD,
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h. mengelola penyusunan daftar gajl DPRD dan tunjangan DPRD;
i. mengelola penyusunan daftar gaji dan tunjangan Sekretariat DPRD;

. menyusun laporan pengelolaan administrasi kevangan DPRD dan
Sekretanat DPRD:

k. mengelola penyusunan pertanggungawaban keuangan DPRD dan
Sekretariat DPRD,

| membernkan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD yang
berkatan dengan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi
keuangan DPRD dan Sekretaris DPRD, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

m. melaporkan kepada Sekretaris DPRD, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

n. mengelcla evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan
Kepala Bagian Keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

0. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris DPRD, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Anggaran

Pasal 61

Subbagian Anggaran dipimpin cleh secrang Kepala Subbagian adalah unsur
pelaksana vyang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian Keuangan

Subbagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan
serta meiaksanakan koordinasi dalam menyusun dan pelaksanaan anggaran
DPRD dan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Anggaran mempunyal fungsi

a. pelaksanaan perencanaan di bidang anggaran;

b. pelaksanaan administrasi keuangan DPRD;

C. pelaksanaan tugas pengoordinasian guna kelancaran tugas anggaran
DPRD;,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
{2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Anggaran mempunyai uraian tugas:
a. membantu Kepala Bagian Keuangan. dalam melaksanakan tugas di
bidang anggaran;
b. menyiapkan rencana dan program kerja Subbagian Anggaran, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,
c. membina, mamotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas;
d. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kKepada
pelaksana,
g. memantau, mengendalikan, mengeveluasi, dan menilai pelaksanaan
tugas bawahan;

f.  mengoreksi hasil kerja pelaksana,
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g. menyiapkan bahan penyusunan, perencanaan, dan pengelolaan
anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

h. melaksanakan koordinasi kegiatan guna penyusunan rencana anggaran
dan perubahan anggaran DPRD dan Sakretariat DPRD:

i.  melaksanakan penghimpunan dan penyiapan bahan kajian kebijakan
pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;,

J.  membuat dan mendstribusikan blangko isian usulan anggaran ketiap-tiap
Bagian;

k. menghimpun, mencatat dan menuangkan usulan anggaran tiap Bagian ke
dalam perencanaan anggaran DPRD dan Sekretanat DPRD;

|, memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian
Keuangan, yang berksitan dengan penyusunan dan pelaksanaan
penggunaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

m melaporkan kepada Kepala Bagian Keuangan, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

n. menylapkan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan lugas/kegiatan
Subbagian Anggaran, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

0. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Keuangan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Perbendaharaan

Pasal 62

Subbagian Perbendaharaan dipimpin cleh seorang Kepala Subbagian adalah
unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian Keuangan.

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
administrasi dan penatausahaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Subbagian
Perbendaharaan mempunyai fungsi

a pelaksanaan perencanaan di bidang perbendaharaan,
b. pelaksaraan administrasi dan penatausahaan keuangan DPRD;

¢ pelaksanaan tugas pengoordinasian guna  kelancaran  tugas
perbendaharaan DPRD;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan; dan

@. pelaksanaan tugas lasin yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan,
sesuai dengan lugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

{2}, dan ayat (3), Kepala Subbagian Perbendaharaan mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Bagian Keuangan, dalam melaksanakan tugas di bidang
perbendaharaan;

b. menyiapkan rencana dan program Subbagian Perbendaharaan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

¢. membina, memotivasi pelaksana dalam pelaksanaan tugas,

d. mendistribusikan dan memberkan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
pelaksana;

e memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,
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mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;
melaksanakan adminigtrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD,

me-nyjapkan bahan-bahan kebijakan penyelenggaraan Perbendaharaan,
g;::tanja pegawal seria pengelolaan administrasi DPRD dan Sekretariat
RD;

melaksanakan pembukuan, wverifikasi, dan penyiapan bahan kajan
kebijakan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;

melaksanakan koordinasi dalam penyusunan konsep alokasi anggaran,

melaksanakan pembukuan penggunaan anggaran keuvangan DPRD dan
Sekretanat DPRD,

menyusun laporan penggunaaan anggaran keuangan DPRD dan
Sekretariat DPRD:

. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian

Keuangan, yang berkaitan dengan kegiatan perbendaharaan. dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan,

melaporkan kepada Kepala Bagen Keuangan, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Anggaran, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Keuangan, sasuai
dengan tugas dan fungsinya.

BAB XXl
STAF AHLI BUPATI
Bagian Pertama
Bidang Hukum dan Pemerintahan

Pasal 63

(1) Staf Ahli bidang Hukum dan Pemerintahan adalah unsur staf pembantu Bupati
yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan
secara administratif dikcordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Staf Ahli bidang Hukum dan Pemerintahan mempunyai tugas memberikan
telaahan mengenai hukum dan pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Ahli
bidang Hukum dan Pemernntahan mempunyai tugas dan fungsi di luar tugas
dan fungsi perangkat dasrah.

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3), Staf Ahli bidang Hukum dan Pemerintahan mempunyai uraian
tugas.

a.

b.

membarikan telaahan staf kepads Bupati, dalam rangka merumuskan
kebiiakan pemerintah daerah di bidang hukum dan pemerintahan;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang hukum dan
pemerintahan;

melaksanakan kajian bidang hukum dan pemerintahan terhadap
keputusan/kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan:



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

{2)

(3)
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d. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati di bidang
hukum dan pemerintahan secara konseptual, dan sistematis guna
pemecahan masalah pemennteh daerah;

& melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan telahan staf
yang disampaikan satuan perangkat daerah kepada Bupati, dan

f.  melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati, diluar tugas dan fungsi
satuan kera perangkat daerah.

Bagian Kedua
Bidang Sosial dan Politik

Pasal 64

Staf Ahli bidang Sosial dan Politik adalah unsur staf pembantu Bupati yang
langsung berada di bawsh dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara
administratif dikoordinasikan cleh Sekrataris Daesrah.

Staf Ahli bidang Sosial dan Politk mempunyai tugas memberikan telaahan
mengenai sosial dan paolitik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Ahli
bidang Sosial dan Politik mempunyai tugas dan fungsi di luar tugas dan fungsi
perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3), Staf Ahli bidang Sosial dan Politik mempunyai uraian tugas;

a. memberikan telaahan staf kepada Bupati, dalam rangka merumuskan
kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial dan politik;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang sosial dan politik;

C. melaksanakan  kajian bidang sosial dan  politk terhadap
keputusanikebijgkan pemerintah daerah yang telah ditetapkan;

d. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati, di bidang
sosial dan politik secara konseplual, dan sistematis guna pemecahan
masalah pemernntah daerah;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan telahan staf
yang disampaikan satuan kerja perangkat daerah kepada Bupati; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati diluar, tugas dan fungsi
satuan karja perangkat daerah.

Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan

Pasal 65

Staf Ahli bidang Pembangunan adalsh unsur staf pembantu Bupati yang
langsung berada di bawah dan bertanggungjswab kepada Bupali dan secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan
mengenai pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Staf Ahli
bidang Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi di luar tugas dan fungsi
perangkat daerah.
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{4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3), Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai uraian tugas:

e,

memberkan telaahan staf kepada Bupati, dalam rangka merumuskan
kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pembangunan,

melaksanakan kajian bidang pembangunan terhadap keputusan‘kebijakan
pemernntah daerah yang telah ditetapkan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati, di bidang
pambangunan daerah, secara konseptual, dan sistematis guna pemecahan
masalah pemerintah daerah;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan telahan staf
yang disampaikan satuan kerja perangkat daerah kepada Bupati, dan

melaksanakan fugas lain yang diberikan Bupati di luar tugas dan fungsi
satuan kerja perangkal daerah.

Bagian Keempat
Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 66

(1) Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia adalah unsur staf
pembantu Bupati yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupali dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dasrah.

{2) Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
memberikan ielaahan stal mengenai kemasyarakatan dan sumber daya
Mmanusia.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Ahli
wdang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyal tugas dan
fungsi di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dan ayat (3), Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
mempunyai uraian tugas:

mamberikan telaahan staf kepada Bupati, dalam rangka merumuskan
kebijakan pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya
manusia;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kemasyarakatan dan
sumber daya manusia;

melaksanakan kajian bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia
terhadap keputusan/kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati di bidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia secara konsepiual, dan
sistemnatis guna pemecahan masalah pemerintah daerah,

malaksanakan evaluasi dan pelaporan ferhadap pelaksanaan telahan staf
yang disampaikan satuan kerja perangkat daerah kepada Bupati; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati di luar tugas dan fungsi
satuan kerja perangkat daerah.
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Bagian Kelima
Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 67

(1) Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan adalah unsur staf pembantu Bupati
yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupat dan
secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

{2) Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan
teleahan mengenai ekonomi dan keuangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Ahli
bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi di luar tugas dan
fungsi perangkat daerah.

{4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3), Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai rincian
tugas.

a.

hl‘

L

membarikan telaahan staf kepada Bupati, dalam rangka merumuskan
kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan keuangan,

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kera perangkat
daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang ekonomi dan keuangan;

melaksanakan kajian bidang ekonomi dan  keuangan terhadap
keputusan/kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati, di bidang
ekonomi dan keuangan secara konseptual, dan sistematis guna
pemecahan masalah pemerintah daerah;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan telahan staf
yang disampaikan satuan kerja perangkat daerah kepada Bupati; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati di luar tugas dan fungsi
satuan kerja perangkat daerah,

BAB XXl

KETENTUAN LAIN
Pasal 68

Penetapan dan rincian tugas pelaksana, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

-4

2.

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rincian Tugas Pokok

dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon,

Keputusan Bupati Cirebon Momor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Staf

Ahli Bupati;

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Jabatan

Struktural Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
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Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini, dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Desember 2008
BUPATI CIREBON,

ttd
DEDI SUPARDI

I_"ﬂ. Diundangkan di Su

r 2008
UPATEN CIREBON, -~

MNUR RIYAMAN NOVIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 45 SERID.3
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